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PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak
terhindarikan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata
asing ditulis (dicetak)miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman
transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman

transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat

dilihat pada halaman berikut

Arab Indonesia Arab Indonesia
Y ) A ¥
U b il 0
q t n o
o) th M gh
@) j P f
n X ® q
(S kh LLI k
b d b I
M dh a m
o) r il n
C z M w
E S 7 h
€ sh R
J A p y
K VI




Hamzah () yang terletak di awakata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apa pun. Jika hamzahtérletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan

tanda (0).

B. Vokal
Vokal bahasa Arabeperti vokal bahasa Indonegs&xdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkagau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
F Fatah A A
F Kasrah I I
F \ ammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya beggtaingan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

Tanda Nama Huruf Latin Nama
pF Fatiahdan ya Ai Adan |
M Fatdahdan wau | i I dan U
Contoh:

é@ - kaifa
i% - haula

C. Maddah

Maddahatau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yagumidh)



Harakat dan
Huruf

Nama

Huruf dan Tandal

Nama

) EC Fatiahdan alif U a dan garis di ata
atau ya
@ Kasrah dan ya 0 i dan garis datas

\ ammahdan wau

u dan garis di ata

Q’:@ mUt a
’?@‘: :ram U
@ g0l a

& yamitu

D. TaMarbi ah

Transliterasi untuk a

mahada tua, yaitt: a

mahyang hidup atau

mendapat harkatfatGah, kasrah dan iammah transliterasinya adalah [t].

Sedangkart a

mahrydng mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya

adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dertgan niahrdiikdti oleh kata

yang menggunakan kata sandangsalta bacaan kedua kata itu terpisah, ntaka

ma ridhitu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh

T e X =

A ~
"

‘raui ah ataif U

ra-mad o nfid | alkh

- al-Gkmah

Xi




E. SyaddahTasydod

Syaddalataut a s yashgpddlam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tandh a s ¥.d, @alam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan
huruf (konsonan ganda) yang diberi tasgiaddah Contoh:

@ : rabbana

najjainU

B2 - al-Gaqq
@3 ‘nudi ma
% : addwwun

Jika huruf o ber t a s ydidaghtt sebuah kata dan didahului oleh huruf

berharkakasrah( ), maka ia ditransliterasi seperti huméddah( ¢ ) . Cont oh:

~

b% : A | (Hukano A | ataydyA)l y
@ A a(bukand A r adiaud/Ar Ja by
F. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengandatifif
| am ma)d Balamfpadbman transliterasi ini, kata sandditgansliterasi
seperti biasa, al baik ketika ia diikuti oleh huruyamsiahmaupun huruf
gamariah Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan

garis mendatar). Contohnya

Igl'(bﬁl : al-syamsuy(bukanasy-syamsi

@ . al-zalzalah pukanazzalzalah)
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A

@& : al-falsafah
P&  abi | Odu

G. Hamzah

Aturantransliterasi huruhamzahmenjadiapostrof( 6) hanya ber | ak

hamzalyang terletak di tengah dan akhir kata. Namun,Halazalterletak di awal

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia baliip&€ontohnya

@ 'syai oun
@@ Jumirtu

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, isttgdu
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istdahkalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indongdéak lagi ditulis menurut cara
transliterasi di atas. Misalnya katagran(darial-Q u r ¥ $limnah, hadis, khusus
dan umum. Namun, bila kakata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:
Fo | GQurad Un
Al-Sunnah gablat a d wo n

A-61 bUr Ut FLafl 6 nbiival-satibab
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I. Lafbal-d alh{l)a
Katain Al | aho yang di da h ujarrudan hpraf tainny e |
atau berkedudukan sebagail U f  i(flasa hominal), ditransliterasi tanpa huruf

hamzah Contoh:

~

d3@6: :donul | Oh

Adapunt a niahditakhir kata yang disandarkan kepdaf@al-j a | Ul ah

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh
L vhum Gnatilth a

J. Huruf Kapital

Walausistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapitsl Cap9g, dalam
ransliterasinyahuruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,
tempat, bulan) dan huruf pertama pada pernmi#aimat. Bila nama diri didahului
oleh kata sandang (|l maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal
nama diri tersebut, bukan huruf awal katadsngnya. Jika terletak pada awal
kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al
). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang
didahului oleh kata sandang,abaik ketika ia ditulis dalam ke maupun dalam

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Xiv
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Contoh:

Wa m@ mMmadun il110 rasfT]|

Inna awwala baitnwli 6 a | i nnUs | l al l aUo bi Bakkat e
SyahruRamiddn -laalU0 unQud @Ud oh al

Na® r-D @ h- 1asl

AbNara-Far UbQ

Al-Gaz Ul ¢

Al-Mungi UOvai Bl al
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ABSTRAK

Rizgi Syayidatul Saputri, NIM 19210126Penolakan Anak atas Eksekusi
&ala n Ufasca Putusan Banding Nomor @2/PDT.G/2019/PTA.Bdg
Perspektif MaHalah Mursalah. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga
Islam, Fakulta$ y aah,aJdiversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang.

DosenPembimbingRisma Nur Arifah, S.HI., M.H

Kata Kunci: penolakan anak: ekseki@il a n UnfeHaGah mursalah

Penelitan ini membahas terkait ekseku@i a n ang gagal dilakukan
sebabadanya sikap tidak kooperatif dari Tergugktn anak menolak untuk
dieksekusi. Eksekusi dilaksanakan pascputusan banding  Nomor
292/Pdt.G/2019/PTA.Bdgang dalam amar putusannya majelis hakim menetapkan
Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai peme@drgn Uhtas kedua anak
yang tinggal bersama Tergugat selaku ayah kandung sejak terjadinya perceraian.
Perkara ini telah berkekuatan hukum tetmiracht) dan telah mencapai upaya
hukum Peninjauan Kemballujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis
konsep mahHaGah mursalah | mU a+G h a z terhadap penolakan anak atas
eksekusiCdi a n Pdmsca putusan banding Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normagihgan
pendekatan kasus. Sumber dari data penelitian adalah bahan hukum primer, dan
bahan hukum sekunder. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi
dokumentasi dan studi kepustakaan. Selain itu, teknik analisis dalam penelitian ini
bersifat kualitatif yakni menganalisis bahan hukum menggunat@anterpretasi
atau penalaran. )

Hasil dari penelitian ini yaitmenurut tec_)r'maiHaCah mursalah mUm al
GhazUl ¢, pel aks &xambihpasca k peusans i Nomor
292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg masuk dalamataCah tingkatania r T r &ayemah
harus mempertimbangkan kondisi psikologis anak. Karena pada hakekatnya,
tindakaneksekusi pada anak di bawah umur memiliki implikasi terhadap psikologis
mereka. Selain itu, pelaksanaan eksekusi ini berdampak buruk pada aspek
penjagaan jiwahif0 al-naf§ karenaanak tidak mendapatkan perlindungan jiwa
yang mayebabkan anak mengalami traun&elain itu juga berdampak pada
penjagaan akah{f0al-aql). Adanya hambatan dari Tergugeituk bertemu dengan
anak menjadikan anakehilangan sosok ihusehinggaanaktidak mendapatkan
kasih sayang dan pendidikan layaknya aaa#k lainnya Hukumandwangsom
tidak dapatdiputuskan pada perkara ini dikarenakan Penggugat tidak mengajukan
dalam gugatamya Hal yang harus diperhatikan yalp@rlu dilakukarmeinterpretasi
hukumsertapenetapan regulasaruterkait eksekusidi a n Wrtuk meminimalisir
terjadinyaputusarillusoir (hampa).

XX



ABSTRACT

Rizqgi Syayidatul Saputri, NIM 1921012€&hild's Refusal to Execute Child
Custody After Appeal Decision Number 292/Ht.G/2019/PTA.Bdg
Perspective MaHaCah Mursalah. Thesis. Islamic Family Law Study
Program, Faculty of Sharia, State Islaniloiversity of Maulana Malik
Ibrahim Malang.

SupervisorRisma Nur Arifah, S.HI., M.H

K erwords: child rejection; executionhild custody;mataCah mursalah

This research discusses executf@ha n Gvhich failed to be carried out
due to the Defendant's uncooperative attitude and the child refused to be executed.
The execution was carried out following the appeal decision Number
292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg which in its decision the panel of judges detdrthat
the Plaintiff as his biological mother was the hol@&fa n Udyarding the two
children who have lived with the Defendant as the biological father since the
divorce occurred. This case has permanent legal forke¢h) and has achieved
judicial review. The aim of this research is to analyze the conceittaCih
mursalahl mUmGhdz Ul ¢ against the Ciamnlbast s refu
appeal decision Number 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

This research is included in normative legal research with a case approach.
The sources of research data are primary legal materials and secondary legal
materials. The techniques for collecting legal materials are through documentation
studies and literate studies. Apart from that, the analysis technique in this research
is qualitative, namely analyzing legal materials using interpretation or reasoning.

_ The results of this research are according to thewsiaCah mursalah

| mUm -Ghedz Ol 0o, e Qe n Wthi postruling Number
292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg included maHaCah levelia r T r Igegaask it must
takeinto accounthe child's psychological condition. Because in essence, the act of
executing minors has implications for their psychology. Apart from that, the
implementation of this execution has a negative impact on the aspect of protecting
the soul Kifd al-naf§ because children do not receive mental protection which
causes children to experience trauma. Apart from that, it also has an impact on the
maintenance of reasomifdal-aql). The Defendant's obstacles to meeting the child
meant that the child lost the figure of the mother, so that the child did not receive
love and education like other childrdbwangsonpunishmentannot be decided
because the Plaintiff did not file a lawsuit. The thing that must be considered is that
it is necessary to interpret and establish new regulations regarding execution
Gal a n Wohminimize decisionglusoir (vacuum).

XXi
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permohonar©'a i a (mdlk lasuh anak menjadi salah satu hal yang
kerap timbul dan menjadi sengketh antarakedua belah pihak pasca
perceraian. Hal ini dikarenakan para pihak yang merupakan orang tuanya
merasa bahwa maskmasing darinya berhak untuk menguasai, mengasuh,
serta mendidik ana&naknya Dalam pandangan sosial, Haditono menyatakan
bahwa dalam mengasuh dan mendidik anak pada dasarnya memang telah
menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari keduéryamun, lain halnya
ketika terjadi perceraian yang menimbulkan sengk®t i a thékhasuh
anak)

SengketeD'a | a (dlk Bsuh anakhelibatkan ikatan dasar manusia
antara analanak dan orang tua merek&engkete’a | a (alk asuh anak)

pasca perceraian menjadi perwujudan atas pelanggardrakaalé Adapun

2Sebagaimana termaktub dalam Buku I: Hukum Perkawinan, Bab I: Ketentuan Umum, Pasal 1

Hur uf g Kompil asi Hu k u nhadh&dhdidefinisikhnPdenganl keghatarr aan  a't
mengasuh, memel i har a, dan mendidi k anak hingga d
S’Nel ly Layalinal Fitri, AEksekusi Hak Asuh Anak

Undang Perlindungan Anak No 35 tahun 2014 (Studi
SAKINA:  Journal of Family Studies 3, no. 1 (2019), hitp://urj.uin
malang.ac.id/index.phpljfs/article/view/350.

4F.J. Monks A.M.P. Knoers Siti Rahayu Haditoisikologi PerkembangaifYogyakarta: UGM

Press, 2019).

5C. L e \Custody, of Children &Encyclopedia of Applied Ethicsl Januari 2012, 691.
https://doi.org/10.1016/B978-12-3739322.002635.

6Zulfan Efendj Pdlaksanaan Eksekusi Halsuh Anak(Hadhanahterhadapsteri yangMurtad

dalamPerkara Nomor: 398/Pdt.G/2013/PA.RlbPengadilan Agama Pekanbgruberaju2, no. 01

(2020): 1 34, https://doi.org/10.35961 /teraju.v2i01.62.
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beberapa aturan hukum untuk melindungi-hak anak, yaitu dalam Pasal 4,
Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 16 U+idiatigng Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2002ntang Perlindungan Anak. Terkait kasus sengketa hak
asuh anak@a [ a)nb@nyak yang berakhir pada penculikaenyiksaan
pelarian, penyiksaan, dan pemaksaan anak baik secara fisik maupuri psikis.
Tindakan tersebut telah melanggar serta mengabaikahaka&nak.
Mengenai aturan hukum terkait adanya sengketa hak asuh anak
(Oa i a)pd3da perceraian, telah dijelaskan dalam Pasal 14 Usdfzatang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa:
nRnSetiap anak berhak wuntuk diasuh ol
kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan
bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak
dan merupakan perti mPangan terakhir
TerkaitO'a | a(hald &suh anakyyah berkewajiban untuk menafkahi
anak Akan tetapi, ibu yang memiliki hak lebih untuk mengasuh anak. Telah
dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, bahwa:
ADal am hal terjadinya perceraian, pe
mumayyi? atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
Selain itu, pemeliharaan anak yang sudaimayyizdiserahkan

untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak
pemel i hafaannyad.

"Efendi, Pelaksanaan Eksekttdhanah?.
8Pasal 14 Undanindang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
9Istilah mumayyizoerarti usia anak dimana anak tersebut telah dapat membedakan antara sesuatu

hal yang bermanfaat dan juga yang membahayakan b
mumayyizini sebagai usia dari seorang anak yang memiliki kemampuan dalam berfikir dan
menggali makna suatu halhatNur k hol i s, APenetapan Usia Dewasa C

Undangundang dan HurkabRemikiranlHakem dan Hukum IsléBnno. 1 (2017):
751 91, https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3223.
%pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.




Pasal 156 huruf (a) bahwa:

i A k i putasnyaperkawinan karena perceraiadalahanak

yang belummumayyiderhak mendapatka®a [ a (mak suh

anak\dari ibunyao.

Ketika hakim Pengadilan Agama memutuskan bahwa®aki a n U h

(hak asuh anak) jatuh kepada ibu, maka ayah tidak dapat menolak ataupun
secara paksa mengambil hka i a th&khasuh anak)Pihak yang tidak
mendapatkan hak'a | a (hdkrasuh anak)secara sukarela harus menaati
putusan. Jika pihak tidak menyerahkan secara sukarela maka dilakukan
aanmaning(peringatan’ oleh juru sita. Apabila tetap tidak dilakukan, maka
pihak yang mendapatkan héka | a (mal asuh analdiperkenankan untuk
mengajukan ekseku€va i a (hdkhasuh anakkepadaPengadilan Agama
setempat? Hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 196 HIR bahwa:

fJika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai dalam

memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang

menang memasukkan permintaan baik dengan lisan maupun

dengan surat kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada

ayat pertama Pasal 195, buat jaéankan keputusan itu, ketua

menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta

memperingatkan, supaya ia mematuhi keputusan itu dalam

tempo yang ditentukan oleh ketua, yang sel@amn@anya delapan
hari o.

Ypasal 156 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

?Dalam sidangaanmaning pemohon eksekusi hendaknya dipanggil dan hakim memperingatkan

pihak untuk menjalankan isi putusan dalam tempo 8 (delapan) hari, kemudian panitera membuat

berita acara sidang aanmaning dan ditandatangani oleh ketua pengadilan dan panitera. Lihat
Pedoman Blaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku Il, Mahkamah Agung RI

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (2013).

BEitri, AEksekusi Hak Asuh Anak di -Undaag Wi | ayah
Perlindungan Anak No 35 tahun 2014 (Studi Putusar



Eksekusi merupakan upaya hukum dalam tindakan paksa untuk
mematuhi isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
(inkrach).** Namun, eksekusi dalam konte®s | a (hdlk hsuh anak) masih
menjadi permasalahan. Beberapa pakar hukum menyatakan bahwa eksekusi
tidak dapat dilakukan terhadap anak. Hal tersebut dikarenakan yurisprudensi
terkait eksekusi hanya mengatur mengenai hukum kebendaan. Pada umumnya,
eksekusi®a | a (hak fasuh anakjdak dapat dilakukan karena merupakan
putusan yang bersifat deklaratéir.

Dalam melakukan studi kepustakaan, peneliti menemukan beberapa
kasus eksekusDa | a (nhdk fasuh anak) yang terjadi di Pengadilan Agama
Cibinong dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2018 hingga 2022,
yaitu sebagai berikut:

Tabel 11: Data Perkar& a | a pabighDimohonkarEksekusii

Pengadilan Agama Cibinong Tahun 2eA®?2

Tahun Perlgara Eksqkusi Hasil Eksekusi
dal an &al an

2018 12 0 -
2019 18 2 - 2911/Pdt.G/2018/PA.Chn
(dilakukan via PA Surabaya
- 1265/Pdt.G/2019/PA.Cbn
(diserahkan secara sukarela)
2020 16 2 - 1885/Pdt.G/2020/PA.Cbn

(dicabut)

M. Yahya HarahapRuang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdd@karta: Sinar

Grafika, 2005)11.
155 a m6 @ptimalisai Eksekusi Hak Asuh Anak Melalui Uang Paksa Di Peradilan Agama Se Eks

Karesidenan Pekalongano 2 020 .



Tahun Perlgara Eksqkusi Hasil Eksekusi
dal an &al an

- 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn (tide
bisa dilaksanakan)

2021 21 1 - 2726/Pdt.G/2019/PA.Cbn
(diserahkan secara sukarela)

2022 26 0 -

Sumler: Laporan Tahunan (peibinong.go.id)

Berdasarkan data dalam Tabel 1.1 tersebut, pada tahun 2019, 2021,
dan 2022 perkar&a | a (hdlk hsuh anak) mengalami kenaikan. Akan tetapi,
pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 2 pefldapun dalam
kurun waktu 5 tahun mulai tahun 2018 hingga 2022 tersebut, péiada a n U h
(hak asuh anakyang diputus serta diajukan untuk dilakukan eksekusi
sebanyak 5 perkara. Tahun 2018 tidak ada perkara yang diajukan eksekusi.
Pada tahun 2019 dan 2020, masgimasing terdapat 2 perkara yang dieksekusi.
Tahun 2021 hanya adgerkara yang dieksekusi. Sedangkan, pada tahun 2022
tidak ada satu pun pengajuan eksekiiai i a (hali Asuh anak)

Dari ke5 putusan yanglieksekusi terdapat satu kasus yang perlu
untuk diteliti  dan dikaji lebih lanjut, yaitu perkara Nomor
1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn. Adapun permasalahannya yaitu, Penggugat yang
telah bercerai dengan Tergugat mengajukan permohorah a (ndk lasuh
anak) ke Pengadilan Agama Cibinong dengan perkara Nomor
1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn. Terhadap hasil putusan tingkat pertama, Tergugat
melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung

dengan perkara Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.


http://www.pa-cibinong.go.id/publikasi/laporan/laporan-tahunan

Pasca putusan banding, Tergugat enggan menyerahkan kedua anak
yang tinggal di kediaman Tergugat kepada Penggugat. Kemudian, Penggugat
mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Cibinong untuk
mendapatkan keadilan serta kepastian hukum atas pubagam. Setelah
proses eksekusi dilakukan dan berakhir gagal, Tergugat mengajukan
permohonan Kasasi dengan perkara Nomor 361/K/AG/2019 dengan putusan
Majelis hakim menolak permohonan Tergugat. Dikarenakan kurang puasnya
Tergugat akan putusan Kasasi, Terdgugmmbali mengajukan permohonan
Peninjauan Kembali dengan perkara Nomor 95/PK/Ag/2021. Atas
permohonan tersebut, majelis hakim Mahkamah Agung dalam putusannya
tetap menolak permohonan Peninjauan Kemali.

Dari kasus tersebut terbukti bahwa pelaksanaan eksékasi a n U h
(hak asuh anak) masih terjadi beberapa kendala iyemyebabkareksekusi
tidak dapat dilanjutkan. Kerap kali terjadi kendala teknis dalam praktiknya,
yaitu adanya ketidakrelaan dari pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan
dengan menyerahkdia | a (ndk lasuh analjepada pihak yang menang.
Selain itu, pihak yang kalah berusaha untuk menolak adanya eksekusi dengan
cara melawan atau menyembunyikan anak dengan tujuan untuk menghambat
pelaksanaan eksekusi. Kendala lainnya yakni terjadinya kekosongan hukum

formal yang magatur terkait eksekusVa i a (hak fasuh anaky Adapun

16Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A, diakses 4 Agustus
2023,SIPP (pacibinong.go.id.

“Arne Huzai mah, fiRef or mul as i daldnPelaksana#ancEkselausi Per ad i |
Putusan  Hadhanah 0 Jurnal Nurani 18, no. 2 (2018): 27244,
https://doi.org/10.19109/nurani.v18i2.1942.




terjadinya penolakan langsung dari anak sebagai objek eksekusi menyebabkan
eksekusi tidak dapat dilanjutkan dengan alasan menjaga kondisi psikologis
anak.

Dalam kasus tersebut, eksekusi telah gagal dilaksanakan sesuai isi
putusan bahw& a | a (hdli hsuh anak) jatuh kepada Penggigetnaanak
menolak untuk ikut dengan Penggugdika dilihat dalam hukum Islam,
persoalan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dala?fatQu r 6 Un
maupurhadis Maka,harus dapat dijawab dalam sudut pandang hukum Islam,
apakah langkah jurusita sebagai eksekutor telah sesuai dengan tujuan hukum
Islam.Dengan demikian, diperlukan metadg t '? dal&hdpenetapan hukum
yakni melalui metodena 'H|1 anQtaalahal-G h a zylhg &ecara langsung
menekankan pada aspe@ma 'H| an@ratft®Ma A | andrsalah merupakan
salah satu dari metode penetapan hukum yang efektif dalam menyikapi dan
solutif sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat,

tabi 6in, dan para ul ama.

18NaH mhenurut bahasa berarti sesuatu yang nampak. Secara istildlfierupakan suatlafadz

yang menunjukkan makna tegas dan tidak mungkin bermakna lain tanpa ada sebab. Lihat Alfian

Qodr i Azi zi, fi P e n dud uyahal@lamMévahiamidag $e€aaa Tekathalidan

Ko nt ek sJoumall qof dlslamic Studies and HumanitieS, no. 1 (2020); 1431,
https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.5963.

Yistilahi j t ménlha K.H. Ali Yafie berarti suatu upaya sunggumgguh dalam menegaskan

persangkaan yang kuat dan disarkan pada petunjuk yang diberlakukanfipaJanj t memtlid

dua pengertian yaitu pengertian tidak terbatas d
Il jtihad dalam Hukum | sl am: Studi Pemi kAl-r an K. H.
Mazaahib: Jurnal Perbandingan Huku@y no. 2 (2014): 30123, https://doi.org/10.14421/al
mazaahib.v2i2.1371.

2Fathurrahman Djamikilsafat Hukum Islam(Jakarta: Logos Wacana limu, 1999), 141.

2Hendr i Her mawan Adi nugr ah aMasthizan AlMliesaldh uddlam Ma s hud i
Penentuan Hu kJurmal [lliniahl &konoti Islam 4, no. 01 (2018): 63,
https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140.




Berdasarkan paparan fenomena tersebut, perkara ek€kukia n U h
(hak asuh anglputusan banding Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg sebenarnya
telah diteliti oleh peneliti terdahulu dengan melakukan wawancara langsung
kepada jurusita terkait pelaksanaan ekse¥uSelain itu, peneliti terdahulu
meneliti ketika perkara masih pada tahap pendaftaran upaya Peninjauan
Kembali (PK) dan belum mencapai putusan final. Maka dari itu, peneliti ingin
memperbarui serta mengembangkan penelitian terdahulu dikarenakan putusan
PK telah mencapai final dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai
kasus eksekusba | a (malt Asuh anak). Hal yang menarik dalam fenomena
ini yaitu eksekusi yang dilakukan pasca putusan banding Nomor
292/Pdt.G/2019/PTA.BdgKemudian, adanya ketimpangan hukum antara
penolakan anak yang merupakan objek eksekusi serta Penggugat yang tidak
mendapatkan kepastian hukum yakni sebagai peme@and a ¢hak lasuh
anak)sebagaimana yang telah tertuang dalam amar putusan banding hingga
putusan Peninjauan Kembali berakhiDengan demikian, peneliti
menggunakan temeksekusO'a | a(hald &isuh anakjelalui studi kasus pada
perkaraNomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg yang dianalisis menggunakan teori
ma H| anGrsatah | mUahkG h a zdBnme@ngeinterpretashukum terkait

eksekusDa i a.n Uh

2Habi bi F u a dProtAeimatikan Rekara Eksekusiadhanahdi Pengadilan Agama
Cibinong (Studi Analisis Putusan Hakim Nomor: 361/K/Ag/2620)( Ul N Sy ar i f Hi daya
Jakarta, 2021 ttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58536.




B. Batasan Masalah

Untuk menghasilkan suatu penelitian yang terarah dikarenakan
luasnya pembahasan, maka peneliti memfokuskan penelitian pada eksekusi
yang gagal dilakukan akibat adanya penolakan dari anak yang terjadi pasca
putusan banding Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg y&egnudian hasil
eksekusi tersebut dianalisis menggunakan teai'H| an(rsalah| m Uatn

GhazUl ¢

C. Rumusan Masalah
Berdasarkampaparan dari latar belakang tersebut, dapat dirumuskan
permasalahannya, yaitu:

1. Apa tinjauanma H| anQtaatah | mUahG h a ztdsHadap penolakan
anak atas eksekuBia [ a (hald Asuh analpasca putusan banding Nomor
292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg?

2. Bagaimana reinterpretasi hukum terhadapvacuum of norm pada

pel aksanaan eksekusi davManUh (hak asu

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, dapat diketahui tujuan
dari penelitian, yaitu
1. Untuk menganalisis konsepa H|l an@salahl m UalG h a zethiadap
penolakan anak atas eksek@®a | a (hdkhasuh anakpasca putusan

banding Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg
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2. Untuk menganalisiseinterpretashukumterhadapvacwm of normpada

pelaksanaaeksekusO'a | a (hdl Asuh anak)

E. Manfaat Penelitian
Dalam melakukan penelitian, sangat diharapkan bagi peneliti untuk
menemukan jawaban yang rasional serta ilmiah atas sebuah masalah yang
sedang diteliti. Dengan demikiarpenelitian dapat memberikan sebuah
manfaat baik secara teoritis maupun praktis.
1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan teori
eksekusa | a (hdkt hsuh anak) dalam sughstndangeorima HI a &@a h
mursalahl mUahG h a zsértagmenambah wawasan bagi pembaca
khususnya bagi para akademisi di bidang Hukum Keluarga.lslam
b. Sebagai bahan referensi serta pertimbangan dalam melakukan penelitian
terbaru mengenai penolakan anak terhadap eksékaidi a (halt Bsuh
anak)
2. Manfaat Praktis
Bagi para pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
informasi serta pembelajaran mengenai beberapa kendala yang dapat terjadi
atau kemungkinan reaksi anak ketika dilakukan eksékasi a (hald &isuh

anak).
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F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kebenaran ddtda secara ilmiah peneliti
menggunakan metode penelitian sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong dalam penelitian
hukum normatif. Maksud dari penelitian hukum normatif yaitu suatu
penelitian didasarkan pada nommama hukum baik dalam peraturan
perundangundangan, putusan pengadilan maupun nararena hinnya
yang berlaku dalam masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk
menemukan aturaaturan hukum atau norma hukum sebagai alat untuk
menjawab istisu hukum yang terjadt:

Penelitian ini tergolong pada penelitian kepustakaan dikarenakan
penelitian fokus meneliti objek penelitian yakni salinan putusan Nomor
292/Pdt.G/2019/PTA.Bddketerangan hasil eksekusi di Sistem Informasi
dan Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Cibirsanta
wawancara pihak di media masgaytub@. Dikarenakan penelitian ini
merupakan penelitian normatif melalui analisis deskriptif, maka untuk
mendapatkan penelitian yang terperinci dan sistematis diperlukan dasar
hukum, teorteori atau isu hukum yang berkaitan dengan fakta dari

penelitian.

23Zainuddin Ali, MetodePenelitian Hukum(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 105.
2peter Mahmud MarzukRenelitian HukumCet. XXI, (Jakarta: Kencana, 2016), 35.
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2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dala@melitian hukum normatif ini
adalah pendekatan kasusmge approach Dalam pendekatan kasus ini,
ketidakberhasilan eksekusi yang dilakukan oleh juru sita karena terjadi
penolakan dari anak menjadi pembahasan utama. Selain itu, peneliti
menelaah dan menganalisis menggunakanteariH| an@salahl m 0 m
akGhaz Ul ¢
3. Bahan Hukum
Penelitian ini menggunakadua bahan hukum, yakni: bahan
hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Sebagaimana dalam penelitian
ini, yaitu:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan salah satu bahan hukum yang
berkekuatan hukum mengikat, termasuk peratuerundang
undangan yang mengatur dalam suatu putéisBalam penelitian ini
menggunakan salinan putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg
keterangan hasil eksekusi pasca putusan banding yang terdapat di
Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara (SH&Ppadilan Agama
Cibinong serta wawancara pihak di media magsaitubg. Selain itu,
peraturarperaturan yang mengikat dalam putusan serta dasar hukum
untuk pembahasan juga menjadi bahan utama dalam penelitian ini,

yakni:

25Marzuki, Penelitian Hukum184.
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1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan,

2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama jo Undafldndang Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2003 jo Undangindang Republik Indonesia Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak

4) Kompilasi Hukum Islam

5) Putusarputusan lain dalam perkara eksek@a [ a (hdkhasuh
anak)yang terjadi di Pengadilan Agama Cibinong, yaitu perkara
nomor:

a) No. 2911/Pdt.G/2018/PA.Cbn (eksekusi dilakukan via PA
Surabaya)
b) No. 1265/Pdt.G/2019/PA.Cbn (eksekusi diserahkan secara
sukarela)
c) No. 1885/Pdt.G/2020/PA.Cbn (permohonan eksekusi dicabut)
d) No. 2726/Pdt.G/2019/PA.Cbn (eksekusi diserahkan secara
sukarela)
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yakni literatur yang berasal dari para
pakar hukum. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan buku, jurnal,

serta karya ilmiah yangnembahas terkait hukum acara peradilan
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agama, hukum perkawinan, teoria ‘Hl an@salahl mUatGh az U1 0
yang menjadi salah satu metodej t dakatdw H figh,?® serta teori
psikologi keluarga. Selain itu, diperlukan juga dokumen terkait laporan
tahunan eksekusD'a i a rfhdkh asuh anak)Pengadilan Agama
Cibinong guna menunjang data penelitian
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Metode pengumpulan bahan hukum merupakan suatu alat yang
digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum. Adapun metode
pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti yaitu melalui
penentuan dan inventarisasi balmkum yang relevan serta pengkajian
bahan hukum melalui studi dokumen dan studi pustaka.
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum
Bahan hukum yang telah diperoleh perlu dilakukan proses
pengolahan bahan hukum terlebih dahulu. Metode pengelolaan bahan
hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis
kualitatif. Bahan hukum yang didapatkan akan diuraikan serta dikaitkan
dengan objek penelitian. Dalam menganalisis bahan hukum, peneliti

menggunakan beberapa tahapan, yaitu: pemeriksaan bahan hukum

26U°Hi figh terdiri dari dua kata yaituHl yang memiliki arti berasal, pangkal, sumber, induk, pusat,
dasar, asli, dan kaidah digh yang berarti ilmu tentang y a.daliaA Figh adalah suatu ilmu
pengetahuan mengenai kaidah kaidah hukum yang menjadi perantara untuk merumuskan suatu
hukum dari dalildalil yang ada. Lihat Nurhayati dan Ali Imran Sinaigh danUH Figh, (Jakarta:
Prenamedia Group, 2018), 3,
https://books.qooqIe.co.id/books?id=MeFiDWAAOBAJ&Ipq=PR5&ots=VZSCmeGXV&ﬂF
1%20figh&Ir&pg=PR5#v=onepage&asi %20figh&f=false
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(editing), klasifikasi €lassifying, analisis &nalyzing, dan pembuatan
kesimpulan ¢oncluding.
a. Pemeriksaan bahan hukuediting)

Pada tahap pemeriksaan bahan hukum, peneliti terlebih dahulu
mengumpulkan dan memilah bahan hukum baik bahan hipkumner
maupun sekunder. Hal tersebut bertujuan untuk memeriksa bahan
hukum yang akan digunakan untuk mengembangkan tema penelitian
yang akan dikaji. Kemudian, peneliti memilih bahan hukum lainnya
yang berkorelasi dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Nomor 292Pdt.G/2019/PTA.Bddgerdapat beberapa putusan lgamg
digunakan sebagai permohonan eksekiiaii a (alk lasuh anakli
Pengadilan Agama Cibinongakan tetapi @neliti memilih untuk
menggunakan putusan jo. Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg
dikarenakan putusan tersebut merupakan salah satu putusan yang
digunakan sebagai permohonan untuk eksekusi, akan tetapi proses
eksekusi gagal dilakukan sebab anak menolak untuk dieksekusi.

b. Klasifikasi (classifying

Pada tahapan klasifikasi, peneliti mengumpulkan bahan
hukum yang telah didapatkan serta mengelompokkan data tersebut
sesuai jenisnya. Dengan dilakukannya proses klasifikasi, dapat dengan

mudah menentukan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian
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tersebut’ Bahan yang diklasifikasikan antara lairperaturan
perundangundangan, kajian teori terkéita i a (hald &suh anakhak
asuh anak), eksekusi, dan teora 'HI anGtsatahl mUakGh a z Ul §
salinan putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tentang penetapan
Oa i a (ndklasuh anakjepada Penggugat yang digunakan sebagai
permohonan eksekydteterangan hasil eksekusi 8IPP Pengadilan
Agama Cibinong, putusaperkara0’a | a (hdkasuh anakginnya
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan eksekusi di Pengadilan
Agama Cibinongserta wawancara pihak di media magsaubg.
c. Analisis @nalyzing

Dengan adanya proses analisis, penelitian akan berkembang
dan dapat memunculkan manfaat serta dapat memecahkan suatu
masalah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis
bahan hukum berupa deskriptif kualitatif, yaitu analisis bahanrhuku
yang disampaikan dalam bentuk deskripsi sehingga pembaca dapat
menggambarkan sudut pandang peneliti. Pada tahapan ini maka peneliti
berupaya untulknenganalisis hasil eksekudia i a (el Bsuh andk
yang terjadi pascgutusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bgang
terdapat dalarketerangan hasil eksekusi menggunakanima 'Hl a Oa h

mursalahl mUalG h a zyd&hp télah dipaparkan

2IBagong Suyanto dan Sutindfietode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekdtikarta:
Kencana, 2015), 186.
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Teorima HI anQfaalahdigunakansebagai sudut pandang
kema H| am Gipakahterdapatkema 'H| am @aam upaya jurusita
ketika menghentikan pelaksanaan eksekdengan demikian, peneliti
dapat menyajikan penelitian yang sistematis, berkesinambungan, dan
mudah dipahami.

d. Pembuatan kesimpulangncluding

Tahap pembuatan kesimpulan ini merupakan tahap terakhir
yang ditulis dari banyak bahan hukum yang telah didapatkan dan yang
telah dianalisis. Secara umum, tahap ini mengambil beberapa
kesimpulan dari babab sebelumnya serta menjawab rumusan masalah

yang ala.

G. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian, sistematika penelitian digunakan untuk
menggambarkan hasil dari penelitian yang terstruktur sehingga pembaca lebih
mudah untuk memahami. Adapun penelitian ini tersusun dari lima bab secara
runtut yaitu, sebagai berikut:

Bab I: Bab ini menjelaskan mengenai pendahuluan yang terdiri dari
latar belakang, yakni bagian yang menjelaskan fenomena penting terkait
eksekusiO'a [ a (hdld hsuh anak) yang terjadi pasca putusan banding Nomor
292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. Tidak hanya itu, pada bab ini juga dijelaskan
beberapa tujuan penelitian yang dapat menjawab permasalahan yang tertuang

dalam rumusan masalah, yakni menganalisis komsepH| atébreadap



18

penolakan anak atas eksek@sa | a (hall Asuh analasca putusan banding
Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dalam perspekid 'H| an@¥salahl mU m
al-G h a z MAlarg bab ini juga dilengkapi dengan manfaat penelitian, metode
penelitian sistematika penelitian, serta penelitian terdahulu,.

Bab II: Bab ini memaparkan tinjauan pustaka yang berisi konsep
sesuai dengan tema yang digunakan y@itu | a (hali hsuh anakgksekusi,
serta teori yang digunakan yakni teora 'Hl an@salahl mUavGh az Ul 0

Bab Ill: Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan
dari rumusan masalah. Dalam bab ini, diuraikan mengenai penolakan anak atas
eksekusi O'a | a rfhélkh asuh anakyang dianalisis menggunakan teori
ma 'Hl anl@rsalahl m UalrG h a z Sglaigu Peneliti memberikan argumen
lain terkait perlunyaeinterpretashukum terkait eksekué€va i a.n U h

Bab IV: Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian yang terdiri
dari kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan menjelaskan secara singkat
mengenai hasil dan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti.
Adapun saran berisi solusi atau masui¢tang diberikan oleh peneliti untuk
para pembaca, akademis, atau peneliti selanjutnya yang akan melakukan

penelitian dengan harapan dapat menyempurnakan penelitian ini.

H. Penelitian Terdahulu
Dalam penelitian ini, penelitian terdahulu bertujuan untuk
menjelaskan perbedaan mendasar mengenai temasulastansiantara

penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan
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sebelumnya. Dengan adanya penelitian terdahulu, diharapkan tidak terjadi
adanya duplikasi penelitian. Berikut pemaparan penelitian terdahulu yang telah
ditemukan:

Pertama Skripsi Habibi Fuad Almanda, Program Studi Hukum
Keluarga | sl am, UI'N Syarif Hi dayatul | :
Problematika Perkara Eksekudiadh&nah(hak asuh anakyli Pengadilan
Agama Cibinong (Studi Analisis Putusan Hakim Nomor: 361/K/Ag/2020).
Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitiannya adalah proses eksekusi
Oa i a thékhasuh anakyang gagal dilakukan oleh Pengadilan Agama
Cibinong pada perkara Nomor 361/K/Ag/2020. Peneliti juga memberikan
pemikirannya untuk menerapkan uang pakiseagsonr® ketika melakukan
upaya hukum yang lebih tinggi. Penelitian tersebut menggunakan penelitian
hukum normatif danmengumpulkandata dengan cara dokumentasi dan
wawancarg®

Perkara yang diteliti oleh peneliti terdahulu tersebut masih dalam
proses Peninjauan Kembali dan belum mencapai putusan final. Ketika peneliti

meneliti, upaya hukum telah sampai final yakni sampai pada putusan

28Dwangsommerupakan suathukuman tambahan selain hukuman pokok yang telah diputuskan

oleh majelis hakim atas permohonan dari Penggugat untuk menghukum pihak yang kalah dalam
persidangan dengan membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan majelis hakim kepada pihak

yang menang. Lit Cik Basir, Kontruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom): Sebagai

Instrumen Eksekusi Dalam Putusan Hakin dan Eksistensinya Dalam Perspektif Hukum Islam

Jakarta: Kencana, 2020), 4,
https://books.google.co.id/books?id=I8XyDWAAQBAJ&Ipg=PA1&0ts=Syjgj4Z11t&dg=%22cik%
20basir%22%20dwangsom&Ir&pg=PAl#v=0onepage&q=%22cik%20basir%22%20dwangsom&f

=false

®Habibi Fuad Al manda, 0 PHadhénhhi Peagadildndgama&Giblieng a Ek s e k
(Studi Anal i sis Putusan Hakim Nomor: 361/ K/ Ag/ 2
Hidayatullah Jakarta, 202 1)itps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58536.
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Peninjauan Kembali, sehingga peneliti dapat melakyk@mbaruanserta
pengembangan penelitian dan mendapatkan perbedaannya. Peneliti
menggunakan penelitian hukum normatif menggunakan tevsi’Hl a Oa h
mursalahl mUakGh a z Ul §

Adapunsubstansi dari penelitian terdahiduyaitu eksekusDa i a n U h
(hak asuh analgagal dilaksanakan sesuai dengan putusan majelis hakim. Hal
ini dikarenakan kedua anak menolak untuk ikut dengan Penggugat yang
memenangkan hak asuh selaku ibu kandungnya. Selain itu, pihak dari Tergugat
juga tidak menyerahkan secara sukarela. Sehinggmggdagat tidak
mendapatkan haknya dan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap
(incraht) tersebut menjadi putusan hamplaigoir).

Kedua Skripsi Dina Enggia, Jurusan Ahwat3&yakhshiyyahlAIN
Batusangkar, 2020, dengan judul APel ak
terhadap  Putusan PA  Sawahlunto  dalam Perkara ~ Nomor
7/Pdt.G/2018/PA.SWL Ditinjau dari Undattiéndang Perlindungan Anak dan
Hukum | sl amo. Penelitian t eakssmadnut me m
eksekusi hak asuh anak pasca putusan di Pengadilan Agama Sawahlunto serta
analisis hasil eksekusi terkait putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.SWL dengan
UndangUndang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Dalam putusan,

Oa i a (hakhasuh anakjatuh ke ibu, akan tetapi eksekusi tidak berhasil

dilakukan karena ayah sebagai pihak yang kalah tidak menjalankan putusan
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dengan sukarela. Namun, pada akhirnya kedua belah pihak memahami dan
berakhir damai?

Peneliti terdahulu menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan
mengumpulkamata melalui wawancara. Adapun peneliti menggunakan jenis
penelitian hukum normatif dan mengumpulkan bahan hukum melalui studi
kepustakaan dan dokumentasi. Selain itu, peneliti menggunakan teori
ma Hl anlrsalah| mUakG h a zsébhgai pisau analisisnya.

Substansi dari penelitian terdahulu ini adalah proses eksekusi
dilakukan dengan tahapaanmaning(peringatan)dan hakim memberikan
edukasi dapemahamarkepada Penggugat dan Tergugat umhemberikan
kasih sayang yang terbaik untuk anak. Dengan hal itu, para pihak sepakat untuk
berdamai dan menjalankan amar putusan dengan sukarela dengan menulis
kesepakatan bersama. Selain itu, dalam Q-Bagéarah ayat 233 dan Pasal 105
KHI dijelaskan bahwa perlincdhgan bagi anak yang masih dibawah umur
menjaditanggung jawalatas kedua oranganya begitu puladalam Undang
undang Perlindungan Anak.

Ketiga, Skripsi Ra Didin Dliyauddin, Program Studi Hukum Keluarga
| sl am, UI'N Syarif Hi dayatull ah Jakart a
Eksekusi Sengket&yai anddh Pengadil an Agama Ci ka

penelitian ini dibahas mengenai pelaksanaan eksékasdi a (hald ésuh anak)

%Mina Enggia, APelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Ana
Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.SWL Ditinjau dari Undadhglang Perlindungan Anak dan
Hukum | sl amo (Ungraduati on thesi s, I nstitut Ag

https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/18783/1608107238080_perb
aikan SKRIPSI DINA ENGGIA PUSTAKA .pdf.
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di Pengadilan Agama Cikarang yakni terhukum tidak melaksanakan eksekusi
dan menyembunyikan anak ketika akan dilakukan eksekusi. Hasil eksekusi
dianalisis menggunakafigh®! dan undangindang. Selain itu, membahas
mengenai upaya yang diberikan oleh Pengadilan Agama Cikarang untuk
memaksimalkan proses eksekifsi.

Persamaan dari penelitian terdahulu ini terletak pada objek yang
diangkat dalam penelitian yakni eksekusi hak asuh anak. Adapun
perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang digunakan. Peneliti terdahulu
menggunakan jenis penelitian hukum empiris dangumpulkan data dengan
cara dokumentasi, wawancara dan observasi. Sedangkan, peneliti
menggunakan penelitian hukum normatif dan mengumpulkan bahan hukum
dengan cara dokumentasi dan kepustakaan.

Adapun substansi dari penelitian terdahulu yaitu upaya dalam perkara
Oa i a(hald ésuh andkyang dilakukan di Pengadilan Agama Cikarang hanya
diperlukan pengawasan hingga diucapkan amar putusan. Apabila dalam jangka
waktu 14 hari tidak ada rasa kerugian dari pihak yang dikalahkan, pengadilan
menganggap putusan sudah benar dan tidak bermasattika Kernyata

putusan tidak dilakukan dengan sukarela maka pihak yang menang berhak

Ystilahfigh berarti ilmu mengenai hukwmukum Islam yang bersifat amaliah dimana ilmu tersebut

digali dengan menggunakan dal#lil. Lihat Nurhayati dan Ali Imran SinagBigh danUH Figh,

(Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 3,
https://books.google.co.id/books?id=MeFiDWAAQBAJ&Ipg=PR5&0ts=VZSCmCpGXV &=
19%20figh&Ir&pg=PR5#v=onepage&aqsi_%20figh&f=false.

Ra Didin Dliyauddin, 0 Madhdmausi a nPaeanng abdlki sl eaknu sAig aSrean gCki
(Ungraduation thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014),
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24880%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/d
space/bitstream/123456789/24880/1/Didin Dliyauddin.FSH.pdf.




23

untuk mengajukan permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Agama
Cikarang. Sehingga dapat dilaksanakan eksekusi oleh jurusita.

KeempatSkr i psi Raf 6an Mubar ok, Progran
UI'N Sunan Ampel Surabaya, 2018, dengan
Pelaksanaan Eksekusi Perkara Hak Asuh Anak: (Studi Putusan Pengadilan
Agama Pasuruan No. 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas). Penelitian inibateas
mengenai pandangan dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia
terhadap pertimbangagrertimbangan hakim mengenai pelaksanaan eksekusi
hak asuh anak yang jatuh ke tangan ibu. Penelitian tersebut menggunakan pola
pikir deduktif yang dapat menggamkan fenomena ekseku&ia i a (makk h
asuh anak¥ecara umum’

Peneliti terdahulu menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan
mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun peneliti
menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan mengumpulkan bahan
hukum melalui studi kepustakaan dan dokumentasi yiag dhenggunakan
teorima H|l anlrsalahl mUakGh a z Ul ¢

Adapun substansi dari penelitian terdahulu yakni anak yang belum
mumayyizZberusia usia 12 tahumenurut hukum Islam dan hukum positif di
Indonesia jatuh kepada ibu selama ibu berkepribadian baik untuk menjadi
pemegang hak asuh. Selain itu, eksekDsi | a th&khasuh anakyang

dilakukan dengan menjalankan koordinasi yang baik dengan lerdrabaga

Raf 6an Mubarok, AStudi Analisis Terhadap Pel aksa
Putusan Pengadil an Agama Pasuruan No. 0376/ Pdt
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018),

http://digilib.uinsby.ac.id/29858/2/Rif%27an Mubarok C71214094.pdf.
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dalam pemantauan anak menjadikan proses eksekusi berjalan dengan lancar
dan anak bersedia ikut bersama peme@#ingi a tanpehadanya paksaan.

Kelima, Skripsi Mut i ar a Far 0h Ri asya, Prog
Keluarga Islam, 2022, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul
AProbl emati ka Pelaksanaan Eksekusi Ha k
Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang: (Studi Putusan No.
5719/Pdt.G/R15/PA Kab.MIg). Penelitian ini menjelaskan terkait hambatan
yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi hak asuh anak pada putusan Nomor
5719/Pdt.G/2015/PA Kab.Mlg. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalaskesi© a i a(hald h
asuh anak3erta untuk mengetahui proses eksekusiyang dilakukan jurusita agar
putusan tidaklusoir (hampa)**

Persamaardari penelitian terdahulu terletak pada objeknya yakni
eksekusiOa i a (dlt Asuh anakPerbedaannya terletak pada putusan yang
dianalisis. Peneliti terdahulu menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan
mengumpulkan data dengan dokumentasi dan wawancara, sedangkan peneliti
menggunakan penelitian hukum normatif dan mengumpulkan bahan hukum
melaluidokumentasi dan kepustakaan.

Substansdari penelitian terdahulu ini bahwa dalam putusan tersebut,

Oa i a (hakasuh anakjptuh ke tangan ayah dikarenakan ibu berperilaku

%Mutiara Faroh Riasya, fAProblematika Pelaksanaan
Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang: (Studi Putusan No. 5719/Pdt.G/2015/PA

Kab. Ml g)o (Ungraduation thesis, Univgr2e22)t as 1| sl ar
http://etheses.uimalang.ac.id/44161/1/18210113.pdf.
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buruk yakni berbuatnushuz (pembangkangan ist?) dan berselingkuh.
Adapun proses eksekusi sering terhambat dikarenakan anak yang selalu dibawa
kabur oleh ibunya ketika akan dilakukan eksekusi. Perkara tersebut dapat
diselesaikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dengan upaya yang dilakukan
oleh jurusitaagar putusan tidak hampa.

Dari penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa
penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penefigaglitian
sebelumnya. Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki persamaan tema yaitu
eksekusi®a [ a (hékhasuh anak)Adapun perbedaan dari keseluruhan
penelitian terdahulu yaitu pada substansi teori yang digunakan sebagai
bahan analisis.

Dari beberapapaparan skripsi di atas, dapat diketahui bahwa
penelitian terkait eksekusba | a (hékhasuh anakyudah cukup banyak
diteliti. Akan tetapi, peneliti lebih meneliti terkait eksek@sa | a (hald asuh
anak)yang tidak dapat dilanjutkan dikarenakan adanya penolakan dari anak
dalam perkara yang putusannya talatraht (berkekuatan hukum tetagpan
telah mencapai upaya Peninjauan Kembali dan ditinjau dari perspektif

ma H| arQradteh|l mUahG h a z Oléhgkarena itu, penelitian tersebut

35Nushuzmerupakarsuatu bentuk kedhekaan seorang istri terhadap suami dalam rumah tangga

baik dalam ucapan maupun tindakan. Terdapat beberapa definisi, bentuk dan penyelesaian dari
nushuzLihatRa hmat Ramadhan, #AAnali sis KompshdzZistrsi Hukum
Perspektif Maz hab Han & mparatva: ddurn dimizhaPerbasdingah i 61 , 0
Mazhab dan Hukur, no. 1 (2022): 5473, https://doi.org/10.24239/comparativa.v2il.21

%Muti ara Faroh Riasya, fAProblematika Pelaksanaan
Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang: (Studi Putusan No. 5719/Pdt.G/2015/PA

Kab. Ml g)o (Ungraduation thesi s lbraklmMalaeg, 2022). as | sl ar
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acuan untuk mempertimbangkan

persamaaipersamaan penelitian sehingga titedadi duplikat penelitian.

Tabel 12: Penelitian Terdahulu

No. | Nama Peneliti/ Judul Persamaan Perbedaan
Instansi/ Tahun Penelitian
1. | Habibi Fuad Problematika Membahas Peneliti
Almanda/ UIN | Perkara Eksekus objek terkait sebelumnya
Syarif dal adiUh |eksekusi i menggunakan
Hidayatullah Pengadilan Oa i a(hdld h | perkara yang
Jakarta/ 2021 | Agama asuh anak}erta | masih belum
Cibinong: Studi | perkara yang | final sampai
Analisis Putusan| digunakan yaitu| putusan PK.
Hakim Nomor | perkara Juncto | Sedangkan
361/K/Ag/2020 | 361/K/Ag/2020 | peneliti meneliti
di Pengadilan | ketika upaya
Agama hukum telah
Cibinong. sampai final
yakni sampai
putusan PK.
2. | Dina Enggia/ Pelaksanaan Membahas Penelitian
IAIN Eksekusi Hak | mengenai hasil | terdahulu hasil
Batusangkar/ | Asuh Anak pelaksanaan eksekusi
2020 terhadap Putusa| eksekusi hak | berakhir damai
PA Sawahlunto | asuh anak pasc| dan dianalisis
dalam Perkara | putusan. menggunakan
Nomor uu
7/Pdt.G/2018/PA Perlindungan
.SWL Ditinjau Anak dan
dari Undang Hukum Islam.
Undang Dalam
Perlindungan penelitian, hasil
Anak dan eksekusi gagal
Hukum Islam karena anak
menolak untuk
dieksekusi.
3. | RaDidin Pelaksanaan Membahas Peneliti
Dliyauddin/ Eksekusi mengenai hasil | terdahulu
UIN Syarif Sengketa eksekusi dan | membahas
Hidayatullah dal adiOh |terhukum mengenai solusi
Jakarta/ 2014 | Pengadilan menyembunyik | yang diberikan

Agama Cikarang

an anak ketika

oleh Pengadilan
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No. | Nama Peneliti/ Judul Persamaan Perbedaan
Instansi/ Tahun Penelitian

akan dilakukan | Agama

eksekusi. Cikarang dalam
mengoptimalkan
pelaksanaan
eksekusi
Oa i a(hddh
asuh anak
secara umum.
Selain itu
dianalisis
menggunakan
figh dan undang
undang.

4. |Raf 6an Studi Analisis Pelaksanaan | Dalam
Mubarok/ UIN | Terhadap eksekusi yang | penelitian
Sunan Ampel | Pelaksanaan dilakukan terdahulu,
Surabaya/ 2018| Eksekusi Perkar{ setelah putusan| pertimbangan

Hak Asuh Anak:| banding. hakim dianalisis
(Studi Putusan menggunakan
Pengadilan hukum Islam
Agama Pasuruatr dan hukum

No. positif di
0376/Pdt.G/2015 Indonesia.
/PA.Pas)

5. [Mut i ar a |Problematika | Membahas & al a (thakh
Riasya/ UIN Pelaksanaan mengenai hasil | asuh anakjatuh
Maulana Malik | Eksekusi Hak | eksekusi kepada ayah
Ibrahim Malang/| Asuh Anak Oa i a(hdl h | dikarenakan ibu
2022 dalam Perkara | asuh anak3erta| berperilaku

Cerai Talak di | hambatan yang| buruk yakni
Pengadilan dilalui dalam melakukan
Agama proses eksekus| nushuzdan
Kabupaten selingkuh.
Malang: (Studi Namun anak
Putusan No. yang tingga
5719/Pdt.G/2015 bersama ibunya
/PA Kab.Mlg) selalu dibawa

kabur ketika
akan dilakukan
eksekusi.




BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. & al a fHakhAsuh Anak)
1. Definisié a | a (HBkhAsuh Anak)
Dalam hukum lIslam, secara harfifha | a hethbal dari kata

bahasa Araly a k al-hidinhd y ang ber ndd-jardd Al eursaurktoi, di

samping atau di bawah keti¥k.Sedangkansecara etimologis, istilah

i0a | aoriisa digunakan dalam hukum keluarga berupa kata jamak yang
berarti pengasuhan anak. Adapun defifisa | a daum segi bahasan
banyak dikemukakan oleh para ulama, yaitu sebagai berikut:

a. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwi@ia | a betati suatu tanggung
jawab dalam pengasuhan anak yang betwmayyiz(berusia usia 12
tahun)pasca putusnya perkawinh.

b. Abdul Azis Dahlan mendefinisikan istila®a | a gabch berarti di
samping atau dbawah ketiak. Dalam sejarah dijelaskan bahwa pada
umumnya ibu mengasuh anaknya dengan cara digendong dan diletakkan

di sebelah rusuk serta diletakkan dalam pangkuatnya.

S’Kamal Muchtar,Asasasas Hukum Islam tentang Perkawingdakarta: Bulan Bintang, 2004),
137.

%83atria Efendi M. ZeinProblematika Hukum Keluarga Islam Kontemporgtakarta: Kencana,
2004), 166.

3%Amir Syarifuddin,Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figh Munakahat dan Undang
Undang Perkawinan(Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 327.

4OMuchtar,Asasasas Hukum Island,37.
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c. SayyidS U bniengartikan kat&’a | a setthgpabrgan lambung. Seperti
hal nya dal0am amédhi mahwodr bebmdkahubur u
yang mengapit telur di bawah sayapnya. Adapun dalam Kkalimat
fhadl amat al ma bebaditparempuar yang ménggendong
anaknyd! & a | a adalah mentalitas dalam menjaga anak baik laki
laki ataupun perempuan yang dalam hal ini tidak mungkin dan tidak
mampu untuk membedakan antara yang baik dan yang salah.
d. Wahbah Z u ¥ amehd@finisikan bahwa0'a | a merbpakan hak
bersama di antara ayah, ibu, dan anagabila terjadi perselisihan
diantaranya, maka kepentingan anak perlu untuk diprioritef8kan.

Secara definitif, pengertia®a i a nidak dijelaskan dalam
UndangUndang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Akan tetapi, dijelaskan dalam Pasal 45 ayat 1 woehaiagg
tersebut terkait kewajiban dari orang tua untuk memelihara anaknya,
AKedua orang t ua anwrendidik anaemakererekaar a d
sebaikb ai kHfy ao.

M. Yahya Harahap mengemukakan definisi dam [ a, ydiith
tanggung jawab dari kedua orang tua dalam mengawasi dan melayani
kebutuhan anak dengan cukup. Kebutuhan tersebut berupa nafkah yang

dilakukan secara terus menerus hingga anak mencapai umur dewasa atau

41Sayyid SabigFigih Sunnah Penerjemah M. Ali Nursyidi Hunainah dan M. Thahir Makmun,
(Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), 21.

42Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigatjukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis
Perkembangan Hukum Islam dari Figh, UU No. 1/1974 sampaj Kldkarta: Kencana, 2006), 293.
“3pasal 45 ayat 1 Undandgndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
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anak mampu mencukupi kebutuhannya seftiDiapat disimpulkan bahwa
Oa i a mdiupakan pemeliharaan anak dengan memenuhi segala aspek
kebutuhan baik jasmani atau rohani. Dengan demikian, dapat terqudapi
pengembangan jiwa intelektual anak.

2. Dasar Hukun® a [ a (HekhAsuh Anak)

Hukum®&a [ a(hald asuh analenurut para ulama adalah wajib

sebagaimana kewajiban ketika dalam ikatan perkawinan. Dijelaskan dalam
al-Qu r eetldait dasar hukum untuk membiayai anak dan istri sebagai salah

satu aspek yang harus dipenuhi dam | a (hdll hsuh anakyaitu:

Artinya: ADan kewaj irnmatkahdamyah untua
pakaian untuk anaRagadah:®233P strinya. o |
Ketika terjadi perceraiarya [ a (dlt hsuh analdkan menjadi
sengketaantarakeduanya. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 41
UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, yaitu: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian®alah:
a. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak
anaknya, semataata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada
perselisihan mengenai penguasaan amak pengadilan memberi

keputusannya.

“Efendi,Pelaksanaan Eksekudiadhanah8.

“Kementerian Agama RI, AQu r dajwid dan Terjemahannya, (Bandung: PT Madina Raihan
Makmur, 2010), 37.

“pasal 41 Undantyndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 185tang Perkawinan.
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b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biasa pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak itu: bilamana bapak dalam
kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan
dapat menentukan bahwa ibu ikut mdwl biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan
biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas
istri. Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, bahwa:

AApabil a terjadi percerai an, peme
mumayyizatau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
Pemeliharaan anak yang sudabmayyizliserahkan kepada

anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai

pemegang hak pemeliharaannya. Biaya pemeliharaan
ditanggung” ol eh ayah. o
Menurut Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2002 jo. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada prinsipnya

sama dengan yarfgh Islam dan ajaran Rasulullah SAW. Begitupun dari

Convention on the Right of the Ch{ldRC) atau yang biasa disebut dengan

Konvensi Hak Anak® bahwa kedua orang tua menjadi pihak yang

bertanggung jawab dalam menjamin perlindungan dan tumbuh kembang

anak?® Hal ini ini termaktub dalam Pasal 27 ayat 2, bahwa:

4’Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

“8Dalam KBBI, konvensi merupakan suatu perjanjian antar negara yang bersifat mengikat, baik
secara yuridis atau politis. Konvensi ini menjadi hukum atau instrumen internasional. Menurut
Uni ted Nati ons (UGIBEF) dbn &emérderiafr Bemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (KPPPA), Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian yang dilakukan antar
berbagai negara secara yuridis dan politis dan diantaranya bersifat mengikat yang mengatur terkait
hakhak anak. Lilat Silvia Fatmah Nurusshobai Ko nv e n s i Hak Anak Dan | mpl e
I nd o nRBIAN:aurmal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sdsiab. 2 (2019): 118

40, https://doi.org/10.31595/biyan.v1i2.211

“Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, (Malang: UMM Press, 2020), 92,
https://books.google.co.id/books?id=aROOEAAAQBAJ&Ipg=PR5&o0ts=AI2FtAXugW&dg=figh
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AfOrang tua atau mereka yang bertan
memikul tanggung jawab utama untuk menjamin dalam batas
batas kemampuan dan keuangan mereka, kondisi kehidupan
yang diperlukan bagi pengembangan
3. SyaratSyarat Pemegang Hak Asuh Anaa(va ain)
Pemegang hak asuh anak atau yang disebut demmad ain
merupakan seseorang yang berhak mendapatkan hak dan tanggung jawab
atas pengasuhan anak yang dilakukan oleh ayah ataimitoiak selamanya
Oa i a(dlt Asuh anakhak asuh anak) itu jatuh kepada ibu. Ayah juga
berhak mendapatka® a | a ith8kh asuh anak)apabila syarasyarat
penentuan ibu tidak memenuhi kriteria untuk memberikan kepentingan
anak. Hal tersebut dikarenakan hal pertama yang harus diperhatikan dalam
pengasuhan anak adalah kemampuan dan kesanggupan orang tua untuk
memberikan rasa aman kepaatsak sebagai korban perceratamengan
demikian, dapat menjamikema H| am ®amit anak dan terhindar dari
pengaruh negatif dalam pergaufén.
Adapun syarat bagi orang yang memiliki tanggung jawab dalam

mengasuh anak, yaitd:

%20hadhénah (hak asuh anakir&pg=PA92#v=onepage&q=figh%atadhanah (hak asuh
anakxkf=false.

50Abdul Rahman Ghazalgigih Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003), 181.

SHasbi AshShidigiyyah,Pedoman Rumah TanggaMedan: Pustaka Maju, t.t), 40.

S2Ahmad Rofig,Hukum Perdata Islam di Indonesi@akarta: Rajawali Pers, 2013), 192.
53Ghazaly Figh Munakahat181-182.
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a. Tidak terikat dengan pekerjaan yang dapat mengakibatkan kurang
baiknya dalam mengasuh anak. Sepealinya pekerjaan yang terlalu
sibuk ataupun jauh dengan anak.

b. Pihak yang mendapatkdbia i a (malt Asuh anak)aruslahbaligh dan
berakal sehingga dapat mengasuh anak dengan baik.

c. Cakap dalam melakuka®a [ a (alk fasuh anakdalam artian harus
mampumengurus dirsendiri dan anak, serta tidak merasa keberatan atas
adanya anak dalam hidup.

d. Mampu untuk menjamin kesehatan dan pendidikan anak sehingga anak
dapat berkembang dan dapat mengatasi problem dalam kehidupan ketika
tumbuh dewasa.

e. Seorang hawd ain haruslah orang yang penyayang, yang dapat
memberikan kasih sayang seutuhnya.

Sebagai pemegandya | a rn(hdlkh asuh anak)harus dapat
memenuhi beberapa aspek kebutuhan bagi anak. Adapun-asguk
tersebut berupa nafkah hidup, pendidikan, kesehatan dan segala aspek untuk
kema 'H| amn Giaaknya* Terkait nafkah anak, hal tersebut menjadi

tanggung jawab yang dibebankan kepada &yallapun penjelasan dalam

hadisNabi Muhammad SAW yakni:

S4Zainuddin Ali, HukumPerdata Islam di IndonesjdqJakarta: Sinar Grafika, 2006), 64.
SSRofig, Hukum Perdata Islam di Indonesi&91.
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Artinya: fATel ah me nvnedbinKh8ik an kepade
as Sulami, telah menceritakan kepada karwal@ dariA b |
'‘Amr Al Auza'i, telah menceritakan kepadaku 'Amr biw'&ib,
dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr bahwa
seorang wanita berkata; wahai Raslullah, sesungguhnya anakku
ini, perutku adalah tempatnya, dautingsusuku adalah tempat
minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan
ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku.
Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata
kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau
belummen k ah . Ab D Bw Ral 1938)°
Dari hadistersebut dijelaskan bahwa selama ibunya tidak menikah
lagi setelah bercerai, yang berhak afa | a (hdkrasuh anakydalah
ibunya. Apabila ibunya menikah lagi pasca bercerai(haki a (hald &suh
anak) secara praktik akan berpindah kepada ayahnya. Hak tersebut
dikarenakan, adanya kekhawatiran atas kemungkinan besar perhatiannya

kepada anak akan beralih kepada suami yangbaru.

B. Eksekusi di Pengadilan Agama
1. Definisi Eksekusi
Menurut Prof Dr. Sudikno Mertokusumo, eksekusi adalah suatu
perbuatan yang realitas dari pihak terhukum untuk memenuhi isi putusan
pengadilan. Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang telah ditetapkan

oleh majelis hakim yang dilakukan secara paksa menggunakanrbdatua

56HadisIndonesia, diakses 28 Maret 202&ps://wwwhadisid/hadisd U w/1989
SRofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesi&99.
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alatalat negara. Pihak yang telah dinyatakan kalah dalam putusan, harus
menjalankan putusan secara sukarela. Apabila pihak tidak mengindahkan
putusan dengan tidak melaksanakan putusan, maka akan dilakukan eksekusi
secara paksaelaluiperintah Ketua Pengadilah.
2. JenisJenis Eksekusi
Dalam pelaksanaan putusan (eksekusi), terdapat beberapa jenis
eksekusi, antara lain:

a. Eksekusi yang dalam amar putusannya berisi menghukum salah satu
pihak untuk membayar sejumlah uang. Hal tersebut dijelaskariPpadh
196 HIR dan Pasal 208 Rbg.

b. Eksekusi yang dalam amar putusannya berisi menghukum salah satu
pihak untuk melakukan suatu perbuatan, dijelaskan dalam Pasal 225 HIR
dan 259 RbgPutusand’a | a terthésuk dalam putusan yang bersifat
menghukum (condemnatoir) sehingga dapat untuk dieksekusi.

c. Eksekusi yang dalam amar putusannya berisi menghukum pihak untuk
mengosongkan dan meninggalkan benda yang bersifat tetap. Eksekusi ini
disebut juga dengan eksekusi riil yang dijelaskan dalam Pasal 1033 Ruv.

d. Eksekusi riil lainnya yakni berupa penjualan lelang. Eksekusi ini

dijelaskan dalam Pasal 200 Ayat (1) HIR, Pasal 218 Ayat (2PRbg.

Abdul Manan, ASekitar MmbariskanNo. PleTahgnavdl 1995242 Aga ma o,
43.

SSulaikaLubis,Wi s mar 06 Ai n Mar z u Hikum ARaanPerGaReradilaa Agareaw i ,
di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005),70-171. https://books.google.co.id/books?id=AUC
DwWAAQBAJ&Ipg=PR1&0ts=0Sx4RCiZxS&dq=lubis%20hukum%20acara%20perdata&Ir&pg=P
R4#v=onepage&g=lubis%20hukum%20acara%20perdata&f=false
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3. Syaratsyarat Putusan yang Dapat Dieksekusi
Tidak semua putusan dapat dieksekusi. Putusan harus memenuhi
beberapa syarat untuk dapilakukan eksekusi, yaittf:

a. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetagachi,®! kecuali:

1) Eksekusi serta merta, putusan yang dapat dilakukan terlebih dahulu.
Terdapat dalam Pasal 191 ayat (1) RBg dan Pasal 180 HIR.

2) Eksekusi provisi. Terdapat dalam Pasal 180 ayat (2) HIR, Pasal 191
ayat (2) RBg, dan Pasal 54 Ruv.

3) Eksekusi akta perdamaian. Terdapat dalam Pasal 130 HIR dan Pasal
154 RBg.

4) Eksekusigrosseakta. Terdapat dalam Pasal 224 HIR dan Pasal 258
RBg.

b. Putusan yang tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang
terhukum meskipun Ketua Pengadilan Agama telah memberikan
peringatanganmaning).

c. Putusan yang bersifat condemnatgakni putusan yang dapat dilakukan
terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum. Untuk putusan yang
bersifatkonstitutif dan deklaratoir tidak perlu dilakukan eksekusi.

d. Terdapat perintah dari Ketua Pengadilan Agama dalam pelaksanaan

putusan (eksekusi).

50M. Khoidin, Hukum Eksekusi Bidang Perda{¥ogyakarta: LaksBang Justitia, 20188,
http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/65672

5putusan telalinkracht berarti putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat
dilakukan upaya hukum lainya. Istilah ini menjadi kata hukum yang lazim digunakan untuk merujuk
pada istilah yang berasal dari Bahasa Belanda yakracht Van GewijsdeKamus Hukum Online
Indonesia, diakses 2 September 2028s://kamushukum.web.id/.
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4. Pelaksanaan Eksekusi Hukum Acara Perdata
Adapun eksekusi yang dilakukan Eengadilan Agama sebagai
salah satu upaya hukum yang telah dijelaskan dalam Buku Il Pedoman

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama,%aitu:

a. Pihak pemohon mengajukan permohonan eksekusi.

b. Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan surat berisi perintah kepada
Jurusita untuk melakukamanmaningKetua Pengadilan mengeluarkan
surat perintah apabila:

1) Termohon tidak menghadiri panggilan tanpa alasan
2) Termohon tidak menjalankan utusardengan sukarela.

c. Juru sita/juru sita pengganti memangiggrmohon.

d. Pelaksanaaraanmaning dalam sidang yang dilakukan oleh Ketua
Pengadilan Agama, Panitera, dan Termohon.

e. Ketua menyampaikan peringatan kepada Termohon untuk melakukan isi
putusan dalam tempo 8 (delapan) hari setatatmaning.

f. Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan surat perintah eksekusi apabila

dalam tempo 8 (delapan) hari Termohon tidak melakukan isi putusan.

52Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku Il, Mahkamah Agung RI
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (2013).
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C. TeoriMa HI aMirsatahl mUahGhaz Ul §
1. Biografil mUavGh az Ul §

A b Hamid Muhammad Ibn Ahmad Ab h a zAUThgsi adalah
nama lengkap mUahGh a z U@ akG h a zIl&hir @i Kota Thus,
ProvinsiKhurasan, Iran pada tahd®0 H/1058 M.la Karena ketekunan
dalam mempertahankan Islam terhadap serangan para filsuf, tokoh
mutakallimin dan tokoh batiniah pada saat itumUahGh a zt&€ldh o
memperoleh geladujjatul Islam (pembela Islam). Setelah penerbitan
karyanya yang monumental yakni kit&y(6 Tthuiddn, namanya menjadi
terkenal di antara harta intelektual Isl&m.

Tokoh terkenal m (HaramainA b &l-Ma'ali akJuwaini melayani
sebagai instruktur m UateG h a zd&ldnfilmu figh danu ‘Hfigh, dan ini
menjadi dalih pengetahuannya dari sudut pandang geologi. Pengetahuan
| mUahG h a ztiddklah laduni dalam kepemilikannya. Dengan bukti
karyakaryanya di bidang: 'HHih (ilmu kalam),u H Tidh, figh, mariiqg
(logika), kebijaksanaan, filsafat, dan tasawufmU a+Gh a z tBlahd
berkontribusi secara signifikan dalam studi agama di Setiah.

Di masa lalu,l mUatGh a zMlemégang posisi terkemuka
sebagai filosofinutakallimin u "HJ danHii. la adalah orang yang menonijol

dalam ilmukalamdan| mUakG h a zmémjapli terkenal sebagai otoritas

5T a r miTheiConcept of Maslahafccording to Imam aGhazali Al-Dustur 3, no. 1 (2020):
221 29, https://doi.org/10.30863/jad.v3i1.642.

Az war , fi R/ rFikik iaHGhamalitentang aMaslahah aMursalah (Studi Eksplorasi
terhadap Kitatal-Mustaf Bhi n 64Ul Karya@®lGhaz ©1 ) o .
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terkemuka dalam hukum IslanMézhabS y Uyfati)®A Di antara karya
karya ilmiah yang diciptakan oleh m UakG h a zdOHidang adalatal-
Mu s t eibldIndl al-U 'H]J ShifU al-ghol, lasy-Syabah wa aMukhil wa
Maslik al-Ta'lil, danal-MankH | min Ta'lg(tt al-U 'H 8|
Ada tiga karta yang dirujuk dalamazhabS y U, fyan@ gertama
adalaha-Mu 6t akargad b I 41 a b a iBra fak Blu At §83 H),0
yang kedua adalah karghBurhan fiu HlallFighdariAb B-Ma 6 a-1 i al
Ju w a yabN@isaburi,| m OahHaramain (478 H) dan yang teraklail-
Mu st emHh U 6 UIHkiryaia in UAhG h a z(8D5 §).al-Mu s t a 'Hf U
mi n 6 -4UIHiydng tarbkhir, penciptadn m UAhG h a z(305 1g), at
J u w aa¢Neigaburil m UatrHaramain (478 H§?

2. DefinisiMa 'H1 avfksatahl mUaGh a z Ul §
Secara etimologikataiGG HUY @nte Aupakanl Ad t a k
berarti sesuatu yang baik, bermanfaat, dan kebalikan dari keburukan
atau kerusakan. Dalam bahagar ab  ser i ngd &iZs@b @tA d Kn
yang berarti apa yang baik dan berdra 'H| atebkadanglisebut dengan

k at¥ O ( Rartimgn yaitu mencarikebaikan.! s t ibérdrti0 &

®Hafidz Syuhud dan Kawaki b, f@AMaslahah dan Kebeba:
Maslahah aMursalah Perspektif abhazalj durnal Riset Rumpun Agama dan Filsatatno. 1

(2022): 3756, https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurrafi.v1i1.129.

%Karyakarya lainnya dari Imam #bhazalidapat dilihatlengkap di Kamalul FikriJmam at

Ghazali Biografi Lengkap Sang Hujjatul Islam (Yogyakarta: Laksana, 2022), 13,
https://books.google.co.id/books?id=JTVNEAAAQBAJ&Ipg=PA5&0ts=RZtHKNT6C_&dqg=biogr
afi%20imam%2GhazalkIr&pg=PA7#v=0nepage&qg=biografi%e20imam%Ehazalkf=false.

67Azwar, Pemikiran UH IFikih al-Ghazélitentangal-Maslahah aMursalah (Studi Eksplorasi

terhadap Kitatal-Mustafl Bhi n  6-UH Marya@&iGhaz ©1 ) o .
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menetapkan hukum suatu hal yang tidak mda-RlyH atau tidak ada j mU 6
(kesepakatan) terhadapnya dan berdasarkan pada kél enm Gelaka

(dalams y a tidak @lijelaskan dan tidak dilarant).

Secaraterminologj dalam kitabal-Mu s t anHh U 6 {U'Hmil  a |

karya |-Gtlaz U4lp di j enhaatsl kag@idahdasamyaa
merupakan suatu usaha mencapai dan mewujudkara Ke | an Gitau
menolak kenu I aan antuk menjaga tujusmjuans y a.M@udns y ar a o
yang dimaksud adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, daf®harta.
Para ulamau 'H1 | juda mentefinisikanmaknama H| aafém hetapi

esensinya san@engan yang dijelaskan olehGh a z Ul 9

Ma HI a Oa h merupakareshlahisatbagiandari ma 'Hl a Oa h .

Terkait definisima H| #e@radipaparkan di atasl-mursalahmerupakan

i si m daaffidduil Iyaitm@ &idni adanygpenambaharh u r alifo
di awal menjadi O € $edra etimologismursalah berarti terlepasatau
bebas.Jika dikaitkan dengam a &1 © ddrarti terlepas dari suatu perbuatan
yang menunjukkan boleh atau tidaknya perbuatan itu dilaki{fkan.

Terdapatbeberapa definisi yang memiliki kesamaan makna dari

paraulama ‘Hi | terkaitrgghH| a &a h . AmGhr aszallath mendef i ni

ma Hl a &a h dalam l§tabhya yang berjudal-Mu st mHh U6 1 | mi

®Muh. I dris, Finsa Adhi Pratama, dan Lian Mulyani
Met hod a fl-6HU, hoazh(2021): 18ttps://doi.org/10.31332/aladl.v14i2.2793

69A mi

r SyatmMf uddipnh,(Vialkiad t2a: Kencana, 2008), 345.

Ri sdi ant o Risdi ant eGhaziii Bebaghi ddsar MukiruFateaaMUi Mo. 12 |

Tahun 2020 Tentang Penyelenggar aan IMsgkdtath Dal am

Anwar

Jurnal  Kajian Islam dan Masyarakat 4, no. 1 (2021): 51,

https://doi.org/10.24853/ma.4.1.5164

C

-
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al-U HTyhitu ma 'Hl gddg tidak ada bukti baginya dariy a datam
bentuk n a H#ftentu yang membatalkannya dan tidak ada yang
memperhatikanny&.

Al-G h a z enempatkanma 'H| anfliesdiah dalam kategori
dalil-dalil yang diperselisinkan dalam kitabrglaM u s t miiifmCalU 'HT |
(al-U H TalkMawhumah) Pembicaraan tentarigtinsan, gawl aShahabj
dan Syar'u man Qablanadisertakan dalam diskusi ini. Beliau tidak
menyebutnya secara langsung dengea 'H| anGrsatah melainkanal-

Ist'H0 Oberkaitan dengan subjek penelitian ini. Dengan meitodet j?HI U &
dia berusaha mengajarkan orang bagaimana menggunakan teknik itu saat
menghadapi masalah. la tampaknya memiliki kemampuan yang luar biasa
di bidang ini. Sebagai tokamazhabS y U,fmeydtakan bahwa tidak ada
duanya adalah tidak berlebihan.

Al-G h a zadlalalp tokoh kontemporer yang menggunakant i HI U &
sebagai teknilstinba.”® HukumlIslam dan menjadikama 'H1 an@salah
sebagai bukti positif bahwa penetapan hukum Islam harus dipertimbangkan.
Ini sangat menarik karena tidak kaku seperti mereka yang sama sekali
menentangnya, tidak sering seperti kaldhg | ,idéndidak berani seperti

atTaff.

"iSyarifuddin,UH | Jilidl 2, B55.

"stishlah merupakan istilah yang memiliki makna yang sama demgasiahah mursalalyang

berarti langkah yang digunakan untuk menetapkan hukum pada suatu peristiwa yang terjadi akan

tetapi tidak ada dalil pasti yang menjelaskannya. lhatAsiahfi| st i shl ah dan Apli kas
Penetapan Hu kJurmal Hukuma Biktwon 14, no. 2 (2016): 14860,
https://doi.org/10.35905/diktum.v14i2.230

3Prof. Dr. Amir Syarifuddin mendefinisikaistinbath hukum merupakan suatu metode dalam

memahami menggali serta merumuskan hukum dari-d@liil al-Q u r &d&hnsunnah. Lihat

Miswanto,UH Figh Metode Istinbath Hukum Islar.
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Menur ut -Ghmdar0malH| ak@aras sesuai dengan
tujuantujuans y a meskipun bertentangan dengan tujuan yang diinginkan
manusia. Hal tersebut dikarenakan tupaman yang dikehendaki oleh
manusia belum tentu berdasar pada tugugna megaidkan didasarkan oleh
kehendak hawa nafsu. DBDéag&dhodemnkidn,
tujuan s y a sebaai patokan untuk menentukamieH| s Dari
definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwsa H| ar@ragakan
segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia untuk mencapai kebaikan dan
kesenangan sebagaimana tujsag a daa bukan manfaat yang semata
mata berdasarkan keinginan manusia.

Tuuansyamaéur ut -Ghmakkn)!l &1 t er bagi men
aspek, yaitu: menjagagama if i f -d §,rmnenjaga jiwalf i f -dafg.a |
menjaga akall( i f -aql), aénjaga keturunarh (i f -Das) aldn menjaga
harta b i f -inQlaKelima tujuans y a iniabiasa disebut dengaal-
kulliyatu alkhamsah yang memiliki urutan yang menggambarkan
kedudukan prioritasny? Ketika seseorang dalam melakukan perbuatan
yang pada dasarnya untuk menjaga kelima aspek tersebut, maka dapat

disebut sebagana 'H| aB@gitipun ketika seseorang melakukan suatu

"HaroenUH | f,114.h 1

'dris, Pr at anThe UsidgaihMadbhah MardalahoMethat as Hujjab

“Sutikno, Kurniati, dan Lomba Sultan, iKonsep Ma
Ghazall, daml-T ¥.f Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam ddranata Sosial Islarti1, no. 1 (2023):

43i 60, https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3908.
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perbuatan yang pada intinya menolak sketnu | aandart kelima aspek
tujuans y a, maké perbuatan tersebut disebut pula dengariH| &’0a h .
3. Dasar HukunMa HI a®Gah Mur sal ah

Ma 'Hl a &@ah mamupakan Isaah satu metodg t yanhgd d

menggunakan@Qur 6 Un dan hadis sebagai | andas

Artinya: AYang mendengarkan perkat a

yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orargng
yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang
orang yang mempuduyail8ysakal .o (Q.S
Ayat di atas ditafsirkan dengan dua cara. Jika katlagdaul'
digunakan dalam ayat di atas dalam arti kata mana pun, artinya adalah
bahwa orangprrang yang baik dan saleh harus mendengarkan apa yang
dikatakan orang lain dan memilih yang terbaik dari kebaikan yang berlaku
sepanjang itu sesuai dengan jiwa ajaran akariMereka harus
mendengarkan firman Allah.
Jikaperkataaral-gaul dalam ayat di atas diartikan sebagai firman
Allah. Orangorang yang berpikiran rasional harus lebih cenderung

mengambil jalan hukum yang lebih tinggi jika ada kesempatan lain yang

"Abdussalam dan Abdul I-3yariahSPerspdkiifgmam @Neaai:aStubdii d a's
Literasi Ma s | Molesiaki: Jddinal efaldlamib Stadie3, no. 2 (2022): 13%9,
https://doi.org/https://doi.org/10.54471/moderasi.v2i2.32

®Kementerian Agama Rl, Mur 6 Un Tajwi d dan Terjemahannya,
Makmur, 2010), 460.

a ¢

( Ba
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tersedia bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan untuk mengambil jalan
hukum yang lebih tinggi. Dalam syariah, kepentingan umum juga
dipandang sebagai dasar huk{fmAdapun dasar hukum yang terdapat

dalam kaidaffigh antara lairf°

=1}

Mencegah kerusakan itu didahul uk

kebai kano.

~ WA o

N

Kneul aarnatharus di hilangkano.

ATi dak diingkar:. adanya perubahan
berubahnya masao.
4. MacammacamMa 'Hl afrsatahl mUnGhad z U1 0
Dari aspek keberadaana 'HI aéharbs y a,r alomGmaal0l §
membagi menjadiga, yaitu?!
a.MaHl aOah naddiah mb 8k ay@hg hdiperhitungkan oleh

s y a tniabérarti bahwa ada petunjuk dariy a, baék @ecara langsung

*Tafsirq, diakses 28 Maret 202%tps://tafsirg.com/3%zzumar/ayatl 8.

8Djazuli, H.A., KaidahKaidah Fikih: Kaidahkaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan
Masalahmasalah yang PraktigJakarta: Kencana, 2019), 8.

8Zai nal Az war A | i PRinGhiddlr tantang @aslahah aMursalah (Studi
Eksplorasi terhadap Kitab-Mustaf U mi n -Udl 111 mK a r@ha z SAITRAH:Jarnal
Kajian llImu-ilmu Keislamaril, no. 1 (2016): 4https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.327.
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maupun tidak langsung, yang menunjukkan adamya 'H| ay&hg h
menjadi alasan untuk menetapkan hukum.

b. Ma HI a Oalhadalahing HI gab@ditolak, yaittma HI gabg h
dianggap baik oleh akal tetapi ditolak okely a daa réemiliki petunjuk
yang menolaknya bahwa akal menganggapnya baik dan sejalan dengan
tujuans y a, tetapi ternyatas y a menétapkan hukum yang berbeda
dengarma HI @uQa h

c. Ma'Hl aOQah adalahs sdlah hsatu metodé j t i ylargd
permasalahannya tidak termaktub dalama H#Qur 6 Un dan hadi
Metode ini lebih menekankan secara langsung pada aspek
kema Hl an®a t

Ma HI a Oa h merupalaradpayang dianggap baik oleh akal
dan sejalan dengan makssid/ a dakard menetapkan hukum dan tidak ada
ajarans y a yaagd mempertimbangkannya atau menolaknya. Mayoritas

ulama setuju untuk menggunakara Hl a Oa h retapi merdkajuga h

tidak setuju dengama HI a &alh. Setainlitg blama berdebat tentang

metodema ‘Hl a Oa h dalanrberigihad. h

Jika dilihat dari aspek kualitas dan kepentingamikeH| an,0a t
| mUnmGhad z Ul § me n grkal'Hd sméhidikigasnackara, gaitu:
aMaHl d@ahroyah

Ma HI 4 @a i mérypakakema 'HI am (dag dibutuhkan

untuk menjaga kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Oleh karena

82Djamil, Filsafat Hukum Islam141.
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itu, tanpa keberadaannya, kehidupan manusia tidak berguna. Dalam
tingkati a r,begada upaya yang secara langsung menjamin atau menuju
keberadaan lima prinsip tersebut dianggap baik mtauH | ak@rana
itu, Allah memerintahkan manusia untuk berusaha untuk memenuhi
kebutuhan pokok tersebut. Allah melarang tindakan atau usaha yang
secara langsung menyebabkan salah satu dari lima unsur pokok tersebut
lenyap atau rusak.

Dalamtingkati a r, meninggalkan dan menghindari larangan
Allah tersebut adalah baik atama 'Hl & alam hal ini, Allah
melarang murtad untuk menjaga agama, melarang membunuh untuk
menjaga jiwa, melarang minum minuman keras untuk menjaga akal,
melarang berzina untuk menjaga keturunan, dan berzina untuk menjaga
keturunan, dan melarang mencuri untuk ragajhart&*

b.Ma 'Hl @3 Hy ah

Ma HI &g Hagaktkema H| aan Geang memiliki tingkat
kebutuhan hidup manusia di bawah tingkaa r . INanfun, manfaatnya
tidak secara langsung membantu memenuhi kebutuhan pokok yang lima
(i a r)] tetapi secara tidak langsung membantu memenuhi kebutuhan
hidup manusia. Selain itu, jika tidak diterapkan dalam kehidupan

manusiama HI @®4 dgpathmenyebabkan kerusakan lima unsur

Muhammad Nazir dan et.al, AA Review of Masl ahah
of Determining | $urkesshmlownallofeCgraputer Rnd Mathreigatics Education
(TURNCOATN2, no. 3 (2021): 29948001, https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i3.1331

8Gal uh Nasrull ah Kartika MR d%yaahdaamMenddtokar , @ Kons
Hukum Islam (Perspektif ABy ©t i b~ d an Aldgishadigah Jumal &koromidSyariah

Dan Hukum Ekonomi Syariah no. 1 (2014): 5Mttps://doi.org/10.31602/igt.v1i1.136.
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utama tersebut, tetapi hanya secara tidak langsDatam tingkat
O Uj onyeaghindari larangan tersebut adalah baik mtauH| &°0'a h
.MaHl atGalhs 0 noyah

Ma HI a OtaanO's ¢ ndalgha kena Hl an Gyartg tidak
memenuhi kebutuhan hidup manusia sampai tinfkatr tan Igaj,
namun kebutuhan tersebut harus dipenuhi untuk memberikan
kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Dalam ersu®'s ¢ n ¢

ini, ma HI gu@aalikaitkan dengan lima kebutuhan manusia utéma.

Tiga jenis ma 'H| atédsebut secara berurutan menunjukkan

tingkat kekuatannyaMa HI d Ga H radalalaylang paling kuat, diikuti

olehma Hl &0 a Wanma HI & @& oSelaiyimhar | yany a h

lima itu memiliki tingkat kekuatannya yang berbeda, yang disusun secara

berurutan sebagai agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Saat kepentingan

mereka berbeda, perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat. Dalam situasi ini,

i ar haru$didahulukan atadji, danhaji harus didahulukan atasa O's o n 9

Begitu pula, ketika sesama yahga r fenseput berselisih, tingkat yang

lebih tinggi harus didahulukan.

Muhammad Nabiel Aufa dan Risma Nur Arifah,

dalam Perspektif Imam & h a z &akina: dournal of Family Studie® no. 2 (2022): 1116,
https://doi.org/https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1430.

i Pemb

%S uansar Khatib, AThe Concept of MGmzlsahdA Shari 6a

Syati bi 6 Mizanhib,ma 3 (BOtLS): 862, https://core.ac.uk/download/pdf/229570086.pdf.
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5. SyaratsyaratMa Hl a Oa h IMnStH a bl §

Menur ut -GhraGnd ®l an@salhataui s t iddpat 0 O
digunakan sebagai dalilQfjjjah) dalam penetapan hukum Islam jika
memenuhi beberapa syarat, yaabagai berikcit’

a. Ma 'Hl adw@aidengan kategori tindakary a ataa penetapan hukum
Islam yang bertujuan untuk melindungi agama, akal, jiwa, harta, dan
keturunan. Inilah persyaratan utama agar 'H| an(rsakahditerima.

b. Ma HI| addig bertentangan dengare &8 u r dSUrmah ataui j mU &
(kesepakatan | a)rhards ditolak. Selain ittna 'H| gH@@bahtidak
memiliki bukti yang membenarkan atau membatalkdha Hl a Oa h
semacam itu sebenarnya tidak ada, menur@Bla z U1 §

c. Menempatkama 4 | & d a h rataupai yang yang setingkat dengan
i ar 1 r Didala mungkinma HI at Gadyal) dighnakan sebagai
Ou j® antuk menetapkan hukum Islam tanpa ada bukti yang
menunjukkan hal itu.

d. Ma 'H| adbig bersifatjathfyahatauzannyang mendekatiny2.

Menurut alG h a z iU$ t idipdndadly sebagai metodles t i nb ai
hukum Islam yang lebih konsisten karemsa H| an@imdiah tidak

merupakan dalil yang berdiri sendiri yang terlepas daf alr 64d3 n

8lmam alGhazalf Al-Mustashfa Rujukan UtamdH Figh, Jilid 1, terj. Masturi Irham dan Malik
Supar, (Jakarta: Pustakaksutsar, 2022), 563.

%Dalam KBBI, hujjah berarti suatu tanda, bukti, atau alasan. Glosarium Online, 2019,
https://glosarium.org/artiujah/.

89Bersifatqathi berartibersifatpasti atau meyakinkan sedangkan bersifatnberarti sangkaan.
Lihat Muchtim HumadiPengantar IImuJH [Figh; Periodisasi, Sumber, dan Methode Istinbath
Hukum (Pekalongan: PT. Nasya  Expanding Management, 2021), -9897
https://books.qooqle.co.id/books?id=queEAAAOBAJ&IpqzPRl&ots=SLKPLmOqu&ﬂ1=l
%20figh&Ir&pg=PA98#v=onepage&axi %20figh&f=false
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Sunnah, dan j nJeéds e p a k a t. Betamau $ & bertArpEk positif
pada upaya untuk mempertahankan tujumry a,rak@h a z dhpad
menerimanya sebagai metodes t ihakbna inilah yang sering disebut
denganmulaimah(sejalan dengan tindakany a)r Set@ap manfaat yang
bertentangan dengana ‘Hdldm pandangan-& h a zakhh gugur sendiri
dan harus dibuang jagauh®
6. Ma Hl a &@ah sabagaiMetdda ht i h Od

Telah dijelaskan bahwa ada tiga jeniss Hl ayéita:ma Hl a Oa h
mu o6t abma'dlha Oah , dauthagHlUanOah . MaHisaGah
mu'tabarahditerima secara luas oleh banyak ulama, tetapi mereka tidak
menganggapnya sebagai metode atau dalil yang berdiri sendiri. la
digunakan karena adanya petunguly a yaagGsecara langsung atau tidak
langsung mengakuinya. Karena adanya petusjuyk a, pen@akuan akan
ma H| ald¥anhbentuk ini adalah metodej t dam Withkukan dalam
konteks g i yUSelain itu, ulama setuju untuk tidak menggunakan
ma Hl a &alh datam begijthad. Ini karena, meskipun ada Hl a &a h

nya menurut akal dan dianggap sejalan dengan tugugna, rnangun

Az war , i RId rifFikik iaHGhamalitentang aMaslahah aMursalah (Studi Eksplorasi
terhadap Kitatal-Mustaf Bhi n 64Ul Karya&lGhaz ©1 ) o .

9Definisi giyas dalam pandangan ulaméfl | fakng upaya untuk menetapkan suatu hukum
dengan menghubungkan kejadian yang tidak terdapat dalil hukum dengan kejadian yang terdapat
dalil hukumnya jika kedua kejadian tersebut sama illatnya. Lihat Amir Syarifuddin,-@zaits

Besar ui | Figh, (Jakarta: Kencana,
https://books.google.co.id/books?id=LeVNDwWAAQBAJ&Ipg=PA59&0ts=r9IpNTCTAb&dq=%2
20aris%20garis%22%20besar&Ir&pg=PA59#v=0nepage&q=%22garis%20garis%22%20besar&f

=false.
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bertentangan dengan dalil. Jika ada perbedaan antar#iddima 'Hl a Oa h
jumhur ulama berpendapat bahwa hHHIs didahulukaf?

Menur-ultf @ ( di nu-Khallafyx pkan ao'tiiei hj mal 6
(kesepakatan) sejalan dengan pertimbangan untuk memetitarbil a O'a h
makama 'H| aldpat Hiterima karena ada tiga unsur yang mendukungnya
untuk dijadikan ketetapan hukumn a,HH ma HI da®a h mU 6
(kesepakatar®? Namun, jikan a dadi j mKksepakatan) tidak sesuai
dengan pertimbangana 'Hl an@kapertimbangan untaka H| &abus h
didahulukan daripada pertimbangan untule 'Hadi j n{kedepakatan).
Tentunya yang dimaksud dengare i 'sini adalaim a ¥HHg lemah dari
segi wur Tddn di | aya® hdan yang dimaksud dengan j mU 6
(kesepakatan) di sini kiranya adalalj nHésepakatan) yang lemah.

Karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahma H|l a Oa h
mursalahditerima olers y abaik s&cara langsung maupun tidak langsung,
ulama berbeda pendapat mengenai penggunaaiil a Oa h sebagais al a h
metode i j t.i Selthgaimana disebutkan sebelumnya, jumhur ulama

mengamalkama 'H| &afeashdukungan syar'i, meskipun tidak langsung.

2Syari fuldldi mi, qa, J337.d 2

%YlamauHt |  Mmendefinisikarijma sebagai suatu kesepakatan antara muijtahid di dunia Islami

terkait hukumhukum syariah dan kejadian yang terjadi setelah Rasulullah SAW wafat. Lihat
Syarifuddin, GarigyarisBesar i |  Fi gh, 48.

stilah w u r bedmakna suatu dugaan yang bisa jadi meyakinkan atau dan tidak dalam suatu
pelaksanaan sedangkafhd i | amerUplakan implikasi dari suatu teks yang memberikan suatu

akibat dalam pemaknaan. Lihat Agus Miswantbl | Figh Metode | stinbath
(Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019),3,

https://www.researchgate.net/publication/342184393 U _F | QH METODE | STI NBATH_ |
KUM_ISLAM.
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Digunakannyana H| #&ulRam hanya karena ia adatala 'H1 anézankan
ada dalils y a yamgdnendukungny®.

Selain itu, ada perbedaan pendapat antara ulama dan pefiiis|
figh. PenganutmazhabMU1 i k¢ dan | mUm NEHiI la,0ameng
mursalah sebagai metode j t.iMaOHl a Oa h mdak baayla a h
digunakan oleh penganatazhabini, tetapi juga digunakan oleh ulama
selain MUIliko, seper-8y Utyiamdg ddiltaum j ki ikt
| 6t i,shdaam ol eh | Rtz o Quehtmdh,b alal am kz
mereka®®

Terlihat bahwa ulama yang menggunakaa Hl a Oah mur s al
menetapkan batas wilayah penggunaannya, yaitu hanya untuk masalah di
luar wilayah ibadah, sepemiuamalahdan adatMa H| asé¥ea rsekali
tidak dapat digunakan secara keseluruhan dalam hal ibadah. Ini karena
ma H| ali@ssatkan pada pertimbangan akal tentang apa yang dianggap

baik atau buruk, sedangkan akal tidak dapat melakukannya unthialhal

yang berkaitan dengan ibad¥h.

“Bahrul Hamdi, fAMasl| ahah Dé&Ghaaah APSyatilsi dan Namaddimok oh ( a
Al T h u fAli ) Hugriyah:  Jurnal  Hukum Islam 02, no. 02 (2017),
https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v2i2.402.

%wan HermawanUJH | Fi gh: Met ode (Kunindgam RidayhtukQunan, 20%9), a m,

91.

9SyarifuddinUH |  Figqh Jilid 2, 358
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D. Ma HI a Oah dduRerahsiayla dengan Masa Kontemporer

Permasalahan kehidupan manusia akan semakin rumit dan
kompleks saat ini, dan lebikbih lagi pada masa mendatang. Umat Islam
harus menghadapi masalah itu, yang menuntut penyelesaian hukum. Jika
hanya menggunakan pendekatan konvensional yang digunakama ulam
terdahulu, tidak akan dapat menyelesaikan semua masalah ini. Untuk
mendudukan hukum dari kasus (permasalahan) yang muncul, akan dihadapi
kesulitan menemukan a ‘Bt petunjuls y a.rDalam beberapa situasi,
mungkin akan sulit untuk menggunakan metqde yd&lam menetapkan
hukumnya karena tidak dapat ditemukan dalara HAHQur 6 Un dan
Sunnah) ataii j nKésepakatan) ulama karena jarak waktunya begitu jauh.
Selain itu, ada kemungkinan bahwa beberapa persyacpiary dUili
dipenuhi®

Di masa modern ini, terkihat bahwa nka HI| an Qtalam
kehidupan terus menerus berkembang sesuai dengan kebutuhan serta
kema H| an &g berbagai macam dan jumlah yang tak terb@edain
itu, perberdaan kultur dan alam juga berpengaruh besar terhadap-hukum
hukum Islam. Adapun dalam kaidah hukum yang menyatakan bahwa
hukum akan terus berubah sesuai dengan perbahan waktu, keadaan, dan

tradisi2®

BgyarifuddinUM |  Figh Jilid 2, 363

®Mi s r a fMaslalfalh Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan
Hu k um Ko n tJastisppolurreallimwHukum, Peruandaugdangan, dan Pranata Sosig|

no. 1 (2016): 125, https://jurnal.afraniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/2641/1894.
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Dengan demikian, dengan menghadapi beberapa kasus (masalah)
yang secara rasional dapat dinilai baik buruknya untuk menetapkan
hukumnya, tetapi tidak sulit menemukan dukungan hukumnyandariH 'H
Dengan demikianma Hl a Oa h dapatrdigumdkan Isebagai salah satu
alternatif sebagai dasar berijtihad dalam upaya untuk mencari solusi agar
seluruh tindak tanduk umat Islam dapat ditempatkan dalam tatanan hukum
agama® Dalam berijtihad dengan menggunakama 'Hl a Oah , mur s al :
sebaiknya dilakukan secara bersessama untuk mengurangi atau
menghilangkan kekhawatiran, karena akan tergelincir pada sikap semaunya

dan sekehendak nafsu.

1005yarifuddin UM | Fi qgB64Ji | i d 2,
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Perkara Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg yang Digunakan
sebagai Dasar Pelaksanaan Eksekugiai a n ({{Hak Asuh Anak)

Salah satu perkara yang kerap terjadi setelah perceraian adalah
timbulnya sengketdia n ((hak asuh anak). Satu di antara banyaknya
perkaralai a n (hlak asuh analjerjadi di Pengadilan Agama Cibinong Kelas
1A. Pada tanggal 12 Februari 2019, terdapat permoh@iann (hak asuh
anak) yang diajukan di Pengadilan Agama Cibinong, yaitu perkara Nomor
1042/Pdt.G/2019/PA.Cbi?! Dalam perkara tersebut, Penggugat (Tsania
Marwa) mengajukan permohona@ia n U fhak asuh anak)untuk
mendapatkan hak asuh atas kedua anak yang belumayyiz(berusia 12
tahun), masingnasing bernama SMF, lahir 25 Maret 2013 dan AS, lahir 27
Juni 2015. Selain ituPengugatmemohon untuk menguhukum Tergugat
dengan menyerahkan kedua anak tersebut yang pada saat ini berada dalam
asuhan dan tinggal bersama Tergugat (Atalarik Sy&¢éh).

Pada tanggal 4 September 2019, majelis hakim Pengadilan Agama

Cibinong memutuskanperkara Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.CbrDalam

101Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A, diakses 4 Agustus
2023,SIPP (pacibinong.go.id)
1025alinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn.
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putusan tingkat pertama tersebut, majelis hakim memutuskan dan mengadili

yang dalam amar putusannya sebagai betfut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.

2. Menetapkan Penggugat dan Tergugat selaku ibu kandung dan ayah kandung
dari anak SMF bin ASy, lakaki, lahir di Jakarta, tanggal 25 Maret 2013
dan AS binti ASy, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 27 Juni 2015.

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang halCakam erhadap anak
AS binti ASy, dengan tetap memberi ruang dan akses kepada Tergugat
untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut.

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak AS binti ASy kepada
Penggugat.

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya hidup anak tersebut
setiap bulannya sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh
ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan
sebesar 10% setiap tahunnya dari nominal yabgridan pada tahun
sebelumnya, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai
anak tersebut dewasa/mandiri, dan atau sektkarangnya telah berusia
21 tahun.

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

1035alinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn.
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Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.

2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat sebagai pemegang hak
asuhfai a n Udthadap anak SMF bin ASy, dengan tetap memberi akses
kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk mencurahkan kasih
sayangnya terhadap anak tersebut.

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar
biaya perkarasebesar Rp1.386.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh
enam ribu rupiah).

Atas putusan majelis hakim tingkat pertama, Tergugat tidak puas
lantaran hanya mendapat h@d a n ({Hak asuh analdtas nama SMF bin
ASy, lakilaki, lahir di Jakarta, tanggal 25 Maret 2013. Dengan ketidakpuasan
tersebut, Tergugat mengajukan upaya hukum banding untuk mendapatkan hak
asuh atas kedua anak yang selama setelah perceraian tinggal dan diasuh oleh
Tergugat.

Pada tanggal 18 September 2019 Pembanding/Tergugat mengajukan
permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Kemudian,
permohonan banding tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi
Agama Bandung pada tanggal 20 November 2019 dengastresgiperkara
Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. Majelis hakim dalam pertimbangan

hukumnya menjelaskan bahwa menetapkan hak asuh anak pasca perceraian
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apakah jatuh kepada Penggugat atau Tergugat harus mengutamakan
kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan dari salah saftfpihak.

Putusan tingkat banding dalam perkara Nomor
292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg ini membatalkan putusan tingkat pertama Nomor
1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn.dlam amar putusannymajelishakim mengadili
sebagai berikut®®

Mengadili:

I. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding dapat diterima.

lI. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor
1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 04 September 3&iyahbertepatan
dengan tanggal 04 Muharram 14#ljriyah, dengan mengadili sendiri
sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian.

2. Menetapkan Penggugat sebagai pemeg@hica n U(hak asuh anak)
terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang {mnesimgy
bernama 1) SMF, lahir 25 Maret 2013 dan 2) AA lahir 27 Juni 2015, dengan

perintah agar Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk

1045istem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A, diakses 4 Agustus
2023,SIPP (pacibinong.go.id)
1053alinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.
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bertemu dan berkumpul dengan kedua orang anak tersebut dalam waktu
waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat.

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan: 1) SMF, lahir 25 Maret 2013
dan 2) AS lahir 27 Juni 2015 kepada Penggugat.

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah 2 (dua)
orang anak yang maskrgasing bernama 1) SMF, lahir 25 Maret 2013 dan
2) AA lahir 27 Juni 2015, sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus
ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikaresab 10% setiap tahun sampai
anak tersebut berusia dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggu#fanvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.386.000,00
(satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

[ll. Membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat
banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan isi dari amar putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg,

Pembanding/Tergugat yang sebenarnya telah mendapatkan hak asuh anak atas

namaSMF bin ASy Akan tetapi, Pembanding/Tergugat gagal mendapatkan
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hak asuh atas kedua anaknya. Hal ini dikarenakan putusan tingkat pertama
dibatalkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Dalam amar putusan banding tersebut telah dijelaskan bahwa
Pembanding/Tergugat dihukum untuk menyerahkan kedua anak kepada
Terbanding/Penggugat akan tetapi Pembanding/Tergugat tidak beritikad baik
dalam menjalankan putusan. Pembanding/Tergugat enggan naiekee
kedua anak secara sukarela kepada Terbanding/Penggugat sebagai pemegang
Giia n UHhak asuh anak) kedua anak® Dengan demikian,
Terbanding/Penggugat berhak untuk mengajukan permohonan eksekusi,
sebagaimana yang telah dijelaskan dalam A&%aHIR bahwa:

fJika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk
memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang
menang memasukkan permintaan, baik derigan, maupun
dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut
pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu
Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta
memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam
tempo yang ditentukan oleh ketua, yang seldaraanya

del apan hari . o

Permohonan eksekusi diajukan oleh Penggugat/Pemohon Eksekusi ke
Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 10 Desember 2020 dengan maksud
untuk dilakukan penjemputan atas kedua anak yang berada di kediaman
Tergugat/Termohon Eksekusi di Bogor, Jawa B#ftatua Pengadilan Agama

Cibinongmengeluarkapenetapan teguran eksekuwsiimaning pada tanggal

23 Desember 2020. Kemudiaduru sita Pengadilan Agama Cibinong

1065istem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A, diakses 4 Agustus
2023,SIPP (pacibinong.go.id)
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melakukan pemanggilan kepada Penggugat/Pemohdsekisi dan
Tergugatl ermohon Eksekusintuk hadir dalam persidangan pada tanggal 17
April 2021 guna melakukamanmaningteguran eksekusipetelah dilakukan
sidang aanmaning (teguran eksekusi)Tergugat/Termohon Eksekusi tetap
enggan menyerahkan kedua anak secara sukarela kepada Petggugat.

Setelah dilakukan teguran eksekwsrfmaning dan dalam tempo 8
(delapan) hari setelalrmanmaning, tetap tidak ada itikad baik dari
Tergugat/Termohon Eksekusi untuk menyerahkan kedua anak kepada
Penggugat. Oleh karena itu, Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan surat
perintah untuk dilakukan eksekusi. Panitera gan sita Pengadilan Agama
Cibinong melangsungkan ekseku&ia n U(hak asuh anak) di rumah
kediaman Tergugat/Termohon Eksekusi patggal 29 April 2021
didampingi oleraparat kepolisiat®

Pelaksanaan putusan (eksekusi) yang dilakukan pada tanggal 29 April
2021 tersebut tidak membuahkan hasil karena anak menolak untuk ikut dengan
Penggugat. Anak dalam keadaan di dalam kamar dan terkunci dari dalam.
Selang beberapa saat, anak keluar dari kandan menemui
Penggugat/Pemohon Eksekusi. Akan tetapi, kedua anak tersebut masuk ke

dalam kamar lagi dan menolak untuk ikut dengan Penggugat/Pemohon

107Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A, diakses 4 Agustus
2023,SIPP (pacibinong.go.id)
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Eksekusi selaku ibu kandungn’d Untuk menjaga psikologis anak, juru sita
dan panitera tidak melanjutkan upaya eksekusi di luar upaya persuasif. Dapat
dikatakan bahwa hasil dari eksekusi ini gagal dan tidak dapat dilanfdtkan.

Setelah dilakukan proses eksekusi, Tergugat masih bersikeras untuk
mendapatkan hak atas kedua anak. Tergugat mengajukan permohonan kasasi
pada tanggal 13 Januari 2020 dan mengirim berkas kasasi pada tanggal 20
Februari 2020 dengan Surat Pengiriman Berkassaki Nomor
W10.A21/400/Hk.05/111/2020. Pemohon Kasasi meminta majelis hakim untuk
membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor
292/Pdt.G/2019/PTA.Bg dan menetapkan Pemohon Kasasi sebagai pemegang
Gal a n QHak asuh anak) atas kedua anak.

Mahkamah Agung dalam membaca memori kasasi baik-surat
gugatan Penggugat, gugatan rekonvensi beserta putusan tingkat pertama dan
banding, menyatakan bahwa alasan diajukannya kasasi tidak dapat dibenarkan.
Hal ini dikarenakan penerapan hukum yang telgdikukan oleh Pengadilan
Tinggi Agama Bandung telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum
atau undangindang. Selain itu, tidak ada bukti nyata yang menyatakan bahwa
Penggugat memiliki sikap dan berperilaku buruk. Dengan demikian, majelis

hakim Mahlamah Agung dalam amar putusannya menolak permohonan

Bayu Indra Permana, fiLakukan Eksekusi Penjemput a
Mar wa Masi h T a KoutBhediumgg&helehtTabommews, 29 April 2021, diakses pada

6 September 2023\tps://youtu.be/jYEalL uhle2M?si=8Pw80yKOcPQtFR]jP.

1105istem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A, diakses 5 Agustus
2023,SIPP (pacibinong.go.id)



http://sipp.pa-cibinong.go.id/detil_perkara

62

kasasiPermohonaiasasdiputuspada tanggal 30 Juni 2020 dengan registrasi
perkara Nomor 361 K/Ag/2026!1

Dengan adanya putusan kasasi tersebut, Tergugat tetap tidak puas dan
bersikeras untuk mendapatkan I@ika n QHak asuh anak) atas kedua anak.
Hal ini juga dikarenakan proses eksekusi tidak dapat dilakukan karena anak
menolak dengan sendirinya. Oleh karena itu Tergugat mengajukan upaya
hukum Peninjauan Kembali yang dimohonkan pasca putusan kasasi
berkekuatan hukurtetap (ncrakh) yakni pada tanggal 24 Mei 2021. Atas
permohonan Pemohon/Tergugat, majelis hakim dalam amar putusannya tetap
menolak permohonan Peninjauan Kembali. Putusan Peninjauan Kembali
tersebut diputuskan pada tanggal 11 Oktober 2021 dengan registrasi perkara
Nomor95/PK/Ag/2021212

Selain perkara eksekuékia n (lhak asuh anak) pasca putusan
Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, terdapat 4 (empat) putusan pé#aran U h
(hak asuh anak) lainnya yang dimohonkan ke Pengadilan Agama Cibinong
untuk dilakukan eksekusi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni
pada tahun 2018022 antara lain:
1. Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2020/PA.Chn.

Dalam perkara ini, kedua pihak dalam persidangan menyatakan

damai yang dalam amar putusannya yaitu:

isistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A, diakses 19
September 202FIPP (pacibinong.go.id)
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a. Menyatakan pemenuhan perdamaian antara Penggugat dengan
Tergugat pada tanggal 17 Ja020.

b. Memerintahkan para pihak untuk mentaati isi perdamaian yang dibuat
secara sukarela pada tanggal 17 Juli 2020 tersebut yang isinya sebagai
berikut:

Pasal 1

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri

dengan damai perkara ini yandgelah didaftar dan diajukan pada

Pengadilan Agama Cibinong.

Pasal 2

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat menyepakati:

a. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berdamai bahwa
kedua anak yang bernama FPR dan AM berada dalam pengasuhan
Penggugat.

b. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat proses pengalihan anak
dari bapaknya kepada ibunya disilahkan dengan carablh#ikdan
jangan dipaksa.

c. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat sekolah SD, dimana saja
tidak ada paksaan kepada aalak.

d. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat apabilaaaaék

jenjang pendidikannya lebih lanjut akan dibicarakan terlebih dahulu.
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e. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat diberikan kepada kedua
orang tua masingrasing untuk membawa dan mencurahkan kasih
sayangnya sepanjang tidak mengganggu pendidikannya.

f. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat, Tergugat akan
bertanggung jawab kepada kedua anak, baik pengurusan kesehatannya
maupun pengawasan pendidikannya.

Dikarenakan dalam persidangan telah mencapai kesepakatan
setelah dilakukanaanmaning (teguran eksekusi)pada tanggal 24
November 2020permohonan eksekudicabut pada tanggal 28 Januari
2021 dengan alasan anak telah diserahkan secara sudkarela.

2. PutusarNomor 2726/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Putusaryang digunakan sebagai dasar eksekusi dalam perkara ini
adalah putusan kasasi dengan registrasi perkara Nomor 776 K/Ag/2020.
Dalam amar putusannymajelis hakim rnenetapkan anak bernama AMD
binti HKD, perempuan, lahir tanggal 13 Januari 2015 dan AATD bin
HKD, laki-laki, lahir tanggal 18 Februari 2016 berada dalam hak asuh
Penggugat selaku ibunya. Selain itu, majelis hakim menghukum Tergugat
untuk menyerahkan keduaak kepada Penggugat.

Adapun hasil eksekusi berdasarkan pada surat dari Pemohon
eksekusi Nomor 45/TonggaRT/X1/201 dan eksekusi yang dilakukan

pada tanggal 13 September 2021 dinyatakan bahwa eksekusi telah

1135istem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A, diakses 5 Agustus
2023,SIPP (pacibinong.go.id)



http://sipp.pa-cibinong.go.id/detil_perkara

65

dilaksanakan secara sukarela dengan Tergugat telah menyerahkan anak
atas nama AMD binti HKD kepada Penggutfat.
3. Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Perkaraini diputuskan pada tanggal 17 Juni 2019. Dalam amar
putusannya, majelis hakim menetapkan anak yang bernama HNA
binti Busroh, lahir di Bogor tanggal 5 Maret 2011 berada di bawah
pengasuhan Penggugat (Susanti binti Suganda) sebagai ibu kandung dan
menghukm Tergugat (Busroh Bin Adeng Udaya) untuk menyerahkan
anak kepada Penggugat (Susanti binti Suganda). Adppumohonan
eksekusi ini dicabut oleh Pemohon Eksekusi lantaran Ternmksekusi
telah melaksanakan isi putusan secara sukarela setelah dilakukan
aanmaningteguran eksekuspada tanggal 24 Oktober 20%9.

4. PutusarNomor 2911/Pdt.G/2018/PA.Chn

Perkaraini diputuskan pada tanggal 28 November 2018 secara
verstek. Majelis hakim dalam amar putusannya menetapkan anak yang
bernama FRA, lakiaki, lahir di Jakarta tanggal 10 Agustus 2012, berada
di bawah pengasuhan Penggugat (Anggoro Andriyanto Bin Bambang
Mulyanto) dan menghukum Tergugat (Nanda Putri Binti Puji Raharjo)
untuk menyerahkan anak kepada Penggugelaksanaareksekusi ini
dilaksanakanmelalui Pengadilan Agama Surabaya dikarenakan anak

tinggal bersama Tergugat di Surabaya. Akan tetapi, eksekusi yang

H45istem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A, diakses 5 Agustus
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dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2019 ini tidak dapat dilaksanakan

sebab obyek eksekusi (anak) tidak ada di lokasi eks€Rusi.

B. Penolakan Anak atas Eksekusirai a n ({Hak Asuh Anak) Pasca Putusan

Banding Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg PerspektifaHadah Mursalah
| mUm-GhazUl ¢

Hasil dari pelaksanaan ekseku@ia I a thékhasuh anak) pasca
putusan banding Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg berakhir gagal dan tidak
dapat dilanjutkan karena anak menolak untuk dieksekusi. Juru sita memilih
untuk menunda dan tidak melanjutkan proses eksekusi karena
mempertimbangkan aspek psikologis ahidlDasar hukum yang ada saat ini
terkait pelaksanaan eksekusi hanya menjelaskan terkait eksekusi kebendaan,
sedangkan dasar hukymelaksanaaeksekusiO’a | a (halt hsuh anak)dak
dijelaskan dalam hukum Islam ataupun hukum positif di Indor&sizengan
demikian, peneliti perlu menganalisis permasalahan ini menggunakan teori
ma'Hl a®ah | mUnStad abl ¢ .

Ma HI a Oa h menjadi sehuaraphinsip Islam dalam menekankan
perlindungan  bagi umat manusia. Dalam  perkara  Nomor

292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, ananak yang menolak ketika dilakukan proses

1185istem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A, diakses 5 Agustus
2023,SIPP (pacibinong.go.id)

117Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A, diakses 6 Agustus
2023,SIPP (pacibinong.go.id)

18 ai nal Ari fin, AfPel aksanaan Eksekusi Hadh®©nah
Agama Curup T Al-tstinlpath: 2)@ralé Hukum Islam3, no. 1 (2018): 23,
https://doi.org/10.29240/jhi.v3i1.367.

k


http://sipp.pa-cibinong.go.id/detil_perkara
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eksekusiOa i a (adlt Asuh anak) akan mempertanyakan mengenai tindakan
yang telah dilakukan terhadapnya. Mereka berpikir apakah tindakan yang
dilakukan terhadapnya akan menghasilkkanmkeH | am Oatals justru
melanggar nilanilai kemanusiaan. Sebagai arakak, mereka mendasarkan
penolakan untuk dieksekusi pada keyakinannya dalam menjaga integritas
dirinya sesuai dengan pringipa Hl a Oa h

Penelitian ini dilakukan sebagai langkah untuk menganalisis
kema 'H| am Gtastpenolakan anak dalam pelaksanaan ek$glusi a (hdl h
asuh anak).Apakah penolakan tersebut bertentangan atau tidak dengan
kema 'H| an @sa perlindungan anak dalam Islam maupun hukum positif yang
ada di Indonesia. Selain itu, dikarenakan dasar hukum terkait ek€kusia n U h
tidak dijelaskan dalamal-Q u r énBlupun hadis, maka peneliti memaparkan
analisis melalui konsema Hl a Oah ImUmSédalll , yakni de
mempertimbangkakem a 'H| and®a menghindari kemafsadatan.

Ma'Hl a®ah ImmUmeGhkanaUl § berupaya untu
hukum melalui prinsip tujuas y a. Texddpatiga jenisma 'H| gabgshcara
berurutan menunjukkan tingkatioritasnyayaknima 'Hl & @a h radalata h
yang paling kuat, diikuti olema Hl a &a hdarOiWhj'Hlyaalhah t a &s 9o n d
Selain itu, terdapat lima aspek tujuany a daai dingkatani a r 1 rdany a h
memiliki tingkatprioritasyang berbeda. Tujuany a tersebut disusun secara
berurutan, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Saat
kepentingan mereka berbeda, perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat. Dalam

situasi ini,i a r harugdidahulukan at&gji, danhaji harus didahulukan atas
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t a O.Beégiudula, ketika sesama ydna r tersebut berselisih, tingkat yang
lebih tinggi harus didahulukan. Adapun analisis dalam penelitiayaitu
sebagai berikut:

1. Ma H| agdbgbersifal ar T r gy ah

Ma H| ay@hg bersifati a r 1 rbersrta kena H| am Gang
dibutuhkan untuk menjaga kebutuhan pokok dalam kehidupan matusia.
Tanpa keberadaannya, kehidupan manusia tidak ber¢letika suatu
perkara tergolong dalam tingkatdna r T r 9 y a h dapatmdengana h i d
mudah mengetahui bahwa hal itu merupakan soeauH | an@skipun
tidak ada dalils y a yaagdbmenjelaskan secara eksplisit terkait perkara
tersebut. Akan tetapi, terdapat dalil yang dalam maknanya mendekati
permasalahatt’

Apabila perkara masuk dalama H|l 4 @a fi ra@yddhy 0y a h
saja, tanpa diperkuat dengan dalil syari pokoiQal r 6 Uni, j fodél i s |
qi Y, thaka itu sama artinya dengan membuat huleum a hamy@
berdasar pada pendapat shja H| addadasarnya menghasilkan suatu
kemanfaatan serta mencegah dari kerus&Kabalam artian yang lebih
spesifik, ma 'Hl d @&a H rinp lyemti menjaga dan mempertahankan

tujuans y a.r a 0

YAbu Yazid Adnan Quthny, @Al mplementasi Masl ahah
dan Sol usi Pr oMsySynaartaiok a JUmata,| &, Hu K {2009)1 149, a m
https://doi.org/10.36835/assyariah.v5i1.110.

1207| -Ghazalf Al-Mustashfa Rujukan Utamat) | F567q h

2ZMohammad Hadi Sucipto dan Khoti b, dKtabradebatan N
Imam alGh a z @l-Faqihd Jurnal Pemikiran dan Hukum Islarf, no. 1 (2020): 117,
https://doi.org/10.29062/faqih.v6i1.106
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TerkaitOail ah hWmGrdz Ul 0 menj el askan da
yang berjudulal-Mu s t a s h f U -UrH T hlahwalmermberigan hak
dalam pengasuhan anak, baik mengasuh, mendidik, menyusui, serta
memenuhi kebutuhan hidup anak merupakan perkara yang masuk dalam
tingkatan tertinggi yaitd a r T r*?®Hakiri dikarenakan tidak adanya
perbedaan antara syariat terkait masalah pengasuhan anak, dan syariat
yang memiliki tujuan adalah untuk mewujudkema H| &&pha umat
termasuk pada ananak.

Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg menetapkan ibu
sebagai pemegang h&ka i a r8ébhang anak yang belumumayyiz
(berusia 12 tahurpada dasarnya belum mampu untuk hidup mandiri dan
masihmembutuhkan pengasuhan dari kedua orang tua khususnya peran
dari seorang ibu. Hal ini masuk kedalam tingHata r T ry@anga h
merupakan kebutuhan pokok bagi sang ddfgelain itu, majelis hakim
tingkat banding hingga Peninjauan Kembali dalam amar putusannya tetap
menetapkan kedua anak jatuh kepada sang ibu sesuai dengan dasar hukum
dankema H| an'®a t

Dengan adanya putus@ia [ a (hdktasuh anak) dari majelis
hakim, hak asuh dalam menjamin kehidupan dan pendidikan anak menjadi

jelas dan memiliki kekuatan hukum. Dalam perkaradia, | a(hald &suh

1227| .Ghazali Al-Mustashfa Rujukan Utamat) | F565q h

PMuhammad Hafi s dKagasid AlByariah sebdgai iPalslem, Solvier terhadap
Penetapan Hak Asuh Juma lkniaPdniersitas BatanghariJeanblano., 0

3 (2022): 1522https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2420

124 jhat. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan
Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A
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anak) yang jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandung merupakan hal
utama yang telah sesuai dengan syariat atau ketentuan dalam hukum Islam.
Hal ini merupakan dasar dari Islam yateymaktub dalam Pasal 105
Kompilasi Hukum Islam bahwa ketika terjadinya suatu percernaizke
pengasuhan anak yang belommayyizatuh kepada ibu.
Dengan tidak dilaksanakannya putusan oleh Tergsgatra

sukarela dilakukan eksekusi Oa i a npddca putusan Nomor
292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan berakhir gagal karena anak menolak untuk
ikut dengan ibunya. Berikut keterangan dari wawancara dengan Tsania
Marwa selaku Penggugat dalahannelyoutuben Es ge Ent er t ai nm
Penggugat mengatakan:

AfSaya datang untuk menjemput anak

pihak pengadilan, pengacara dan pengamanan dari

kepolisian sesuai dengan SOP yang ada. Jadwal pukul

09:30 dan sampai tempat posisi saya belum bertemu dengan

anak. Jadi, dalam rumah itu tidak ada anak dan ternyata

anaknya ada di dalam kamar dan dikunci dari dalam. Dari

pihak keluarga Tergugat mengatakan kalau ktida

mengetahui kunci cadangan sehingga tidakdilsakadari

luar. Setelah beberapa jam saya rayu akhirnya mereka

keluar dan menemui saya. Akan tetapi, kalemgerdari

pihak Tergugat berbicara dengan nada yang keras, mereka

ketakutan dan masu® ke dalam kamar

Begitupun dengan Aris Merdeka dari pihak Komisi Perlindungan

Anak Indonesia juga menanggapi pelaksanaksekusi ini beliau
mengatakan bahwa:

ifSaya mengat ak-amkah yahgwlitakukaa n g k a h

oleh pengadilan Cibinong itu telah sesuai dengan prosedur
yang diperintahkan. Semua pelaksanaan dari sebuah

125%Tsania Marwah Gagal Eksekusi Anaknya dari Atalariksge EntertainmenB80 April 2021,
https://www.youtube.com/watch?v=KL5b4zE7tho&t=3s
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keputusan itu bertujuan agar tidak menimbulkan keributan
dengan adanya pendampingan dari pihak kepolisian, agar
tidak sampai membuat gaduh dan terjadi tamdnarik
anak. Saya lihat gambarnya si ibu sempat bertemu dan
berpelukan. Ketika muncul keributéeributan lainnya
anak jadi takut dan masuk kamar. Menurut saya, sangat
nampak bahwa dia sudah dikondisikan agar takut dibawa
i bunya karen?d mau diculi k.o

Dapat diketahui bahwa kondisi anak sangat terpengaruh dalam
pelaksanaan eksekusVa [ a metdébut. Dengan ini, peneliti dapat
menyimpulkan bahwa perkara dalam putusanNomor
292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg terkait eksekudia | a ithBkhasuh anak)
masuk dalam kategorina H| atiigkét | a r | r Kanermtharus
mempertimbangkan kondisi anak untuk melakukan eksekusi. Hal ini
selaras denganGpazjUélbabahwamommbler i k a
pengasuhan anak, baik mengasuh, mendidik, menyusui, serta memenuhi
kebutuhan hidup anak merupakan perkara yang masuk diaigkatan
tertinggi yaitul a r T rdéngaa mmempertahankan tujusry a.r a 6

Terdapat lima tujuas y a lvagi dmat manusia, antara lain untuk
menjaga agamah(i f-d Q,mnénjaga jiwal{ i f-Daf9,antenjaga akal
(h i f-agl), ménjaga keturunam (i f-mas) @dn menjaga harth( -0 a |
m 0l Kelima tujuans y a iniabfasa disebut dengaal-kulliyatu aF
khamsah. Dapat dikatakan bahwama H| a Gstujuan untuk

mempertahankan kelima tujuas y a rtemsébut dan upaya dalam

12%pesan Aris Merdeka untuk Atalarik, Esge Entertainment, 4 Mei 2021, diakses 13 Oktober 2023,
https://www.youtube.com/watch?v=CkyvduyHJnU
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pemeliharaan tujuas y a ini hedada pada tingkatan pertarhag{r 1 J 0y a h
yang merupakan tingkatan tertinggi dalama 'Hl A°O'a h
Di bawah ini merupakan analisis terkait apakah pelaksanaan
eksekusi O'a [ a rfhékh asuh anak) pasca putusan banding Nomor
292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg masuk dalammka 'H | an @éai salah satu atau
mungkindari kelima tujuans y a padadtingkatalh a r 1 ring Besikut
pemaparan analisisnya:
a. Menjagaagamah(i f-Q m |
Poin utama dalam mempertahanlkdskulliyatu akkhamsah
adalah dengan menjaga agantai (f 4@ §.m@Abama merupakan
pondasi atas kehidupan manusia di dunia ini. Oleh karena itu, menjaga
agama menjadi hal utama yang harus dijaga sebelum menjagal hal
lainnya. Sesuai dalam Q.S abth Ur i yUt ayat 56, Al

berfirman:

e B G B A

ADan aku ti dak menci ptakan i
melainkan supaya mereka mengabdi kegada. ¢ ( Q. S
adhDh Or i yU'% 51:56) .

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan jin dan

manusia untulberibadatkepadaNya. Hal inilah yang menjadi dasar

12mam atGhazali Al-Mustashfa Rujukan UtamaH |  F i q hterj. Mastuti rhdm dan Malik

Supar, (Jakarta: Pustakakdutsar, 2022), 563.

12%ementerian Agama Rl, Mur 6 Un Taj wid dan Terjemahannya, (Be
Makmur, 2010).
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mengapa aspek penjagaan agama (- 9 mehjadi hal yang paling
utama.

Untuk mencapai aspek dalam menjaga agama dapat
dilakuakan dengan dua caRertama dengan menaati perintah Allah
dan rasulNya. Hal ini merupakan perwujudan dari menjaga agama
dalam sudut pandang dalam keberlangsungaa-w (1 j).I d
Melaksanakan shalat, puasa, haji, dan perintah lainnya adalah contoh
dari alwu j T d ., dlandswdut pandangl-a d Uyakni cara
pandang yang mewujudkan agama dengan meninggalkan apa yang
telah diharamkan oleh Allah SWT. Contohnya yakni, dilarang untuk
berbuat syirik atau menyekutukan Allah, dilarang meninggalkan
shalat dan puagd’®

Melindungi dan menjaga agama merupakan tujuan dari
syariat Islam yang dilakukan dengan melaksanakan kewajiban
keagamaan. Maknanya, sebagai umat manusia harus menjaga
keberlangsungan agama Islam dengan memahami, menyebarluaskan,
serta mengamalkan ajarajarannya dalam aktivitas keseharian.

Menurut peneliti, penolakan anak dalam proses eksekusi
Oa i a (nalt hsuh anak) Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg ini tidak
berpengaruldan tidak merugikan anak dalam aspek penjagaan agama

(h i f-ad Q.mdl ini dikarenakaMergugatdan Penggugat sarsama

12Zuhdi Hasi buan, fAFor the Sake of Protecting Phys
Judges Considerati on Al-Hbunk a mBH hod 1 QA0Z3X o7PEY,, O
https://doi.org/10.15642/alhukama.2023.13.1926
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beragama Islam sesuai dengan data yang ada di Putusan Nomor
292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. Sehingga pihak Tergugat maupun
Penggugat dapat mengasuh anak sesuai dengan syariat Islam. Kedua
anak yang menolak untukeksekusdan saat ini berada pada asuhan
Tergugat terbukti telah mendapatkan pengaushan agama yang baik.
Hal ini dengan adanya rencana untuk melakukan ibadah umroh
bersama ayah (Tergugat). Berikut wawancara Tergugat dengan salah
satu media massa ylbutube Tergugat mengatakan:

ASaya dapat informasi dar i anak

punya keinginan besar untuk ikut umroh. Jadi saya

sebagai orang tua sebagai bapak juga mendukung

karena ini adalah ibadah. Tapi untséat ini masih

berusaha mendapatkan izin dari ibunya karena mereka

masi h di B®8wah umur. o

Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa
penolakan anak atasksekusi®a I a thikhasuh anak) Nomor
292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tidak menimbulkan dampak negatif
terhadap keberlangsungan penjagaan agama bagi kedua anak.
b. Menjagajiwal i f-mafga |

Tujuans y a yamagdkedua yakni menjaga jiwa { f-mafd.a |
Menjaga jiwa dalam kondisal-w u j begerti halnya memenuhi
kebutuhan dasar yakni pangan untuk menopang kehidupan. Selain itu

menjaga jiwa dari sudut pandamdra d () mlam melarang untuk

masuk dalam kehancuran. Islam mengajarkan pemeliharaan jiwa raga

13%Atalarik Syach Bantah Isu Soal ini, Sindir Tsania Marwa Tidak Punya Mor&b2&prg 8
Agustus 2023https://www.youtube.com/watch?v=m5zvSafuUQpQ.
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dengan melakukarolahraga®® Allah berfirman dalam Q.S -l

Bagarah ayat 179 terkait pemeliharaan jiwa, yakni:

fiDan dya |'Hilidda (jaminan kelangsungan)

hidup bagimu, hai orangrang yang berakal, supaya

kamu bert aiBagarah®:179%5. S all

Adapun makna dari (dan bagimu dalani “Htl tdrdapat
kehidupan) berarti terjaminnya kelangsungan hidup manusia. (Hai

orangorang Yyang berakal) karena jika seseorang yang akan

membunuh itu mengetahui bahwa ia akan dibunuh pula, maka ia akan

merasa takut lalu mengurungkan rencananya sehinggai eetalah
memelihara nyawanya dan nyawa orang yang akan dibunuhnya tadi.
Allah mengisyaratkan (supaya kamu bertakwa) yang berarti menjaga
atas dirimu dari perilaku untuk membunuh agar terhindargdariH U 'H

Dalam konteks perkara eksek@@ia i a (ndk lasuh anak)

diperlukan penjagaan dan pemeliharaan jiwa pada anak. Pemeliharaan

jiwa bagi anak tidak hanya sekedar menjaga kebutuhan fisik,
kebutuhan psikis anak juga perlu untuk dijaga dan dilindungi baik dari

faktor-faktor internal maupun eksterriaf.

BHasi buan, AFor the Sake of Protecting Physcal
Consideration on Child Custody. o
13% ementerian Agama RI, Qur 6 Un Taj wid dan Terjemahannya,
Makmur, 2010).
BAay Siti Raohatul Hayat b offlarNafysadadengasihan Aftle me | i har
Ber basi s FRKUSuJunaldKajianKeislaman dan Kemasyarakafamo. 2 (2020): 151,
https://doi.org/10.29240/jf.v5i2.1404

Ne

( Bs
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Terdapat ayat lain yang menjelaskan terkait pemeliharaan

Jjiwa, yaitu:

AN

ADan bel anj bekdadiljakamAllghhdarr t a

janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam

kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya

Allah menyukaioranggr ang yang berbuat baik

al-Bagarah:195§3

Ayat tersebut menjelaskan terkait anjuran untuk menjaga diri
sehingga terhindar dari kebinasaan. Terdapat dua cara dalam
pemaknaan terhadap Perteenm bmaksi@ds a k a n
kebinasaan sesuai dengan konteks turunnya ayat yakni kebinasaan
karena tidak melakukan jihad dan infaq di jalan Allah S\Wé&dua,
maksud dari kebinasaan yang berpotensi menghancurkamalhal
positif dalam jiwa, baik dalam fisik maupun psikis.

Adapun dalam hadiguga dijelaskanterkait pemeliharaan

jiwa pada anak, yaitu:

- W -

Dari Abdul |l Oh -bAsn s eAaverrua bmanr fauld
"Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak
menyayangi anak kecil di antara kami dan tidak

menget ahui kemuli aan orang tua d
TirmizQ.
3% ementerian Agama Rl, Qur 6 Un Taj wid dan Terjemahannya, (Be

Makmur, 2010).
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Pada prinsipnya, hadis tersebut menjelaskan terkait
peringatan dan ancaman bagi oramgng yang tidak menyayangi,
mengasihi, mendidik, serta melindungi anak secara optimal, baik
perlindungan secara fisik, psikis, maupun sodsral.

Ketika terjadi perceraian, banyak yang memperebutkan hak
asuh atas anaknak mereka. Akan tetapi, pada dasarnya anak harus
diberikan perlindungan bersarsama tanpa adanya persengketaan.
Terlebih lagi jika yang bersengketa adalah kedua orang tuanya hingga
melakukan eksekusb'a | a (hakhasuh anak). Hal tersebut dapat
menimbulkan beban psikis bagi andk.

Jika dilihat dari sudut pandang hukum positif yang ada di
Indonesia, pakar dan praktisi hukum masih mempertanyakan dasar
terkait pelaksanaan eksek@@a | a (hdlkt Bsuh anak). Terdapat dua
kategori argumentasi yang muncBertama,berdasarkan Pasal 259
ayat (1) R. Bg dan Pasal 319h HIReduag berdasarkan undang
undang yakni untuk kepentingan arakak. Dari kedua argumen
tersebut, argumentasi kedua menunjukkan bahwa eksekusi terhadap

anak tidak dapat dibenarkan, karena anak tidak boleh diperlakukan

13%+adis: Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil di antara kami

dan tidak mengetahui kemuliaan orang tua di antara kaamisiklopedia Terjemahan Haeigdis

Nabi (hadeethenc.comjliakses 14 Agustus 202&tps://hadeethenc.com/id/browse/hadith/3083
B¥¥Mohammad Hifni dan Asnawi, @AProblemati ka Hak
dan Hukum RResi Jiufstoti a. : Ja,r n,all (2021)mu43, Huk um
https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.4.

As
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dengan paksa dan tidak manusiawi, jika tidak maka nyawa maupun
jiwa mereka akan terancam (Pasal 33 HiR).

Jiwa anak harus selalu diberikan perlindungan karena anak
juga memiliki hak asasi yang merupakan sebuah anugerah dari Allah
SWT dan telah dijamin dan dilindungi oleh negara dalam Undang
Undang Republik Indonesia Tahun 1945, Undaimglang Republik
IndonesiaNomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua dari
UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, serta dalam Konvensi Hak Anak. Maka dari itu,
dengan memprioritaskan perlindungan bagi anak sesuai dengan
regulasiregulasi yag ada akan mewujudkanrkea 'H| am €baidl dan
kemanusiaan bagi ana¥

Pelaksanaan eksekusi perkafsa | a ghikhasuh anak)
pasca putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg yang dilakukan oleh
juru sita dari Pengadilan Agama Cibinong beserta kepolisian setempat
menyebabkan rasa trauma pada anak. Hal ini secara langsung
dijelaskan oleh Penggugat (Tsania Marwa) yang akuian
wawancara dengan salah satu media yang meliput di tempat kejadian,
Penggugat mengatakan:

A S a gn@gak nyangka sampai setengah tiga sore.

Akhirnya saya coba raytayu dan mau keluar. Kata
anak saya fiUmi mau ngapain, Umi

BRidwan Jamal , Rosdalina Buki do, dan Yasin, fiPel
Pengadi |l an A gAl-mstnbatMalarmad ldukuin Islan6, no. 2 (2021): 2022,
https://doi.org/10.29240/jhi.v6i2.2453.

BBurhanuddin, iBé&m®ashanAHak daAdiya8, moelrl20pte kt i f | s
285 300, https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/...%5Cn%5Cu00AQ- p.
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Kok nyulik, maksudnya kok bisa ada bahasa nyulik.

Kalau anak kecil nggak diomongin orang, mungkin gak

sih anak kecil pas ibunya datang terus refleknya berpikir

mau nyulik. Itu pemikiran yang menurut saya nggak

masuk akal datang dari anakak itu sendirin Ng g a k
kok,Umicumamaumaimai no, saya bilang git
mereka jawab | agi AUmi jangan bo
keluar karena Umi mau bawa aku kan, mau menculik

aku ¥an. o

Pelaksanaan eksekusi yang menyebabkan anak menjadi
trauma terindikasi adanya kesalahan baik sebelum dilakukan eksekusi
maupun pada saat pelaksanaan eksekusi. Banyaknya aparat hukum,
awak media yang meliput, serta pihak yang tidak berkepentingan
mungkin mejadi sebab anak merasa tertekan dan ketaktftan.
Penggugaimenyatakartahwa:

ASaya datang untuk menjemput an:e
oleh pihak pengadilan, pengacara dan pengamanan dari
kepolisian sesuai dengan SOP yang ada. Pada saat saya
datang, saya syok karena sudah ada mobil sebuah stasiun
televisi dan media bendsenar sudalstand bydengan
semua kameranya. Disitu juga ada banyak anggota
keluarganya lebih dari 10 orang kumpul di rumah dan
lebih dari lima handphone atau kamera merekam saya
dan tim mulai awal sampai selesai. Jadwal pukul 09:30
dan sampai tempat posisi saya belum bertdengan

anak. Jadi, dalam rumabh itu tidak ada anak dan ternyata
anaknya ada di dalam kamar dan dikunci dari dalam.
Dari pihak keluarga Tergugat mengatakan kalau tidak
mengetahui kunci cadangan sehingga tidak bisa dibuka
dari M uar. o

13%Tsania Marwah Gagal Eksekusi Anaknya dari Atalartksge EntertainmenB0 April 2021,
https://www.youtube.com/watch?v=KL5b4zE7tho&t=3s

14Rokiah Mustaring, Eksekusi Putusedadhanah Teori, dan Problematikanya, 2021, diakses pada
29 September 2023, https://pamanado.go.id/eksekuputusarhadhanatieoridan
problematikanya/.

¥l«Tsania Marwah Gagal Eksekusi Anaknya dari Atalariksge EntertainmenB80 April 2021,
https://www.youtube.com/watch?v=KL5b4zE7tho&t=3s
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Hal ini menjadi suatu kejanggalan karena yang pada
dasarnya pihak Tergugat telah mengetahui akan diadakannya
eksekusi, maka anak harus sudah disiapkan bagaimanapun caranya
untuk bertemu dengan Penggugat saat Penggugat datang. Akan tetapi,
pada nyatanya akderada di dalam kamar dan tidak ada itikad baik
dari pihak Tergugat maupun keluarganya untuk mencari solusi dan
terkesan menghaladwalangi proses eksekusi. Begitupun dengan
lawyer dari Tergugat yang menyebabkan anak menjadi ketakutan,
Penggugat mengatakan:

ASetelah hampir dua jam saya mel
anak mau keluar kamar untuk mewarnai di tablet

bersama saya. Kurang lebih itu berlangsund 3 @nenit

sampalawyerdari Tergugat, Pak Junaedgomonglari

bel akang #AUd&h samak bawa aj ao.
Junaedingomongnadanya kencang dan keras itu anak

anak langsung lari ke kamar lagi, saking ketakutannya

mereka bilang AJangan bawa aku!o
dan Shabira nangis. o

Perkara ini tentunya berdampak pada anak. Anak dalam
kondisi seperti itu yang terburuk nanti ketika dewasanya. Karena anak
sangat membentuk kepribadian sendiri sesuai dengan lingkungan. Hal
itu menjadi sangat penting dalam perkembangan kepribadian
manusiaSedangkan saat ini anak sudah kehilangan kasih sayang dari
sosok ibu, anak tidak memiliki sosok ibu dalam kesehariannya.

Sebagai orang tua, secara naluriah akan memberikan
prioritas tertinggi kepada ananak mereka. Orang tua dalam peran

apapun akan berusaha untuk memastikan anak mereka bahagia dan
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sehat. Konflik antara orang tua dan anak tidak seharusnya terjadi
karena orang tua akan selalu mengorbankan sesuatu untuk anaknya.
Namun, hubungan antara orang tua dan anak sering kali juga
melibatkan pandangan kekuasaan dan kewenafigan.

Sebelum terjadinya sengkd®sa | a (hald hsuh anak), anak
mendapatkan kasih sayang dari ayah karena tinggal bersama. Berbeda
dengan ibunya yang tidak bisa bertemu setiap hari, terlebih kedua
anak masih dibawah umur yamgemerlukankasih sayang dari
seorang ibd*® Dengan adanya pelaksanaan eksekusi ini,
menyebabkan hubungan batin antara ibu dengan anak menjadi
terhalang.

Pada saat masa arakak, jenis kelekatan dan temperamen
seorang anaknempengaruhkualitas konflik antara orang tua dan
anak. Selain itu, ada korelasi antara tingkat konflik dan temperamen
anak. Ketidaksetujuan antara orang tua dan anak dapat menyebabkan
konflik dalam kehidupan sehdnari. Selain itu, hal tersebut dapat
terjadi karenaorang tua tidak ingin atau tidak bisa memenuhi

keinginan anak?* Peran ibu dan ayah dalam relasi dengan anak

142Ulfiah, Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika
Rumah TanggéBogor: Ghalia Indonesia, 2016), 129.

YMutia Ul fa HBeman KeNiargaidateanKonsep Psikologi Perkembangan Anak Usia
Dini, 6 Aulad: Journal on Early Childhood 3, no. 1 (2020): 2®8,
https://doi.org/10.31004/aulad.v3i1.46.

1%4Ifiah, Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika
Rumah Tangga, 129
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menjadi pembentuk tingkah laku arakak dalam jangka panjang dan
juga mempengaruhi kesejahteraan psikologi afrak.
Terkait eksekusi yang gagal dilakukan, seiring berjalannya

waktu Penggugat memahami bahwa hal tersebut merupakan hak dan
juga kepentingan bagi anak. Penggugat tidak lagi memaksa untuk
dilakukan eksekusi lanjutan. Adapun pernyataan dari Penggugat
dalam wawacara di media massa, Pengguganyatakamahwa:

ASaat ini saya sudah tidak mau m

karena akan berdampak pada anak saya. Saya melakukan

ini untuk untuk menjaga mental dan psikologis anak

saya. Parenting dan pola asuh sangat penting untuk

tumbuh kembang manusia dan sekarang mereka sudah

kehilangan itu. Jadi saya tidak akan melakukan eksekusi

lagi dan saya serahkan ke Allah bahwa suatu saat ada

keaj atban. o

Prof. Mufidah Cholil dalam bukunya yang berjudul

APsi kol ogi Keluarga | sl am Ber wawasa
setiapanak yang dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan,
dan pengasuhan untuk mengantarkan menuju kedewasaan.
Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan

pengasuhan anak sejak ia dilahirkan. Tumbuh kembang anak

diperlukan perhatian yang serius, terutama rmagsa sensitif anak.

Y5Amran Hassan, Fati mah Yussof f, Khadijah Al avi,
Keluarga) dan Kemahiran Keibubapaan terhadap Kesejahteraan Psikologi dalam Kalangan Ibu Bapa
dan ASamkHudanik8, no. 1 (2014): 99105, https://doi.org/10.11113/sh.v3n1.532

NI CARA WAWA JAGA KESEHATAN MENTAL ANAK | Talk on Loc with Tsania Marwa |

Part 1, Ben Kasyafani, 3 Mei 20R&ps://www.youtube.com/watch?v=1E1AuDId1hs
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Pertumbuhankesehatan mengalami mas@asa rawan penyakit
karenaketahanarisiknya yang lemal?’

Demikian pula perkembangan psikologis anak juga
mengalami faséase yang memiliki karakteristik yang berbdukzda
sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya. Lingkungan terutama
orang tua memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan tumbuh
kembang anak. Olehakena itu, hakpengasuhamnak secara ideal
adalah orang tua sendiri, kecuali terdapat halargyana yaagd
mengharuskan pindahnya hak asuh anak dari orang tua kepada orang
lain yang lebih menjamin tumbuh kembang adakgarbaik 148

Selain itu, haini jugaakan berdampak pagerkembangan
sosial anak dalam berhubungan sosial. Kemampuan anak untuk
bergaul dan bersosialisasi dengan orang lain diperoleh anak melalui
berbagai kesempatan bergaul dengan eoaagg di lingkungannya,
baik orang tua, saudara, teman sebaya, atau oemgsd lainnya.
Dalampencapaian perkembangan sosial tersebut tentunya peran orang
tua sangat mempengaruhinya.

Dari paparan data dan analisis di atas, terbukti bahwa
penjagaan jiwa@fOnafg atas anakanak telah dilindungi oleh hukum
agama, negara, bahkan secara hukum internasional. Akan tetapi, pada

faktanya terdapat faktdektor lain yang menyebabkan terhalangnya

147Cholil, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gend2r7.
148Cholil, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gend2rs,
14%Cholil, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender7
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penjagaan jiwa anak pada eksekusi ini. Ketakutan anak dan juga
penolakan anak ketika dilakukan dieksekusi itulah sebagai
pertimbangan dari peneliti bahwa perkara ini tergolong pada
ma 'H| ad@anh tingkatani a r T r Bayeash pada hakekatnya,
perlakuan eksekusi pada anak di bawah umur memiliki implikasi
terhadap psikologis mereka. Sesuai prinsip Islam, hal ini
menimbulkan kenu [ aan dan dapat dikatakan sebagai gagalnya
penerapan esensi dari pemeliharaan jié oaf9 bagi kedua anak.
Meski demikian, juru sita dan pihak Penggugat hanya
melakukan upaya persuasif kepada kedamak!®® Hal ini
membuktikan bahwa langkah yang diambil juru sita dan Penggugat
telah menekankan pada tujusry a dakard pemeliharaan jiwai0
naf§. Selain itu jugameminimalisir terjadinyskemu | aan gang
lebih fatal terhadap psikis kedua anak.
c. Menjaga akall{ i f-agl) a |
Akal merupakan sumber pengetahuan dalam memelihara
pikiran manusia. Manusia dapat dengan mudah dibedakan dengan
makhluk lain melalui kemampuannya dalam membedakan mana
keburukan dan mana kebaikan. Allamemerintahkankita untuk

menjaganya dengan baik setiap saat.

1505istem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A, diakses 4 Agustus
2023,SIPP (pacibinong.go.id)
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Dalam sudut pandang pemeliharaaal-w u j),| wpbaya
menjaga akal berupa perintah Allah perintah untuk menuntut ilmu.
Dalam artian segala bentuk tindakan atau perbuatan yang dapat
membawa pada bentuk pikiran yang sempurna. Sedangkan dalam
sudut pandang kebinasaaal-& d J dapat dilihat pada bagaimana
Allah mengharamkan (melarang) minumnuman keras dan
sejenisnya karena dapat menghilangkan pikian. !

Allah SWT berfirman dalam Q.S-Maidah ayat 90 terkait

larangan minuman keras karena dapahghilangkarakal.

AHai -aran@ ryang beriman,sesungguhnya
(meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala,
mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk
perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbugiarbuatan
I tu agar kamu mendapa-t keberunt
Maidah: 90)'°2
Untuk menjaga akal, dengan keras Allah SWT melarang
segala sesuatu yang dapat merusak akal pikieanjuga perintah
untuk menuntut ilmu.Langkah yang efektif dan efisien dalam
menjaga akal dapat dilakukan sejak masa kecil. Pada masa inilah nilai

nilai kemaslahatan dapat dengan mudah masuk dalam hati dan pikiran

BYHasi buan, AFor the Sake of Protecting Physcal Ne
Consideration on Child Custody. o
15K ementerian Agama Rl, Mur 6 Un Taj wid dan Terjemahannya, (Be

Makmur, 2010).
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mereka, sehingga akan menjadi suatu kebiasaan ketika dewasa
nantinya.

Keluargamerupakan tempat pertama bagi aaakk untuk
berkembang. Oleh karena itu, orang tua bertanggung jawab untuk
menciptakan lingkungan yang memungkinkan anak untuk
berkembang dengan sebaik mungkin. Orang tua memiliki tanggung
jawab besar atas keberhasilanalandalam menyelesaikan tugas
perkembangannya. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak
dapat membentuk kepribadian anak dan dalam hubungan tersebut
memiliki dampak satu sama |alit?.

Sesuai dengan perkaeksekusi®’a | a ¢hdkhasuh anak)
pada Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdgendlan berpisahnykedua
orang tua dapat menyebabkan berbagai dampak bagi perkembangan
anak!®* Usia anak di bawah enam tahun memiliki resiko yang lebih
besar mengalami konsep diri yang negatif berupa masalah perilaku
dan ketidakmampuan dalam membentuk relasi yang pbsitif.
Penggugat dalam wawancara di media magsat{b@ mengatakan:

ASekarang aja anak aku sudah ke
dalam keseharian. Itu sudah menjadi tanggungan aku

nanti, loh. Jadi, kapanpun anak datang ke aku. Aku
sudah harus puny@t apa aja nih yang musti aku kasih

153fiah, Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah
Tangga(Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 129.

BNabila Veroni ka, Pradana Chairy Azhar, dan Azr
terhadap Ps i k dutnal g Berbasksn &dsialdB, no. 1 (2022): 37,
https://jurnal.stkipalmaksum.ac.id/index.php/jbs/article/view/274.

Retno Wulansari, fiHambatan dalam Proses Eksekusi
Perkara Per cer ai anSugtemasPHukug:aunallKajian llrwgHukotpno 62
(2015),https://doi.org/10.14421/sh.v4i2.1987.
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ke mereka akweklisin. Dari sekarang udah mulai
nyiapin, karena aku inattachmentmereka. Enggak
sempurna kalau anak itu hanya daggdchmendari
bapaknya saja. Yang bener daptichmentari ibu

dan bapak. Sehingga sosok ibu juga ada walaupun
terpi®sah. o

Pernyataan Penggugat sebagai orang tua memanglah benar.
Seoranganak perlu belajar menempatkan diri melalui komunikasi
dengan keluarga. Orang tua dalam sebuah keluarga berfungsi sebagai
contoh dan pemandu bagi arekak mereka dalam segala hal, baik
secara akademi, sikap, perilaku, dan ucapan mereka yang dibentuk
oleh peran orang tu&’ Dalam perkara ini, peran ibu tidak dapat
terpenuhi dengan baik karena terpisahnya tempat tinggal dan
hambatan untuk bertemu dengan anak.

Dengan demikian, kebutuhan untuk mengembangkan akal
pikiran anak dari asuhan ibu menjadi berkurang. Hal ini berdampak
pada aspek penjagaan aKali( f-aql) keduaanak. Aspek dari salah
satu tujuars y aini puga menjadi terhambat dan tidak dapat dipenuhi
secara utuh layaknya pada afaadak lainnya yang diasuh bersamaan
oleh kedua orang tuanya untuk mendapatkan pendidikatemik

d. Menjaga keturunarh(i f-mas) a |

Dari sisi al-wujud, untuk menjaga keturunan lebih baik

dengan melakukan perkawinan demi terpeliharanya garis

159ni Cara Wawa Jaga Kesehatan Mental Anak | Talk On Loc with Tsania Marwa | Part 1, Ben
Kasyafani, 3 Mei 2023ttps://www.youtube.com/watch?v=1E1AuDId1hs.

15"Mufidah Cholil, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gend@vlalang: UIN Maliki Press,
2014), 276.




88

keturunannya. Sedangkan dari sedfadam Islam dengan tegas
melarang perzinahan dan mengancam hukuman berat seperti cambuk
dan hukuman mati bagi orang yang melanggarnya. Hal ini
dikarenakan perzinahan dapat membahayakan keutuhan keturunan,
serta ambiguitas garis keturun@h. Larangan ini telah Allah

firmankan dalam Q.Sal sr Ud

ADan janganl ah kamu mendekat.
zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu
jalan yang -bsr U®: 03eR. S al
Ayat ini menjelaskan bahwa larangan untuk berzina dan
aktivitasaktivitas yang mendekatiina pundilarang. Tujuan dari
syariat Islam adalah untuk melindungi dan menjaga keturunan. Yang
dimaksud dengan menjaga keturunan adalah melakukan segala hal
yang baik sesuai dengan aturan syariat di setiap perbuatan yang
mereka dilakukan.
Dalam perkawinan, kepala keluarga harus memenuhi
kebutuhan hidup keluarganya karena mereka akan memiliki keturunan

yang harus dijaga. Menjaga keturunani ( f -@ias) adpat dilakukan

“Hasibuan, AFor the Sake of Protecting Physcal
Consideration on Child Custody. o
15Kementerian Agama Rl, Mur 6 Un Taj wid dan Terjemahannya,
Makmur, 2010).

Zi
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dengan cara seperti perintah untuk menikah, haramnya zina, dan tidak
memberikan makanan yang haram untuk keluarga.

Dalam perkaraeksekusi®’a [ a thékhasuh anak) pada
Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tidak ada problematika terhadap
aspek pemeliharaan keturunéini( f-rias).eSkesuai dengan data yang
ada dalam putusan, kedua amalisingmasing bernama SMF, lahir
25 Maret 2013 dan AS, lahir 27 Juni 20h&rupakan anak kandung
dari Penggugat dan Tergudét.Dengan demikian, tujuas y ar a o
berupapemeliharaan keturunah § f-mas) @i tidak termasuk pada
aspek yang berdampak pada kedua anak.

e. Menjaga hartah(i f-mQla |

Melindungi dan menjaga harta merupakan tujuan dari syariat
Islam. Dalam menjaga harta, Islam berpandangan bahwa seluruh harta
di dunia merupakan kepemilikan dari Allah SWT. Terdapat firman

Allah yang menjelaskan terkait perintah untuk menjaga harta, yakni:

ADan beri kanl akeluakga yaagdlekatk el uar ga
akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang

dalam perjalanan dan janganlah kamenghambur
hamburkan (hartamu)-Iseddra bor o:
26).161

Ayat tersebut menjelaskan terkait kewajiban dari kepala

rumah tangga yang harus memberikan nafkah kepada keluarganya.

180salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.
18lKementerian Agama Rl, Mur 6 Un Taj wi d dan Terjemahannya, (Be
Makmur, 2010).
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Dikarenakan nafkah untuk anak dan istri merupakan hak mereka dan
harus dipenuhi oleh seorang kepala rumah tangga sebagai tanggung
jawabnya. Selain itu juga dijelaskan terkait larangan Allah SWT untuk
tidak menghambuhamburkan harta untuk hal yang tidaklpe

Dalam pelaksanaan putusan Nomor
292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tidak ada masalah terkait hak atas nafkah
anak. Hakim dalam amar putusannya menjelaskan bahwa
AMenghukum Tergugat untuk memberi ka
2 (dua) orang anak yang masimgsing bernama 1) SMF, lahir 25
Maret 20B dan 2) SA lahir 27 Juni 2015, sejumlah Rp7.500.000,00
(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan
dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun sampai anak
tersebut berusia dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21
t a h dhAmar putusan tersebut tidak menjadi permasalahan karena
mudah untuk ditepati bagi Tergugat sebagai ayah yatapenaya
seorang aktor. Selain itu, kedua anak memang hahmptinggal
bersama Tergugat yang secara langsung telah dibiayai atas kehidupan
mereka.

Dengan demikian, tinjauas y a terkait penjagaan harta
(h i f-m 0 kdaktermasuk dalam problematika penelitian karena hak
anak atas nafkah kehidupan dan pendidikan telah terpenuhi dan tidak

menimbulkan dampak negatif bagi anakkan tetapi, terdapat

1625alinanPutusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.
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dampak lain terhadap Penggugat. Seharusnya Penggugat bisa
mendapatkan hak atas aspek penjagaan hartaf(-tn U Jayhkni
penerapanlwangsonfuang paksa).

Pada tahun 2012, Mahkamah Agung Rl mengadakan Rapat
Kerja Nasional (Rakernas). Salah satu hasilnya yaitu mengusulkan
penerapan hukumadwangsompada perkar&y'a [ a thékhasuh
anak)!® Dwangsommerupakan uang paksa atas hukuman yang telah
ditetapkan dalam putusan hakim bagi pihak yang tidak menjalankan
isi putusan dengan balk? Dalam hasil rumusannya dijelaskan
bahwa:

APut us an OaplearitkBihrasuh anak) pada
dasarnya dapat dieksekusi, akan tetapi pelaksanaanya
harus tetap mengutamakan pada aspek kepentingan dan
psikologis anak. Selain itu, hakim dapat menjatuhkan
hukuman kepada Terhukum dengan membayar
dwangsonuntuk meminimalisir kesulitan pelaksanaan
eksekusi 0.

Dalam perkara eksekusba i a ithekh asuh anak) ini,
Tergugat tidak kooperatif dalam menjalankan isi putusan. Tergugat
enggan memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan
anak. Dalam wawancara melalui media magsat(lbg, Penggugat
mengatakan:

APada saat ulang tahun Syarif ta

datang sendiri tetapi tidak dibukakan pintu. Makanya
kalau tadi pas eksekusi ada omongan dari keluarga

Bambang Heriyanto, dALegal Overview in the | mple
Admi ni st r alurhaVHuku@ Pewatutt, nad 2 (2021): 14156.
Ar ne Huzai mah dan Syaiful Aziz, AUrgensi Pener aj

Perkara Hadhéanah (Hak Asuh Anak) di Pengadilan Agama dalam Perspektif Mag&skichal ha, 60
Al-6 A d alb,ad 1 (2018): 12%ttps://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.3383
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kalau datang jangan rammame karena anak takut,
datangnya sendiri. Saya datang sendiri juga tidak
dibukain pintu. Dan setelah mendengar informasi dari

KPAI, ternyata Tergugat menyatakan untuk menolak
kunjungan saat anak ulang tahun karena tidak setuju
degman adanya &ksekusi anak. o

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa Tergugat tidak
kooperatif dalam pelaksanaan eksekusi. Jika dilihat dalam upaya
hukum di pengadilan, perkara telah berkekuatan hukum tetap dan
telah sampai pada putusdeninjauanKembali®® Akan tetapi,
Penggugat dalam petitum ataupun posita gugatannya tidak
mencantumkanpermohonandwangsom(uang paksa). Sehingga,
dalam amar putusan baik di tingkat pertama, banding, kasasi, hingga
Peninjauan Kembali, majelis hakim tidak menjatuhkan hukuman bagi
Tergugat untuk membayedwangsonfuang paksaj®’

Dengan demikian, upayaukum dwangsom(uang paksa)
tidak dapat menjadi solusi dalam perkara ini dan putusan akan
menjadiillusoir (hampa) Hal ini merupakan salah satu dampak bagi
Penggugat dengan tidak mendapatkan haknya. Selain tidak

mendapatkan hak atas kedua anak karena gagalnya eksekusi,

Penggugat juga tidak mendapatkan sejumlah uang yang seharusnya

165Tsania Marwah Gagal Eksekusi Anaknya dari Atalarik, Esge Entertainment, 30 April 2021,
https://www.youtube.com/watch?v=KL5b4zE7tho&t=3s

1665istem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A, diakses 4 Agustus
2023,SIPP (pacibinong.go.id)

A de Dar mawan, fil mplementasi Pelaksanaan Dwangsor
El-l gt hi sadi. : Jurnal Hukum Ekonomino 3{Ra20)i78h Fakult
https://doi.org/10.24252/éfthisadi.v1i2.11892.
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sebagai hukuman terhadap Tergugat yang tidak menyerahkan anak
secara sukarela\yangsom
2. Ma Hl gdigbersifabUj 0y ah
Ma 'Hl ay@mrghbersifat&Uj 0adalan kena HI an Gang
memiliki tingkat kebutuhan hidup manusia di bawah tingkaa r.T r ¢
Namun, manfaatnya tidak secara langsung membantu memenuhi
kebutuhan pokok i(a r)l dal@m tujuans y a,rtetapi secara tidak
langsung membantu memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selain itu, jika
tidak diterapkan dalam kehidupan manusiaa Hl a Oa h dagéitVj oy a h
menyebabkan kerusakan lima tujusry a, rtedapi hanya secara tidak
langsung.Dalam tingkatO' U j {meadhindari larangan tersebut adalah
baik atauma HI A% a h
Perkara dalam putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

merupakan perkar®a i a (hdkhasuh anak). Hal ini telah dijelaskan
dalam kitab-Gharzya o0l yempashk earsjihd du Imi n |
al-U 'H Tbhhwa memberikan hak dalam pengasuhan anak, baik mengasuh,
mendidik, menyusui, serta memenuhi kebutuhan hidup anak merupakan
perkara yang masuk dalam tingkatan tertinggi yditar T % y a h .
Sedangkan terkait pelaksanaan putusan (eksekusi), anak menolak ikut
dengan ibunya merupakan hak anak dan harus mengutamakan kepentingan

anak juga merupakan aspek dari tingkdtaa r 1 r D@y pagaran di atas,

¥Muhammad Nabiel Aufa dan Risma Nur Arifah, @APemk
dalam Perspektif Imam # h a z @&kina: dournal of Family Studie® no. 2 (2022): 116,
https://doi.org/https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1430

169A| -Ghazali Al-Mustashfa Rujukan Utamaf) | F565q h
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peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak ada aspek
yang berkaitan dengana 'Hl a ®ah &Uj gy ah.
3. Ma Hl ydighersifat aOs dndyah

Ma Hl aOah  tmerGpakam &eyaa'Hl s Oymrg tidak
memenuhi kebutuhan hidup manusia sampai tingkatr dan Baji,
namun kebutuhan tersebut harus dipenuhi untuk memberikan
kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Dalam bemtu®s o n o
ini, ma HI @gaalikaitkan dengan lima kebutuhan utama manusia yakni
lima tujuans y a.¥%a 6

Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg berisi tentang
penetapai®a | adatldebagai dasar atas pelaksanaan ek€@lausi a n U h
(hak asuh anak). Pelaksanaan eksekusi harus mengutamakan kepentingan
terbaik bagi anak. Hal ini merupakan aspek poKola(r T . Begngah
demikian, menurut peneliti perkara ini tidak terdapat aspek yang berkaitan

dengamma Hl aOah tadsongyah.

Dari ketiga klasifikasima 'H| anfisatah di atas, hasil analisis
ma Hl a &ah | mWms fad adilpaykara eksekuéya i a (hald asuh
anak) pasca putusan banding Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg ini masuk
dalam masuk dalama 'H| &inQlath a r T rdéngaa &spek penjagaan jiwa
dan akal. Selain analisis dari Kklasifikasi, perkara ini juga harus memenuhi

syaratsyarama Hl a Oa h | mmS md aydilugebagai berikut:

"Suansar TKeaCbhcept of Magashi d ShGhazaliGamd®: A Compa
Sy©ti b’ 0 Blizahib, ma1 J(B0LL8): 4762, https://core.ac.uk/download/pdf/229570086.pdf
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a. Ma Hl &h&iss Isesuai dengan tujusry a yagudnenjaga agama, jiwa,
akal, keturunan, dan harta.
Sesuai dengan lima tujuas y a ryan@ telah dipaparkan,
pelaksanaan eksekudia | a (hdkasuh anak) pasca putusan banding
Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg telah sesuai dengan syarat yang pertama
ini, yakni penjagaan tujuars y a.rTardapat korelasi antara aspek
penjagaan jiwa dan penjagaan akal dalam pelaksanaan eksekusi. Dengan
demikian, perkara ini tergolong dalam perkara Hl a @a h | midms al a h
a-kGhaz Ul §.
b. Ma HI adbigthrmasuk dalam tingkathrar T r 9y a h
Tel ah di papar kan t eGhazl ogpecadlapm
kitabnya yang berjuduil-Mustafa min lImi alU 'H1bhhwa memberikan
hak dalam pengasuhan anak, baik mengasuh, mendidik, menyusui, serta
memenuhi kebutuhan hidup anak merupakan perkara yang masuk dalam
tingkatan tertinggi yaitd a r 1 ri’&Terkdit perkara eksekuéfa i an Uh
(hak asuh anak) pasca putusan banding Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg
telah dipaparkan secara rinci di sub bab sebelumnya bahwa perkara ini
masuk dalamma H| air@lkatani a r T rkgrgna mempertimbangkan
kondisi psikologis anak. Dengan demikiana H| alddsantperkara ini

telah sesuai dengan syama Hl a OGa h | mmStmd a bl o

171A| -Ghazali Al-Mustashfa Rujukan Utamaf) | F565q h
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c. Ma 'Hl aé¥astberdasarkan pada kepastian degi B u r 6 Un , hadi s

dani j mU6

Salah satu persyaratana Hl a Oa h yaitu tidakaadamya
dalil khusus yang membatalkan atau membenarkaliA@etiap hukum
permasalahan yang ada pada kehidupan ini, tidak semuanya diatur dan
dijelaskandalama@ur 6 Un dan hadi s. |-wihspm menerm
dasar yang dapat digunakan olehjtahid (ahli figh) dalam melakukan
pembaruan dan pengembangan hukum. Salah satu prinsipnya yaitu tujuan
s y auntakdmenciptakan kea H| an @b al-ma s Q%% h

Adapun dalam pelaksanaan putusan Nomor
292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg yakni ekseku€ia i a ithBkh asuh anak)
menimbulkan polemik akibat anak menolak untuk dieksekusi dan tidak
adanya itikad baik dari Tergugat. Mengingat ekse&iaii a (hali hsuh
anak) tidak diatur secara eksplisitdalar@al r 6 On , |kimhlfigls , ki t ak
bahkan undangndang di Indonesia. Maka dari itu, penyelesaian dapat
menggunakan teorma 'H|l as@badai tolak ukur dalam penentuan
pelaksanaan eksekua [ a (hdk tasuh anak) dengan memperhatikan
kema H| an @dain aspek kepentingan dan psikologis anak. Jika eksekusi

anak dilakukan secara paksa akan menimbulkemiké aanl# t

1725ytisna et al Panorama Maqoshi® y aah @éndung: CV. Media Sains Indonesia, 2021).

“Ahmad Muni f Sur at maput r aGhzaliit®heangr Maglamaharsalah Pe mi ki r @
dengan Pembar uaMISYKRATkJurnmal limalinileAkQudan, Hadis,S y aah aah

Tarbiyah3, no. 2 (2018): 2%ttps://doi.org/10.33511/misykat.v3n2:24.

Mu h amma d REimtgrpretasiPerdbahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif

Ma s | a Jumal Aladau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islai no. 1 (2020): 5%9,
https://doi.org/10.24252/ajadau.v7i1.14435.
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Terdapat dalil terkait langkah untuk mewujudkamie H| e O'a t
ketika terjadi perselisinan. Dijelaskan dalam Q.Nans a6 ayat 59, .

SWT berfirman:

~

Artinya: -6rath@ iyang ohberanary taatlah
kepada Allah dan taat kepada Rasul dan ulil ainri
antarakamu. Apabila kamu berselisih tentasgsuatu
maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, apabila
kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang
demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus
aki batnyaNios a(6QiP.] :a6n9 ) .

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa, apabila terdapat suatu
permasalahan atau perselisihan maka kembalikan kep&@a al 6 Un d an
hadis untuk mengetahui hukumnya daripada hanya beradu paham. Dengan
demikian dapat berlaku adil dalam memutuskan perselisiiayat ini
menerangkan untuk menjadikan@ur 6 Un dan hadis sebac
pokok pada sumber kea 'H| am ®aika sedang terjadinya perselisihan
diantara umat manusia.

Sesuai dengan ayat tersebut, permasalahan dalam pelaksanaan
eksekusi Oa i a n(@dk asuh anak) pasca putusan Nomor
292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tersebut harus dikembalikan pada ketentuan

nall bai-Qud@&aUm,nj anadpursy,i y Bhsa dasarnya,

17 ementerian Agama Rl, Qur 6 Un Taj wid dan Terjemahannya, (Be
Makmur, 2010), .
78T afsirq, diakses 14 Agustus 20Zrat AnNisa' Ayat 59 | Tafsirg.com
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semua yang diatur dalam a Hdrsebut adalah untuk mewujudkan
kema 'H| amn Gnaat’” Dengan demikian, menunda pelaksanaan eksekusi
Oa i a(hald &suh anak) untuk menjaga psikologis anak merupakan upaya
terbaik untuk memberikan kea 'H| an @an tmenghindari keu | aan a t
bagi anak.

d. Ma HI addgbersifakulllyah(general dan menyeluruh)

Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk diterimanya
ma Hl a Oa h adalamkslizydhayhitu suatu perkara yang bersifat
general dan menyelurdf Sengket®ya i a(hald asuh anak) merupakan
perkara yang kerap terjadi pasca perceraian, begitupun ekéaukia n U h
(hak asuh anak) juga kerap terjadi. Adapun data perkara permohonan
Oa i a yafighdimohonkan di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia

sebagai berikut’®

1800 1610
1600 1437 1420
1400
1200
1000
800
600
400
200 47 69

0 — | |

2018 2019 2020

m Tingkat Pertama ®m Banding

Grafik 3.1: Data Perkara Permohondma i a sellhtonesia

Yipuf fah Yumni, AiKemas!| ahat-8wna déNzamya/h nos2p Magash
(2016): 4757, https://doi.org/10.30821/niz.v6i2.70.

1787 .Ghazali Al-Mustashfa Rujukan Utamaf) | F568q h

1"Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (mahkamahagung.go.id).
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Dari grafik tersebut, di tahun 2018 terdapat 1437 permohonan
Oa i ayarghliajukan di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia, dan 47
perkara diantaranya diajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi
Agama. Pada tahun 2019, terddpajakanpermohona®a i a kuréry
lebih 12% dari tahun sebelumnya, total keseluruhan yang dimohonkan
yakni 1610 perkara dengan 69 perkara diantaranya dilakukan upaya
hukum banding. Sedangkan pada tahun 2020 terdapat penurunan kurang
lebih 12% dari tahun sebelumnya, yakni terdap&20l permohonan
Oa i asePemgadilan Agama di Indonesia.

Adapun kumulasi dari data perkara permohonan eksekusi
Oa i adl Asuh anak) yang terjadi di beberapa satuan kerja di bawah

Pengadilan Tinggi Agama yaitu sebagai berikut:

20 18
15
10
6
5 4
0
PTA Bandung PTA Jakarta PTA Banten

Permohonan Eksekusi Hadhanah

Grafik 3.2: Data Perkara Permohonan Eksekdadhanah
Paparan data tersebut merupakan kumulasi total dari permohonan
eksekusiD'a [ a (hdll hsuh anak) di beberapa Pengadilan Agama hingga
penelitian ini dilakukan. Terdapat 18 permohonan eksekusi di beberapa

satuan kerja di bawah Pengadilan Pengadilan Agama Bandung. Satu
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diantaranya terjadi di Pengadilan Agama Cibinong, yakni permohonan
eksekusi pada perkara Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa perkara permohonan
eksekusiOa | a méiupakan perkara yang bersitailliyah (general
menyeluruh) dikarenakan perkara tersebut kerap terjadi di beberapa
Pengadilan Agama. Akan tetapi, tidak dari semua perkara tersebut anak

menolak untuk dilakukan eksekusi.

C. Reinterpretasi Hukum terhadap Vacuum of Norm pada Pelaksanaan
Eksekusi® a | a fHakhAsuh Anak)

Sering kali ditemukan kebuntuan dari aparat penegak hukum dalam
memutuskan suatu perkara. Hal ini dikarenakan adanya rumusan dari beberapa
pasal yang tidak jelas, tidak lengkap, serta ppashl yang bersifat statis dan
tidak fleksibel dalam mengikuti perkembangan zadf&mengan demikian,
diperlukan suatu instrumen untukenyelesaikarpermasalahan seperti ini,
yakni dengan melakukan penemuan hukum ataupun penafsiran Httkum.

Reinterpretasi hukum yang dimaksud dalam poin ini lebih
menekankan pada kemungkinan adargiaterpretasatau penafsiran ulang

terkait hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dalam konteks eksekusi

80Ma h muReintergretasiu k um é Anak di Luar PundakgPerkawisan 6 dal am

1974 (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pr
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian lImu Hukum 8, no. 1 (2020),
https://doi.org/10.14421/sh.v8i1.2048.

BMuwahid, fAMetode Penemuan Hukum (Rechtsvinding)

Hukum yang TRelsdpnesias Jodirnaltof Islamic Family L&#%, no. 01 (2017): 225
48, https://doi.org/10.15642/ALHUKAMA.2017.7.1.22248
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Oa i a fndktasuh anak). Anaénak yang menolak dalam proses eksekusi
Oa i a (ndklasuh anak) akan mempertanyakan atas relevansi dan validitas
dari reinterpretasterkait proses eksekuéfa i a (ndk lasuh anak). Mereka
suatu saat akan mencari penjelasan yang lebih kontekstual dalam
mempertimbangkan perkembangan psikologis, perubahan sosial, serta nilai
nilai kemanusiaan dalam Islal¥. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam
dan hukum positif di Indonesia harus dinamis dan dapaintierpretasian
ulang sesuai dengan perubahan konteks kemanusiaan dan sosial saat ini sesuai
tujuans y a.r a 0

Dalam pelaksanaan eksek@®a | a (hald hsuh anak) pasca putusan
Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg lebih menekankan untuk dilakukannya
penafsiran ulang terhadap rumusan ppsahl dan juga kaidah hukum Islam.
Penafsiran ini dapat dilakukan dengan cara mengamati konteks konkret antara
kejadianpada masa Nabi Muhammad SAW dengan masa Islam pada zaman
dan ini, sehingga dapat mengimplementasikan kandungan dardaldlil
sesuai dengan kontegsrkembangagaat ini yang dinami€?

Dasar hukum terkaitQ’a [ a rthBkh asuh anak) memang telah
dijelaskan secara rinci dalaral-Q u r 6m&wmpun hadis yang kemudian
dijadikan sebagai dasar hukum dalam penetapan hak asuh anak di Indonesia

yakni dalam Kompilasi Hukum Islam (KHBkan tetapi,dasarpelaksanaan

82Abd. Ghaf f Reinterprét@keksal dan Kontekstual Terhadap Hadis Kepemimpinan
Wa n i AHSANA MEDIA Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Keislabao. 2 (2019):

17 23, https://doi.org/10.31102/ahsana.5.2.201247

Abd. Ghaf f Ranterprdt&sbeksma #an Kontekstual terhadap Hadis Kepemimpinan
Wanitao.
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eksekusi®a | a (hdkhasuh anak) selama ini hanya terdapat hukum yang
mengatur terkait eksekusi kebendaan £ja.

Dijelaskand al am H. R Abl DUOwid No. 1938 da
Hukum Islam bahwa hak asuh anak yang betoamayyizberusia 12 tahun)
jatuh kepada ibu. Meskipun tidak menjelaskan terkait eksékasl a, daSan
hukum tersebut dapat direinterpretasikan atau ditafsirkan ulang dalam konteks
eksekusO a [ a (hdld hsuh anak).

Pelaksanaaekskeusi’a | a petiah terjadpada masa Rasullulah.
Pada saat Siti Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad bifaldaritsah
pun dihadiahkannya kepada Rasulullah. Setelah bergaul beberapa lama,
hubungan keduanya menjadi sangat akrab dan saling menyayangi, walau Zaid
ketika itu masih berstatus sebagai seorang budak. TEdakkemudianherita
itu terdengar oletayahZaid yang tengah mencari anaknya tersebut. Setelah
bertemu dan mengutarakan apa yang dia inginkan kepada Rasulullah, akhirnya
Rasulullah tidak bisa berkata appa melainkan memberikan keputusan
sepenuhnya kepada Zaid, yaitu antara memilih tinggal ber&asal atau
pulang ke rumah orangtuanya. Namdaid memutuskan untuk tetap tinggal
bersama Rasulullah dan semenjak itulah Rasulullah memproklamirkan Zaid

sebagai anak angkatny.

¥Dal am pasal 196 HIR dijelaskan terkait eksekusi
menjalankan isi putusan dengan sukarela, maka pihak yang menang dapat melakukan permohonan

baik lisan mau tulisan kepada ketua pengadilan agama negeri. Untulankap keputusan

tersebut, ketua pengadilan memerintahkan kepada juru sita untuk melakukan pemanggilan kepada

pihak yang kalah untuk diperingati dan supaya ia dapat menjalankan keputusan dalam tempo yang

telah ditentukan oleh ketua pengadilan yakni seldneal apan har i 0.

185 Yund Isra, Zaid bin Haritsah; Anak Angkat Nab® Janud 2018, diakses pada 12 Desember

2023, https://bincangsyariah.com/khazanah/#aiict haritsahanakangkatnabil.
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Dalam pelaksanaan eksek@a | a (hald hsuh anak) pasca putusan
Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg kedua anak yang dalam putusannya jatuh
kepada ibu menolak untuk dieksekusi hingga perkara ini telah sampai pada
putusan Peninjauan Kembali. Bahkan, hingga penelitian ini dilakukan anak
masih berad pada asuhan sang ayah tddak adaupaya eksekusi lanjutan.

Sesuai dengan problematika iperlu adanyareinterpretashukum
dengan metodeeinterpretasikontekstual yakni menafsirkan suatu hukum
sesuai dengan keadaan di masyarakat untuk mencapai keadilan dan
kema HI| am®faSelain itu, denganmenggunakanmetode reinterpretasi
sistematis, yaitu menafsirkan pasatudengan pasglasal lain yang masih
berhubungan meskipun berbeda undandang'®’ Dalam perkara ini
diperlukan untukmenafsirkanpasal 105 Kompilasi Hukum Islam dengan
bantuan kaidafkaidah hukum Islam, undangdang perlindungan anak dan
hak asasi manusia, serta Konvensi Hak Anak, sehingga hukum akan menuai
kema 'H| an @hakK, sosial, dan kemanusiaan.

Terdapat beberapa kaidabkumyang dapat dijadikan sebagai dasar
reinterpretashukum dalam perkara eksek@@ia | a (hdk hsuh anak), antara

lain sebagai berikut:

¥Enju Juanda, fi Ko n st rReiktsrpretasHuukk uungyrdlialimianMzalubo d e
Justisi4, no. 2 (2017): 16&ttps://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.322

BMuhammad Nur Khol i s ReaintednetasHukuentAplikaki dalam fHdkent o d e
Keluarga | sl am d #&sas\WakTamnlonmurn® Kukumi, Rehdjdikan Dan Sosial
Keagamaar®, no. 1 (2022): 1536, https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i1.1347.
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fiTidak diingkari adanya perubahan hukum disebabkan oleh

berubahnya masao.

AHukum itumaédaedleyangk®ebi h kuat o.

Pembaruan hukum di Indonesia merupakan suatu keniscayaan. Selain
adanya perubahan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, serta dampak dari
pembaruan menyebabkan pintu ijtihad selalu terbuka dalam menemukan
hukum terhadap problematika bafd.Sesuai dengan kaidah hukum di atas,
dapat digunakan untuk mencapainka 'H| am @agt anak sebagai objek
sengketa yang juga dilindungi oleh negara.

Kebijakan hukum terkait sengket&’a I a r(Hadlkh asuh anak)
tergantung pada undaumdang yang berlaku di suatu negara. Akan tetapi,
tujuan umum dari adanya suatu kebijakan pasti untuk mendapatkan
kema 'H| am Oamit umat. Hal ini untuk mengutamakan perlindungan dan
kepentingan anak® Demi menjaga kma 'H| e QGimat, tidak menutup
kemungkinan suatu hukum tersebut mengalami pembaruan. Hal ini karena

prinsip utama berlakunya suatu hukum di masyarakat adalah untuk

18Djazuli, H.A., KaidahKaidah Fikih.8.
Fitri, fAPembaruan Hukum Keluarga di il ndonesi
21, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pembdrulanmkeluargadi-

189A |

indonesiamelalurkompilasihukuntislam-oleh-al-fitri -s-ag-s-h-m-h-i-16-10.

190||
dal

C

ham Jaf ar, Nur Mo hamad Kasi m, dan Dol ot Al ha

am Penyelesaian Per kar a P elouenal iofhCampahensiveA n a k

Science?, no. 5 (2023): 1201.208,https://jcs.greenpublisher.id/index.php/jcs/article/view/337

AKi
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menciptakan keadilan berbasistka 'H| am (dag tentunya tidak bertentangan

dengan aturaaturan dalaim a #Bur 6 Un d¥n sunnah.

Adapun dalam hukum positif di Indonesia, anak memiliki

perlindungan penuh yang dijamin oleh negara dalam hierarki peraturan

tertinggi yakni Pasal 28 Ayat 2 Undatipdang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 19482 Selain itu, dijelaskan pula terkait akk anak dalam
Pasal 4 hingga Pasal 18 Undduoigdang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak jo. Unddsmmgdang Republik Indonesia

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungdarak 13

Pada dasarnya hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia,

sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 66 Urdadgng Republik

Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Mantfs@elain dari

peraturan yang ada di Indonesia, Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai

¥Hul aimi Azhari, APembaruan I slam Bidang H
Egaliter Pr i a Jurmhla ®eneliiéan n Aghnaa,2y no. 2 (2020): 1737,
https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/567/504

ukum Ke

192Setelah diamandemen, Pasal 28 UUD 1945 terdiri dari Pasal 28A sampai 28J yang melengkapi

wujud implementasi hak asasi manusia dalHdD Tahun1945.Makna dariPasal 28 UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yakni negara menjamin hak asasi manusia secara menyeluruh yang

mencakup hak hidup, hak membentuk keluarga, mendapat perlindungan dari kekerasan
diskriminasi, mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutdasar, perlakuan yang sama di
mata hukum, hak memeluk agama, dan beribadat menurut agamanya, -thak refnya

¥ Cholidah Hanum, fAPerlindungan Hukum atas
Jurnal Meta Yuridi2, no. 1 (2019): 3342, https://doi.org/10.26877/m.v2i1.3520.

dan

Hak Ana

1%4Bunyi Pasal 66 Undangndang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia: fAHak untuk mendapatkan perl akuan
memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dapisahkadidari

secar a

orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan
lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Hak untuk membela diri dan

memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yangtdlajan tidak memihak dalam sidang yang
tertutup untuk umum. 0
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perjanjian yuridisnternasionayang mengikat antar negara guga menjamin
perlindungarhak bagi anak®

Dalam perkara putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, meskipun
putusan pengadilan menetapkan Penggugat sebagai pent@gahga (nak h
asuh anak) secara penuh atas kedua alamkanak menolak ketika saat
dilakukan eksekusi terhadapnyaru sita dilarang untuk memaksa atas hak
anak dalam menentukan pilihannya.

Menurut analisis dari peneliti, ketidaktegasan dari juru sita dalam
menjalankan isi putusan justru melindungi dan memperjuangkan hak anak.
Selain itu, juru sita juga menegakkan asas lex superior derogat legi inferior.
Maksud dari asas ini adalah peratupematuran yang lebih rendah tidak boleh
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hierarki peraturan
perundangundangan, putusan hakim memiliki kedudukan lebih rendah
daripada berbagai undangdang yang telah dipaparkan di atas.

Juru sita dalam menegakkan hukum ini telah sesuai dengan undang
undang, yakni untuk melindungi hak anak dan bukan memperjuangkan hak ibu
sebagai pemegang “MaManUh (hak asuh anak
Hal tersebut juga tercantum dalam putusananding Nomor
292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya

mencantumkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the

19Dalam Mukadimah Deklarasi Hak Anak, terdapat 10 asas yang menjelaskan terkeik lzaiak,

salah satunya dijelaskan bahwa kepentingan perlindungan dan pertolongan merupakan hal utama
bagi anak. Li hat . Silvia Fat mah NamentasinyaSdh ob a h, f
I n d o nRBISAN:aural Imiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sdsiab. 2 (2019): 118

40, https://doi.org/10.31595/biyan.v1i2.211.
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child). Hal ini menjadi suatu kedewasaan dari juru sita, dimana ketidaktegasan
tersebut merupakan ketegasan itu sendiri. Ketidaksesuaian antara hasil
eksekusi dengan putusan justru menegakkan hak anak dan juru sita dalam hal
ini benar ketika menundadantd ak mel anj ut kan proses ek:
asuh anak). Il nilah yang disebut dengal

hukum yang sejalan dengan kai dah fi

NA o

dihilangkan (@8}R&

Selain demi kepentingan anak, bagaimana defeaman hukum
terhadap pemohon eksekusi atas kedua amaag tidak dapat dieksekusi
sedangkaperkara telamencapai upaya hukum Peninjauan Kembali dan tidak
dapatdiajukanupaya hukum lainnyedDengan adanya problematika tersebut,
diperlukan reinterpretasi hukum atau penafsiran ulang terhadap hukum
eksekusi’a | a di lddonesia. Friedman menjelaskan terkait tiga aspek dari
sistem hukum yang dapat menjalankan suatu hukum, lajli substance,
legal structuredanlegal culture
1. Perubahathegd Substanc¢Substansi Hukum)

Substansi hukum yang dimaksud adalah substansi yang
menentukan berjalannya suatu hukum meliputi aturan hukum, norma, asas,
termasuk putusan pengadif&fi Diperlukan perubahan terkait subtansi
hukum, yakni sebagai berikut:

a. Regulasi terkait prosedur pelaksanaan ekseéRasii a n U h

19Friedman Lawrwnce M., The Legal System (A Social Socience Perspgctilew York: Russel
Sage Foundation, 197543
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Secara prosedur, proses pengajuan permohonan ek&ekukia n U h
sampai pada tahap perintah pelaksanaan eksekusi tidak banyak hambatan
karena sudah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Namun, secara fakta,
ketika proses pelaksanaan eksekusi di lapangan terdapat beberapa kesulitan
seperti pihak termohon eskekusi gag menyerahkan anak kepada
pemohon eksekusi, pihak termohon eksekusi menghalalaggi dengan
memberikan ancaman untuk melakukan tindakan kekerasan apabila anak
tersebut diambil secara paksa, anak disembunyikan oleh pihak termohon
eksekusi dan anak serididak mau kembali kepada pemohon ekseki/si.

Dengan demikian, dalam proses eksekusi harus didasarkan pada rasa
kemanusiaan damendasarkan kepentingan terbagi bagi anak penggunaan
bantuan pihak keamanan, psikolog, merupakan cara terakhir yang dapat
dilakukan apabila jalan damai dan pendekatan melalui mediasi gagal
dilakukan.

b. Perubahan pemegang Hala | a dalérh KHI

Terdapat dua jenis kebutuhan pemeliharaan anak dalam psikologi
hukum, yaitulegal custodyyakni kebutuhan pemeliharaan anadrupa
biaya, penghidupan, kesehatan dan lainnya sesuai dengan hukum
merupakan tanggung jawab dari ayah dan ibu, namun lebih dominan dari
ayah. Selain itufisical custodyyakni kebutuhan pemeliharaan anak secara

fisik dikarenakan anak belum mampu memelihara dirinya sendiri baik

19"https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ekseainakdan
problematikanyali-indonesiaoleh-gushairis-h-i-mcl
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jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu, mandi, pelayanan
makan, belajar, teman bermain, dan tumbuh kembang'&hak.

Secara umum pengasuhan anak diserahkan kepada salah satu pihak,
jika diantara keduanyidak memiliki hal yang menggugurkannya sebagai
pemegang hak asuh anak perlu dikemukakan pengasuhan anak bersama
(shared parenting yang dilatarbelakangi oleh kepentingan terbaik bagi
anak. Hal ini juga dilatar belakangi oleh adanya paradigma di masyarakat
bahwa siapa yang memegang hak asuh menjadi tangung jawab penuh untuk
mengurus anak. Maka sering timbul pihak atau keluarganyahakzmg
halangi pihak lainnya untuk bertemu dengan anak. Dengan adanya
pengasuhan bersama dapat dijadikan sebagai paradigma baru dalam
pelaksanaan®'a | a rséhimgga tidak dapat menimbulkan sengketa
Gai a®0h

2. Perubahahegal StructurgStruktur Hukum)

Struktur hukum merupakan selirutstitusi hukum beserta aparat
seperti pengadilan beserta hakim, jaksa, mediator, dan lainnya. Sebagai
lembaga penegak hukum, harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,
fifiat justitia et pereat mundos(meskipun dunia runtuh hukum harus

ditegakkany%°

Msyafi dah Sukaimi, APeran Orang Tua Dal ampembentt
Per ke mban gManwah: 3utna mergmpuan, Agama dan Jend2; no. 1 (2013): 81,
https://doi.org/10.24014/marwah.v12i1.515.

Maghfirah dan Gushairi, fAKonsep Shared Parentin
PerundandJndangan Per kawi nanJuina He&un IHao0,tne. € (2020 er , 0
185202, https://doi.org/10.24014/jhi.v20i2.12169.

20%Friedman, Lawrwnce M., The Legal System (A Social Socience Perspectiva), New York: Russel

Sage Foundation, 197543
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Dalam perkara eksekusi®a [ a, n fehentu berhasilnya
pelaksanaarQ’a | a mddlah pada mediator ketika dalam persidangan.
Dengan mediasilah para pihak diberikan pencerahan terkait kepentingan
terbaik bagi anak, psikologis, mental, dan juga pendidikaffhy@engan
demikian, peradan kompetensnediator harus lebih ditingkatkan sehingga
dapat melakukan pendamaian antar pihak dan mergeneminimalisir
terjadinyaeksekusterhadap anak
. Perubaham.egal Culture(Budaya Hukum)

Budaya hukum merupakan sikap atau perilaku seseorang terhadap
suatu hukum atau norma. Budaya hukum ini merupakan bagian dari
kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap hukum yang berlaku. Semakin
tinggi kesadaran hukum masyarakat maka dengan mudah menciptakan
budaya hukum yang baik dan memperbaiki citra hukum yaragnseini
dipandang tidak seimbang oleh masyara¥at.

Dalam perkara eksekusi hak asuh anak, perlu dilakukan perbaikan
budaya hukum yakni dengan peningkatan kesadaran dari makna dari
pemegang hak asuh anak kepada pihak berperkara baik ayah, ibu, dan
keluarga pihak, perlunya kesadaran hukum dari advokat urdénktnalkan
pikiran kliemya bahwa dengan memperebutkan hak asuh anak dapat

menimbulkan dampak negatif bagi anak di masa depan.

20https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/eksenetdan
problematikanyali-indonesiaoleh-gushairis-h-i-mcl

20%Friedman, Lawrwnce M., The Legal System (A Social Socience Perspectiva), New York: Russel
Sage Foundation, 197543



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, terdapat
beberapa kesimpulan sesdangartujuan penelitianMenurutteorima 'Hl a Ga h
mursalahl mUmGhad z Ul ¢, pel akaha padda puusas ek u's i
Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg masuk dalam tingkdtaa r T rkargna h
harusmempertimbangkan kondisi psikologis anak. Ketakutan anak dan juga
penolakan anak ketika dilakukan dieksekusi itulah sebagai pertimbangan dari
peneliti bahwa perkara ini tergolong padaa H| ad@lanh tingkatan
i ar 1 rkaneraipada hakekatnya, perlakuan eksekusi pada anak di bawah
umur memiliki implikasi terhadap psikologis mereka.

Selain itu, dari kelima tujuars y a,rpaldksanaan eksekusi ini
berdampak buruk pada aspek penjagaan jiwa € -taf9 ddn penjagaan akal
(hi f dagl) aahak. Dalam pelaksanaannya,nak tidak mendapatkan
perlindungan jiwayang menyebabkan anakengalamitrauma Gagalnya
eksekusi ini juga berdampak pada aspekjagaan akah(i f-aql). Béngan
adanya hambatan untuk bertemu dengan ibu, menjadikan anak kehilangan
sosok ibu. Anak tidak dapat mendapatkan kasih sayang dan juga pendidikan
moril layaknya analanak lainnya.

Terkaithukumandwangsontidak dapat diputuskan pada perkara ini

dikarenakan Penggugat tidalengajukan dalam gugatannydal yang harus

111
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diperhatikan yakni perlu dilakukaga reinterpretashukum serta penetapan
regulasi baru terkait eksekuSia I a umtlkhmeminimalisir putusan menjadi

illusoir (hampa).

Saran

1. Untuk pemerintah, diperlukan tindakan cepat sesuai dengan perkembangan
masyarakat saat ini yakni dengan membuat regulasi baru yang mengatur
terkait eksekustii a n UDengan demikiarputusan yang telah ditetapkan
oleh majelis hakim tidak menjadiusoir dan juru sita dapat menjalankan
eksekusi sesuai dengan regulasi yang ada.

2. Untuk peneliti selanjutnya yang menggunakan topik serupa terkait
penolakan anak atas eksek@Gaia n (Hak asuh anak), diharapkan untuk
mengkritisi dan menganalisis ulang dengan teori yang berbeda. Selain itu,
diharapkan pula untuk melanjutkan dan mengembangkan penelitian dengan
perkara yang sama apabila pada suatu saat perkara ini dimohonkan ulang

oleh Renggugat untuk dilakukan eksek@ia n U h
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LAMPIRAN -LAMPIRAN

A. Data Perkara di Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan

Agama Cibinong Kelas 1A

Nomor Perkara Penggugat Tergugat Status Perkara

1042/Pdt.G/2019/PA. Tszania Marwa Binti Mohamad Atalarik Syach Bin Fritz G S5chadt Permohonan
Cbn Rifat Tadjoedin Eksekusi

Data Umum | Penetapan | Jodwaol Sidang | Mediosi | Putusan | Banding | Kasosi Peninjouan Kembali

Eksekusi | Biaya Perkora | Rwayaot Perkara

Tanggal 1 Ee -
Pendaftaran Selasa, 12 Feb. 2015
= Fenguascon Andlk

Perkara

1042/Pt G/2019/PA Cbn
Selasa, 12 Feb. 2019

B

Penggugat
1 Tsania Marwa Binti Mohamad Rifat Tadjoedin

Kuasa Hukum
P ugat

o

1 Atalarik Syach Bin Fritz G Schadt

Kuosa Hukum
Tergugat

. Menyatakan dan menghukum Tergugat untfuk menyerahkon kedua anak sch Penggugat dan
Tergugaot vang masing-masing bernama Sycrief Muhammad fajr, lahir di Jokarta pada fangg
al 25 Maret 2013 don Aisyoh Shabirg, lohir di Jakarta podo tanggal 27 Juni 2013 berada dalam
pengasuhan dan pemelhoraan serfa perwalian Penggugot sepenuhnya.

Menetopkan biaya kebutuhan hidup yang menjadi tonggungon Tergugat kepodo Penggugao
t don kedua anak-anaknya sebesar Rp. 7.500.,000,00 (tujuh juta ima ratus rlou rupiah) untuk fia
o bulannva dilugr bioya Pendidikon dan bioya Kesehatan.

Menyatakan putusan hak asuh (hadhonoh) dapat dilokzonokan terebih dohulu serta merio
[uitvoerkaar bi) voorood) sekalipun ferhadop putusan tersebut dilokukan upoya hukum bandi
ng. kosasi otoupun perlowanan cleh Tergugaot.

4 Membebankon biaya perkara sesuai dengaon ketentuan hukum yvang berlaku.

SUB3IDER:

[

a2

Dan otouw apabilo Yong Terfnarmat Majelis Hokim yang menvidangkan perkora ini berpendapat lgin,
mcko mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-odilnya.
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NMomor Perkara Penggugat Tergugat Status Perkara

1042/Pdt.Gf2019/PA. Tsania Marwa Binti Mohamad Atalarik Syach Bin Fritz G Schadt Permohonan
Cbn Rifat Tadjoedin Eksekusi

Data Umum

Eksekusi | Bioya Perkara  Riwayaf Perkara

PENETAPAN HAKIM

Tanggal Penetapan MNama Hakim/Majelis Hakim Aktif

Selosa, 12 Feb. 2019 Mahison Dasa Brata Hakim Ketua
Selaga, 12 Feb. 2019  Haryadi Hasan Hakim Anggota Ya
Selosa, 12 Feb. 2019  |dawati Hakim Anggota Ya

PENETAPAN PANITERA PENGGANTI

Tanggal Penetapan Mama Panitera Pengganti Altif

Selasa, 12 Feb. 2019 Mumu Tidak
Selasa, 12 Mar. 2019 Pupu Saripuddin Tidak
Senin, 08 Jul. 2019 Dede Supriadi Ya

PENETAPAN JURUSITA PENGGANTI

Tanggal Penetapan Mama Jurusita Pengganti Alktif

Selaza, 12 Feb. 2019  Ade 3utizna Ya
Selasa, 12 Feb. 2019 Marwan Hasbialloh, 5.HI, M.H Ya
PEMETAPAMN SIDANG PERTAMA

Tanggal Penstapan Tanggal Sidang Pertama

Rabu, 13 Feb. 201% Rabu, 13 Mar. 201%

Penetapan Jodwal Sidang | Mediosi | Putusan | Bonding | Kososi | Peninjouon Kembal
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Status P

1042/Pdt.G/2019/PA. Tsania Marwa Binti Mchamad

Cbn

Rifat Tadjoedin

Tergugat

Atalarik Syach Bin Fritz G Schadt

Permchonan
Eksekusi

Data Umnum

1 Rabu, 13
Mar. 2019

2 Rabu, 27
Mar. 2019

3 Rabu, 10
Apr. 2019

4 Rabu, 24
Apr. 2019

5 Rabu, 08
Mei 2019

6 Rabu, 22
Mei 201%

7 Rabu, 29
Mei 2019

8 Rabu, 19
Jun. 2019

9 Rabu, 24
Jun. 20192

1 Rabu, 03 Jul.
0 2019

1 Rabu, 10 Jul.
1 2%

1 Rabu, 24 Jul.
2 2019

1 Rabu, 07
3 Agu. 2017

1 Rabu, 04
4 Sep.2019

Penetapan

12:00:00

09:00:00
s/d
09:20:00

0%:20:00
s/d
0%:25:00

09:00:00
s/d
10:30:00

10:00:00
s/d
10:15:00

0%:00:00
s/d
10:10:00

10:00:00
s/d
11:10:00

10:00:00
sfd
11:00:00

09:00:00
s/d
12:30:00

10:00:00
sfd
11:00:00

10:50:00
s/d
11:55:00

09:00:00
s/d
10:30:00

0%:00-00
s/d
10:20:00

09:00:00
s/d
10:15:00

Jadwal Sidang ‘ Mediasi

Putusan

Banding ‘ Kasasi

Peninjauan Kembali

Eksekusi ‘ Biaya Perkora ‘ Riwayat Perkara

Agenda

SIDANG PERTAMA

Panggil Kuasa Tergugat

Panggil kvasa Tergugat

Jawaban Tergugat

Replik Penggugat

Duplik Tergugat

Pembuktian Penggugat

Pembuktian Saksi Fenggugat

Pembuktian Tergugat

pembuktiian Tergugat lanjutan

Bukti lanjutan Tergugat

Pembuktian lanjutan

kesimpulan

BACA HASIL MUSYAWARAH
MAJELIS HAKIM

Ruangan

Ruang Sidang
[Pihak
Pertama Soja)
Ruang Sidang
4
[Pihak
Pertama Soja)

Ruang Sidang
4
[Semua Pihak)

Ruang Sidang
4
(Semua Pihak)

Ruang Sidang
4
[Pihak
Pertama Saja)

Ruang Sidang
4

[Semua Pihak)

Ruang Sidang
4
(Semua Pihak)

Ruang Sidang
4
[Semua Pihak)

Ruang Sidang
(Semua Pihak)
Ruang Sidang
[Semu: Pihak)

Ruang Sidang
4
(Semua Pihak)

Ruang Sidang
4
(Semua Pihak)

Ruang Sidang
4
[Semua Pihak)

Ruang Sidang
4
(Semua Pihak)

Alasan Ditunda

Panggil Tergugat

Panggil kuasa Tergugat

jawaban Tergugat

jawaban Tergugat

Duplik Tergugat

Pembuktian Penggugat

Pembuktian Saksi

Penggugat

Pembuktian Tergugat

pembukiion Tergugat

lanjutan

Bukti lanjutan Tergugat

Pembuktian lanjutan

kesimpulan

MUSY AWARAH MAJELIS
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Nomor Perkara Penggugat

Tergugat

Status Perkara

1042/Pdt.Gf2019/PA. Tsania Marwa Binti Mchamad Atalarik Syach Bin Fritz G Schadt Permchonan

Cbn Rifat Tadjoedin

Eksekusi

Data Umum | Penetopan | Jodwal Sidang | Mediasi | Putuson

Banding | Kasasi | Peninjoucn Kembal

Eksekusi

Biaya Perkora

Rwvayat Perkara

Data Penetapan Mediasi

Rob. 27 Mor. 2019
¥ pan AT R
1042/Pd G/201/PACon

Firdaus, SH

Data Mediator

MNon-Hokim

e Rabu, 27 Mar. 2019
M as
robw A Her 2
M as

Hasil Mediasi Tidck Berhosil
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Nomor Perkara Penggugat

Tergugat Status Perkara

1042/Pdt.Gf2019/PA. Tsania Marwa Binti Mohamad Atalarik Syach Bin Fritz G Schadt

Permohonan
Cbn Rifat Tadjoedin

Eksekusi

Data Umum | Penetapan | Jodwal Sidang | Mediosi | Pulusan | Banding | Kasasi | Peninjauan Kembali

Eksekusi | Bioyao Perkara
Riwayat Perkara

Tanggal

Putusan Rabu, 04 Sep. 2019

Putusan Verstek [itste]s

- Kompilasi Hukum lslam
Status Putusan Dikabulkan
kasin sayangnya terhodop anak tersebut;

8]
. Menghukum Tergugat untuk menyerahkon anak Aisyah Shalbira binti Atalarik Syach kepada P
enggugat;
Armcx Pulusan 5. Menghukum Tergugot untuk memberkan naflkah/biaya hidup anak tersebut setiop bulannya
sebesar Rp.3.750.000.- [iga juta tujuh ratus lima puluh rbbu rupiah) diluor bicya pendidikan da
n kesehatan dengan tambohan sebesar 10 % setiop tahunnya darl nominal yang dibenkan
ada tahun sebelumnya, sejak putusan ini mempunvai kekuoton hukum tetap sompeoi anak ter
sebut deweosa/maondin, dan atou sekurang-kurangnya telah berusia 21 Tahun;
4. Menolak gugatan Penggugaot selcin dan selebihnya;

MENGADILI
Dalorn Eksepsi -
» Menolok Eksepsi Tergugat;

Dalam Kenpens :

1. Mengcbulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat (Tsonia Marwa binti Mohamad Eifot Tadjoedin) don Tergugat (Atalar
ik Syach bin Fritz G. Schadf) selaku lbu kandung don Avah kandung dori analk 3yvanef Muham

mad Fon bin Atalarik Syach, loki-laki, lahir di Jokorta pada tanggal 25 Maret 2013 dan Alsyah
Shabira binti Atalarik 3yach, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2015;

. Menetopkan Penggugat (Tsania Marwa kinti Mohamad Eifat Tadjoedin) sebogai pemegang
hak asuh/Hadhanah terhadan anak Aisyah Shabiro binti Atalorik Syach, dengan tetop memb
eri ruang dan akses kepada Tergugot [Atalarik Syach bin Fritz G. Schodi) untuk mencurahkan

[l

e

Dalomn Rekonpensi:

1. Mengobulkon gugataon Penggugat Rekonpensi sebagian;

2. Menetapkan Penggugot Rekonpensi (Atalarik Syach bin Fritz G. Schadt] sebogai pemegang
hak asuh/Hadhanah terhadaop anak Syaref Muhammad Fojr bin Atalarik Syach, dengan teta
o member akses kepoda Tergugat Rekonpensi (Tsania Marwa binti Mohamad Rifat Tadjoedi
n) untuke mencurahkon kasih soyvangnya tefnadap anak terssbut;

3. Menolak gugotan Penggugat seloin dan selebihnya;

Dalam Konpensi don Rekonpensi:

Menghukum Penggugat konpensifTergugot Rekonpensi untuk membayar bioya perkara sebesar 1.3
86.000;- (satu juta tiga ratus delopan puluh enam rlbw rupiah);



128

DATA PARA PIHAK
D_'“flc’k'_' Diwakili Oleh
1 Pembanding Disamarkan Tidak
[Tergugat)]
2 Terbanding Disamarkan Tidak
[Penggugat]

DATA PEMOHON BANDING

Tanggal

Bl e ET Pemohon Banding Keterangan

Rabu, 18 Sep. Disamarkan
2019

TANGGAL PENGIRIMAN BERKAS BANDING

Tanggal Pengiriman

Berkas Banding Senin, 23 Old. 2019

Momaor Surat Penginman - y
Berkas Banding WI10.A21/1888/Hk. 05/ X /2015

PUTUSAN BANDING

Tanggal Putuson Banding [l et aseni b
Momor Putusan Banding [Pl e ReT sl W Ts fa
Amar Putusan Banding Dizamarkan

Hakim Ketua: Drs. H. U. WANUDDIM, 5 H., MH
Majels Hokimm Banding Hakim Anggota 1: Drs. H. MOHAMMAD MOR HUDLRIEM, S H., M.H.
Hakim Anggota 2: Drs. E. MASTUR TURMUDII, 5.H.

Panitera Pengganh KOSMARA, S.H.
Banding

Tanggal Penernmaan . T
Kembali Berkas Banding Jumat, 20 Des. 2019

Tanggal Pengarsipan
Banding

TANGGAL PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING

Nama Tanggal
1 Pembanding Disamarkan -
(Tergugat)
2 Terbanding Disamarkan Rabu, 08 Jan. 2020

[Penggugat)
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DATA PEMOHON KASASI

Tanggal

Pemohon kasasi Keterangan
Permchonan

Senin, 13 Jan. Disamarkan Keterangan:
2020

TANGGAL PENGIRIMAN BERKAS KASASI

Tanggal Pengirimnan

Berkas kasasi Kamiz, 20 Fel. 2020

Momor Surat Pengirinnan
Berkas kasasi

WI0.AZ1/400 [HEOS/I/2020

PUTUSAN KASASI

Tanggal Putusan Kasasi Selasa, 30 Jun. 2020

Mornor Putusan Kasosi 381 KiAg/2020
Amar Putusan Kasasi Disamarkan

Hakimn Ketua: Dr. H. Purwosusilo, 5.H., M.H.
Majels Hokim Kasos Haokim Anggota 1: Dr. H. AMuldi Arto, 2 H., M. Hom.
Hakim Anggota 2: Dr. H. Abdul Manof hMH

:‘:GI"IH‘E_FG Sl Mohammad Sapii, 5.Ag., M.Hum
Lasasi

Tanggal Penefimaan
Kembal Berkos Kasasi

Kamis, 19 Mow. 2020

Tanggal Pengarsipan
Kasasi

TANGGAL PEMBERITAHUAN PUTUSAN KASASI

Tanggal

1 Pemchon Dizsamarkan Rabu, 25 Mow. 2020
(Tergugat)

2 Termchon Disamarkan Rabu, 25 Neowv. 2020

(Penggugat)




DATA PERMOHONAN PK

Tanggal

Pemohon PK
Permochonan

Senin, 24 Mei 2021 Atalarik Syach Bin Fritz G Schadt

Keterangan

Pemohon [Tergugaot]

DATA MEDIASI

Tanggal Kesepokatan -
Perdomaian

Tanggal Pengajuan
Kesepaokatan -
Perdamaian

Data Mediator -

Tanggal Penginman Hasil
Kesepakatan ke MA

TANGGAL PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PK

1 Termohon [Penggugat) disamarkan

Tanggal

Kamis, 27 Mei 2021

TANGGAL PENERIMAAN MEMORI PK

Status

1 Pemochon [Tergugat) disamarkan

Tanggal

TANGGAL PENYERAHAN KONTRA MEMORI PK

Status

1 Pemochon [Tergugat) disamarkan

Tanggal

Kamis, 17 Jun.

2021

TANGGAL PENGIRIMAN BERKAS PK

Tanggal Penginman
E‘ﬁ'

PUTUSAN PK

Tanggal Putusan PK
Momeor Putusan PK 25/PK/Ag /2021

Amar Putusan PK

Panitera Pengganti  NEN RSP W VS R

TANGGAL PEMBERITAHUAN PUTUSAN PK

1 Termohon [Penggugat) disamarkan

Menolok permohonan peninjauan kemball dan pemohon peninjouan kembal ATALARIK
SYACH BIM FRITZ G. SCHADT | tersebut; Mebebankan kepoda pemohon Peninjauan Kembali
untuk membaoyar perkara dolam pemernksoon peninjouan Kembali ini sejumiah Ro.
2.500.000,00 [dua juta limaratus ribu rupich);

Hakim Ketua : Dr.H Amron Suadi.3H.MH MM
Majels Halam PE Hakim Anggeota 1 : Dr. H. Edi Riadi, 3.H., M.H.
Hakim Anggota 2 : Dr. H. Yasardin, 5.H., M_Hum.

Tanggal
Raobu, 2¢6 Jan. 2022

130
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DATA PERMOHONAN EKSEKUSI

Pihak Yang

Tanggal Permohonan Pemohon Eksekusi dimohonkan
Eksekusi

TSANIA MARWA Binti MOH. RIFAT TADJOEDIN [Kuasa dari

[fzmls; Vb Dze. 202 Penggugat : Tsania Marwa Binti Mohamad Rifat Tadjoedin)

STATUS PARA PIHAK
1 Atalarik Syach Bin Fritz G Schadt Termohan{Tergugat]
2 Tsania Marwa Binti Mohamad Rifat Tadjoedin Pemohon(Penggugat)

292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg
MENGADIL
I.  Menyatakan Permohonan Bonding Pembanding dapat diterima;

. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1042/Pdt.G/2019/FPA Cbn. tanggal 04
september 2019 Miladiyah bertepotan dengan tanggal 04 Muharram 1441 Hinyah, dengan
mengadii sendin sebogai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;

2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan (hadhanah) terhadap 2 (duag)
orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bemama 1) Syanef Muhammad Fajn, lahir
25 Maret 2013 dan 2] Aisyah Shabira lahir 27 Juni 2015, dengan perinfah agar Penggugat tetap

memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkurnpul dengan kedua orang anck
tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat.

Amar Putusan 3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan : 1) Syarief Muhammead Fajr, lahir 25 Maret 2013 dan 2)
Agelyle Bo =TT Aisyah Shabira lahir 27 Juni 2015 kepada Penggugat.

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anck yang
masing-masing bernoma 1) Syarief Muhammad Fajr, lahir 25 Maret 2013 dan 2] Alsyah Shalira lahir
27 Juni 2015, sejurnlah Rp?.500.000,00 (tujuh juta ima rotus ribu rupioh) setiop bulan dengaon kenaikan
sebesar 10% setiap tahun sampai anak tersebut berusia dewasa dan dapat mengurus din sendin (21
tahun);

5. Menolak gugotan Penggugat untuk selebihinya.
Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi unfuk seluruhnya.

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar bioya
perkara pada fingkat pertama sejumlah Rp1.386.000,00 (satu juta figo ratus delopan puluh enam ribu
rupiahy.

. Membebankan kepada Tergugot Konpensi/Penggugat Rekenpensi/Pembanding untuk
membayar biaya perkara poda tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus ima puluh ribu
rupiahy.
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Tanggal
Penetapan
Teguran
Ekselkusi

Rabu, 23 Des. 2020

Nomor
Penetapan
Teguran

Eksekusi

Tanggal
Pelaksanaan
Teguran
Eksekusi

Rabu, 17 Feb. 2021

Tanggal
Pelaksanaan Kamis, 22 Apr. 2021
Eksekusi

Tanggal
Penetapan
Penntah
Eksekusi Lelang

Tanggal
Pelaksanaan -
Eksekusi Lelang

Tanggal
Penyerahan -
Hasil Lelang

Tanggal
Penetapan
Perintah
Eksekusi Riil

Tanggal
Pelaksanaan -
Eksekusi Riil

Tanggal
Penetapan -
Non-Eksekusi

setaln ditegur tanggal 17 april 2021 Termehen eksekusi tidak meloksonakon amar putusan secarg
suka rela.

Eksekusi gogal dilaksanakan anak dalom keadaan didalom kamar terkunci dari dalam , seteloh
Keterangan pemohon berhasil bertemu anak, anak masuk kedalam kamar menolok ikut Pemohon selaku ibu
Lain kandungnya dan unfuk menjaga psikoklogi anak jurusita tidak melakukan vpaya dilvar upaya
persuasif
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Tergugat tus Perkara

042/Pdt.G/2019/PA.Cbn Tsania Marwa Binti Mchamad Rifat Tadjoedin  Atalarik Syach Bin Fritz G Schadit

Permohonan Eksekusi

. Data Umum | Penetopan

Jadwal Sidang ‘ hMedicsi

Putusan

Feninjauan Kembal | Ekzekusi

Bicya Perkaro ‘ Riwayat Perkarc

D
1

Selasa, 12 Feb. 2019

2 Selasa, 12 Feb. 2019
3 Selasa, 12 Feb. 2019
4 Senin, 08 Jul. 2019

5 Selasa, 12 Feb. 2019
) Raobu, 13 Feb. 201%
7 Robu, 13 Mar. 2019
& Rabu, 27 Mar. 2019
g Robu, 27 Mar. 2019
10 Rabu. 27 Mar. 201%
11 Rabu, 24 Jul. 2019
12 Rabu, 24 Jul. 201%
13 Rabu, 04 Sep. 2019
14 Rabu, 04 Sep. 2019
15 Rabu, 18 Sep. 2019
16 Jumat, 20 Sep. 2019
17 Senin, 04 Nov. 2019
18  Senin, 18 Nov. 2019
19 Kamis, 07 Nov. 2019

20 Senin, 28 Okt. 2019
21 Rabu, 20 MNov. 2019

22 Rabu, 20 Nov. 2019
23 Kamis, 21 Nov. 2019
24 Kamis, 21 Mov. 2019
25 3Selasao, 26 Nov. 2019
26 Jumat, 13 Des. 2019
27 Jumat, 13 Des. 2019
28 Jumat, 13 Des. 2019
29 Jumat, 13 Des. 2019
30 Rabu, 08 Jan. 2020
31 Senin, 13 Jan. 2020
32 Senin, 27 Jan. 2020
33 3Senin, 27 Jan. 2020
34 Selasa, 04 Feb. 2020
35 Senin, 10 Feb. 2020
36 Kamis, 13 Feb. 2020
37 Kamis, 20 Feb. 2020
38 Selaza, 30 Jun. 2020
3% Jumat, 23 Okt. 2020
40 Senin, 24 Mei 2021
41 Senin, 24 Mei 2021
42 Kamis, 17 Jun_ 2021
43 Senin, 21 Jun. 2021
44 Senin, 11 Gkt. 2021
45 Selasa, 25 Jan. 2022
46 Kamis, 10 Des. 2020

Pendaoftaran Perkara
Penetapan
Penetapan
Penetapan
Penetapan
Penetapan
Penetapan
Mediasi
Mediasi
Mediasi
Persidangan
Persidangan
Putusan
Putusan
Banding
Banding
Banding
Banding

Banding

Banding
Banding

Banding

Banding

Banding

Banding

Banding

Banding

Putusan

Banding

Banding

Kasasi

Kasasi

Kasasi

Kasasi

Kosasi

Kosasi

Kaosasi

Kaosasi

Kaosasi

Peninjouan Kembali
Peninjouan Kembali
Peninjauan Kembali
Peninjavan Kembali
Peninjavan Kembali
Peninjauan Kembali

Eksekusi

Proses

Pendaftaran Perkara

Penetapan Majelis Hakim/Halkim
Penunjukan Panitera Pengganti
Penunjukan Kembali Panitera Pengganti
Penunjukan Jurusita

Penetapan Hari Sidang Pertama
Sidang pertama

Penetapan Mediator

Penetapan Tanggal Mediasi

Mulai Mediasi

Persidangan

Persidangan

Putusan

Minutasi

Permohonan Banding

Pemberitohuan Permohonan Banding
Penerimaan Memori Banding
Penerimaan Kontra Memori Banding

Permberitahuan Untuk Memeriksa
Berkas(lnzage)

Pengiriman Berkas Banding

Pemeriksaan Berkas

Pendaftaran Perkara Banding
Penetapan Majeliz Hakim
Penunjukan Panitera Pengganti
Penetapan Hari Sidang
Persidangan

Pertimbangan Hukum

Putusan Banding

Minutasi

Pemberitahuan Putusan Banding
Permchonan Kasasi
Pemberitahuan Permechonan Kasasi
Penerimaan Memeri Kasasi
Penyerahan Memor Kasasi
Penerimaan Kontra Memori Kasosi
Penyerahan Kontra Memori Kasasi
Pengiriman Berkas Kasasi

Putusan Kasasi

Pemberitahuan Putusan Kaosasi
Permohanan PE

Pemberitahuan PK

Penyerahan Jawaban PK
Pengiriman Berkas PK

Putusan PK

Pemberitahuan Putusan PK

Permchonan Eksekusi
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B. SalinanPutusan Banding Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

PUTUSAN
Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili

perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah

menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak antara:

Pembanding, lahir di Jakarta pada tanggal 02 Juni 1973, agama Islam,

pekerjaan  Aktor, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa
Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
27 Maret 2019 memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di
kantor kuasa hukumnya H. Junaidi, S.H., M.H. dan Hj. R. Eryza
Amini Permanasari, S.H., M_.H., Advokat dari Lembaga Bantuan
Hukum (LBH) Universitas Djuanda yang beralamat di Fakultas
Hukum Universitas Djuanda, Jalan Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35,
Ciawi Bogor, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai

Pembanding.

melawan

Terbanding, lahir di Jakarta pada tanggal 05 April 1991, agama Islam,

pekerjaan Aktris, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat
dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23
September 2019 memberikan kuasa kepada Rizam Fadilah
Tadjoedin, S.H., Advokat pada Kantor Tadjoedin & Partners yang
beralamat di Jalan Kerajinan Nomor 19 Jakarta Barat, semula

sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan

perkara yang dimohonkan banding;

Hal 1 dari 22 hal putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg
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DUDUK PERKARA
Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan

Agama Cibinong Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 04 September 2019

Miladiyah bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1441 Hijriyah yang

amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menetapkan Penggugat (Terbanding) dan Tergugat (Pembanding) selaku
Ibu kandung dan Ayah kandung dari anak SMF, laki-laki, lahir di Jakarta,
tanggal 25 Maret 2013 dan AS, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 27 Juni
2015;

3. Menetapkan Penggugat (Terbanding) sebagai pemegang hak
asuh/hadhanah terhadap anak AS, dengan tetap memberi ruang dan akses
kepada Tergugat (Pembanding) untuk mencurahkan kasih sayangnya
terhadap anak tersebut;

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak AS kepada Penggugat;

Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya hidup anak tersebut
setiap bulannya sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan sebesar
10 % setiap tahunnya dari nominal yang diberikan pada tahun sebelumnya,
sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut
dewasa/mandiri, dan atau sekurang-kurangnya telah berusia 21 Tahun;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;

2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi (Pembanding) sebagai pemegang hak
asuh/hadhanah terhadap anak SMF, dengan tetap memberi akses kepada

Hal 2 dari 22 hal putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg
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Tergugat Rekonpensi (Terbanding) untuk mencurahkan kasih sayangnya
terhadap anak tersebut;

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar
biaya perkara sebesar 1.386.000;- (satu juta tiga ratus delapan puluh enam
ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama
Cibinong tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Bahwa terhadap Putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan
permohonan banding pada tanggal 18 September 2019 sebagaimana termuat
dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama
Cibinong pada tanggal yang sama sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya
permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai
Terbanding pada tanggal 20 September 2019.

Bahwa Pembanding telah menyampaikan Memori Banding yang isi
selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 03 November
2019 yang diterimakan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada hari
Senin tanggal 04 November 2019. Selanjutnya Memori Banding Pembanding
tersebut diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding pada
tanggal 13 November 2019.

Bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding telah menyampaikan
Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam
suratnya tertanggal 18 November 2019 yang diterimakan kepada Panitera
Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 18 November 2019.
Selanjutnya Kontra Memori Banding dari Terbanding tersebut diberitahukan
dan disampaikan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 21 November
2019.

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama

Bandung kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk

Hal 3 dari 22 hal putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg
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membaca dan memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai dengan Relaas
Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara (/nzage) masing-masing
dengan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 23 September 2019 untuk
Pembanding dan tanggal 20 September 2019 untuk Terbanding.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara
(Inzage) tertanggal 07 November 2019, Pembanding telah memeriksa berkas
perkara yang diajukan banding.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor
1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 07 Oktober 2019 Terbanding tidak datang di
Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa berkas perkara yang diajukan
banding.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 November 2019 dengan
Nomor Register 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada
Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan Surat Nomor: W10-
A/4945/HK.05/X1/2019  tanggal 20 November 2019 yang tembusannya

disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini
telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan
ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang
Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding
secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai judex
factie berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,
dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian
dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama

berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang,
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Salinan Resmi Putusan Pengadilan  Agama Cibinong Nomor

1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 04 September 2019 Miladiyah bertepatan

dengan tanggal 04 Muharram 1441 Hijriyah, Memori Banding Pembanding dan

Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding

memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk
mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian
pula sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 04 April 2019 upaya perdamaian
melalui proses mediasi dengan Mediator Firdaus, S.H. juga tidak berhasil. Oleh
karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya
perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan

demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan yang

akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana
diuraikan di bawah ini.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah

sebagaimna diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 08 Februari 2019.

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam surat jawabannya tertanggal 24

April 2019 telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat obscuur libel (kabur/tidak jelas) dengan alasan, yang
pada pokoknya, karena Penggugat dalam posita surat gugatannya tidak
menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan fakta kejadian yang mendasari
gugatannya.

2. Gugatan Penggugat adalah gugatan premature dengan alasan:

- Bahwa menurut hukum acara yang berlaku pada peradilan agama, dalam
hal gugatan hak asuh anak (hadhonah) diajukan secara tersendiri, maka
gugatan tersebut dapat diajukan sesudah putusan gugat cerai

berkekuatan hukum tetap.
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- Bahwa gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat pada
Pengadilan Agama Cibinong terregistrasi dengan Nomor
1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn tertanggal 12 Februari 2019, belum saatnya
diajukan karena Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
531 K/Ag/2018 tanggal 21 September 2018 yang memutus perkara
gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat belum berkekuatan hukum
tetap, sebab putusan tersebut belum diberitahukan secara patut kepada
para pihak.

- Bahwa Tergugat sebagai Pemohon Kasasi, sampai saat pengajuan
gugatan hak asuh anak ini belum menerima pemberitahuan yang patut
mengenai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 531
K/Ag/2018 tanggal 21 September 2018.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim
Tingkat Pertama yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat, Majelis Hakim
Tingkat Banding sependapat, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu
mengemukakan pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut
pada angka 1 (satu) di atas yang pada pokoknya menyatakan gugatan
Penggugat kabur/tidak jelas (obscuur libel), Majelis Hakim berpendapat bahwa
dengan mencermati apa yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam surat
gugatannya, maka dapat dinyatakan bahwa baik mengenai subyek hukum,
obyek hukum maupun alasan hukum dan petitum dalam surat gugatan
Penggugat adalah cukup jelas. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan eksepsi
Tergugat tersebut tidak tepat dan tidak beralasan dan karenanya pula harus
dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut
pada angka 2 (dua) di atas yang pada pokoknya menyatakan gugatan
Penggugat premature karena Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 531 K/Ag/2018 tanggal 21 September 2018 yang memutus perkara

gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat belum berkekuatan hukum tetap,
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Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebagaimana Akta Nikah
merupakan bukti otentik atas terjadinya perkawinan, Akta Cerai merupakan
bukti  otentik atas terjadinya perceraian sehingga mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende).

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai dengan alat bukti P.1 berupa
Kutipan Akta Cerai Nomor : 0808/AC/2019/PA. Cbn tanggal 06 Februari 2019
telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian, maka
dapat dinyatakan pula bahwa gugatan hak asuh atas anak yang terregistrasi di
Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn
tertanggal 12 Februari 2019 diajukan oleh Penggugat setelah Penggugat secara
sah bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu maka eksepsi Tergugat yang
menyatakan gugatan Penggugat belum saatnya diajukan atau premature dapat
dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan sehingga karena itu harus ditolak.
Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi
mutatis mutandis dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam konpensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya meliputi 2 (dua)
hal yaitu:

1. Gugatan Hak Asuh atas 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1)
SMF, lahir 25 Maret 2013 dan 2) AS, lahir 27 Juni 2015.

2. Gugatan biaya hadhanah untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan sebesar
Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan
apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat
Pertama yang berkaitan dengan penetapan hak asuh atas anak yang bernama
AS, lahir 27 Juni 2015 diberikan kepada Penggugat, akan tetapi Majelis Hakim
Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan
diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan hak asuh

atas anak yang bernama SMF. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding
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akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang berkaitan
dengan hak asuh anak pada pokoknya Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung dari anak yang
bernama SMF, lahir 25 Maret 2013 AS, lahir 27 Juni 2015.

2. Bahwa sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0808/AC/2019/PA.Cbn tanggal
06 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong, telah
terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.

3. Bahwa Penggugat mohon agar hak asuh atas kedua orang anak Penggugat
dan Tergugat diberikan kepada Penggugat dengan alasan karena kedua
orang anak tersebut masih membutuhkan pengasuhan dan perhatian dari
ibunya, terlebih lagi anak-anak tersebut masih dibawah umur atau belum
mumayyiz (belum berusia 12 tahun) yang sesuai ketentuan Pasal 105 huruf
a Jo. Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian,
anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di
atas Tergugat telah menyampaikan jawaban pada pokoknya menyatakan
bahwa Tergugat keberatan apabila hak asuh atas kedua orang anak Penggugat
dan Tergugat diberikan kepada Penggugat dengan alasan karena kapasitas dan
kemampuan yang ada pada Penggugat sangat tidak memungkinkan dan
memenuhi syarat untuk melakukan pengasuhan terhadap anak secara baik
disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kondisi Penggugat sedang tidak stabil dan karenanya dulu telah
menyerahkan kepada Tergugat untuk “urus” dan “pegang dulu anak-anak”
sampai kondisi Penggugat pulih kembali secara “sehat lahir dan batin”

2. Bahwa kondisi kejiwaan Penggugat sedang tidak stabil dan terganggu
sehingga sangat diragukan untuk dapat mengasuh anak secara baik.

3. Bahwa Penggugat patut diduga menjalin hubungan yang terlarang di luar

perkawinan dengan seorang laki-laki lain yang bernama MYB.
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4. Bahwa Penggugat mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang buruk seperti
lepas kontrol mengumbar amarah, bermasalah sejak kecil dengan ibunya
disebabkan konflik akut kedua orang tua yang tidak terselesaikan.

5. Bahwa Penggugat tidak pernah bangun pagi karena selalu terbangun saat
matahari sudah meninggi di atas jam 10.00 WIB.

6. Bahwa Penggugat tidak menjalankan ibadah shalat dengan baik.

Bahwa Pengugat tidak mempunyai tempat tinggal sendiri dan menumpang
tinggal di rumah kedua orang tuanya.

8. Bahwa di rumah orang tua Penggugat tersebut juga tinggal satu keluarga
lain yaitu kakak perempuan Penggugat bernama S beserta anak-anaknya.

9. Bahwa kondisi psikis kejiwaan ibu Penggugat yang pernah menjalani
perawatan kesehatan jiwa (bipolar akut).

10. Bahwa kondisi rumah kediaman kedua orang tua Penggugat “angker”,
faktanya setiap kali anak tinggal dan menginap di sana kedua anak atau
salah satu anak selalu mengalami kondisi “sakit” yang tidak dapat dijelaskan
secara medis.

11. Bahwa kondisi rumah kediaman kedua orang tua Penggugat adalah tempat
tinggal yang “buruk” bagi tumbuh dan kembangnya anak-anak, sebab
cenderung kebarat-baratan (liberal).

12. Bahwa Penggugat seorang publik figur tidak memiliki konsep masa depan
untuk anak-anaknya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang masih
diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak dan masih harus
dibuktikan kebenarannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang
telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak, karena
terhadap hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua
belah pihak dianggap telah terbukti dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah
kebenarannya oleh kedua belah pihak dan harus dinyatakan terbukti adalah

sebagai berikut:
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1. Bahwa 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama SMF, lahir 25
Maret 2013 dan SA, lahir 27 Juni 2015 adalah anak kandung dari Penggugat
dan Tergugat.

2. Bahwa 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama SMF, lahir 25
Maret 2013 dan SA, lahir 27 Juni 2015 keduanya masih belum mumayyiz
(belum berusia 12 tahun).

3. Bahwa 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama SMF, lahir 25
Maret 2013 dan SA, lahir 27 Juni 2015 saat ini berada dalam asuhan dan
tinggal bersama Tergugat.

Oleh karena itu maka alat-alat bukti yang berkaitan dengan hal-hal tersebut di

atas yaitu alat bukti P.2 (Akta Kelahiran SMF), P.3 (Akta Kelahiran SA) P.8

(Kartu Keluarga) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa hal yang perlu dipertimbangkan berikutnya adalah
mengenai apakah hak asuh atas anak (hak hadhanah) semata-mata
merupakan hak orang tua ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk
mendapatkan perlindungan dari orang tuanya.

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: “Baik Ibu atau Bapak tetap
berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata
berdasarkan Kkepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai
penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.” Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan:
“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,
berakhlak mulia, dan sejahtera. Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan
bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah

untuk kepentingan masa depan anak bukan kepentingan orang tua. Atau
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dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan
perlindungan dari orang tuanya bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini
selaras dengan ketentuan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: “Setiap anak berhak
diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum
yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik
bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak
yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak bukan hak mutlak orang
tua, maka permasalahan dalam menetapkan hak asuh (hadhanah) atas anak
pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang dilihat dari sisi
kepentingan anak dipandang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak
asuh atas anak dalam perkara a quo adalah apakah Penggugat ataukah
Tergugat yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas 2 (dua)
orang anak yang masing-masing bernama SMF dan SA.

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam
menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum
mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Demikian pula
Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusnya
perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak
mendapatkan hadhanah dari ibunya. Oleh karena anak yang bernama SMF,
lahir tanggal 25 Maret 2013 dan SA, lahir tanggal 27 Juni 2015 telah ternyata
belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, maka sesuai dengan ketentuan
pasal-pasal tersebut di atas kedua orang anak tersebut berhak mendapatkan
hadhanah dari ibunya, kecuali terdapat alasan yang cukup untuk memindahkan
hak anak untuk diasuh ibunya tersebut kepada ayahnya.

Menimbang, bahwa Pasal 156 huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam
menyatakan bahwa apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin

keselamatan jasmani dan ruhani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah
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telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan
Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang
mempunyai hak hadhanah pula. Dari bunyi pasal sebagaimana tersebut di atas
maka dapat dinyatakan bahwa meskipun SMF dan SA keduanya belum
mumayyiz (belum berusia 12 tahun), namun apabila ternyata Penggugat
sebagai ibunya dipandang tidak akan dapat menjamin keselamatan jasmani dan
ruhani anak, atau singkatnya dipandang tidak layak dan tidak patut diberikan
hak asuh atas anak, maka hak asuh atas anak dapat diberikan kepada Tergugat
sebagai ayahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat
dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa
hal-hal yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak
adalah mengenai apakah benar Penggugat mempunyai akhlak atau moralitas,
perilaku dan kesehatan jiwa yang buruk sebagaimana didalilkan oleh Tergugat
ataukah tidak.

Menimbang, bahwa olen karena Tergugat sebagai pihak yang
menyatakan agar hak hadhanah atas kedua orang anak yang belum mumayyiz
atau belum berusia 12 tahun tersebut tidak diberikan kepada Penggugat akan
tetapi diberikan kepada Tergugat dengan alasan karena Kkapasitas dan
kemampuan yang ada pada Penggugat sangat tidak memungkinkan dan
memenuhi syarat untuk melakukan pengasuhan terhadap anak secara baik
disebabkan karena Penggugat mempunyai akhlak atau moralitas, perilaku dan
kesehatan jiwa yang buruk, atau pada pokoknya dipandang tidak dapat
menjamin keselamatan jasmani dan ruhani anak atau tidak layak secara hukum
untuk diberikan hak asuh (hadhanah) terhadap anak-anak, maka sesuai dengan
ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan: “Barang siapa yang mengatakan ia
mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan
haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus
membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”, sudah seharusnya

Tergugat yang dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-daliinya tersebut,
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sebaliknya sesuai dengan asas negativa non sunt probanda (sesuatu yang
negative/tidak pernah dilakukan tidak dapat dibuktikan) Penggugat tidak
seharusnya dibebani untuk membuktikan bahwa dirinya adalah seorang ibu
yang tidak layak untuk diberikan hak asuh atas kedua orang anaknya.
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berita
acara persidangan pengadilan tingkat pertama yang bersumber dari alat-alat
bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat yang diberi tanda P.1 sampai dengan

P.16 tidak ada satu alat buktipun yang dapat membuktikan adanya perilaku

negatif maupun ketidak sehatan jiwa Penggugat yang dapat dipertimbangkan

untuk menyatakan bahwa Penggugat sebagai seorang ibu yang tidak layak dan
tidak patut untuk diberikan hak asuh atas anak-anak. Hal tersebut dapat
dijelaskan sebagaimana uraian dalam penilaian terhadap alat-alat bukti

Tergugat sebagai berikut:

1. Alat bukti T.1, T.2, T.6, T.7, T.8 berupa caption screen dari perbincangan
Whats App (WA). Alat-alat bukti tersebut belum terverifikasi melalui digital
forensik, oleh karena itu harus dikesampingkan.

2. Alat bukti T.3 berupa Surat Tanda Bukti Laporan No. Pol:
STBL/B/482/1V/2017/JBR/RES BGR. menerangkan adanya laporan dari
Pelapor : P, Terlapor: TM, mengenai tindak kejahatan terhadap
kemerdekaan atau perbuatan tidak menyenangkan. Alat bukti tersebut
hanya membuktikan sebatas adanya laporan saja yang untuk membuktikan
kebenarannya harus didasarkan pada putusan pidana yang berkekuatan
hukum tetap.

3. Alat bukti T.4 berupa Surat Pernyataan Kesaksian (nama saksi), alat bukti
T.5 berupa Surat Pernyataan Kesaksian (nama saksi), alat bukti T.9 berupa
Surat Pernyataan Kesaksian (nama saksi) dan alat bukti T.13 berupa Surat
Pernyataan Kesaksian (nama saksi). Alat-alat bukti tersebut merupakan
kesaksian yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Oleh karena keterangan

saksi tersebut tidak disampaikan langsung di muka persidangan sesuai
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ketentuan Pasal 144 HIR, maka dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat
formil sebagai saksi dan karenanya harus dikesampingkan.

4. Alat bukti T.14 dan alat bukti T.15 masing-masing berupa Surat Pernyataan
yang dibuat oleh Kepala Sekolah TKIP Al-Quran DJ, Cibinong Bogor
tertanggal 15 April 2019. Alat bukti T.14 menerangkan tidak ada masalah
dengan kepribadian dan sosialisasi SMF di sekolahnya dan alat bukti T.15
menerangkan perkembangan akademis maupun perkembangan sosial
emosional SMF.

5. Alat bukti T.16 berupa Surat Keterangan Psikologis yang dikeluarkan oleh
Psycholog, RP, M.Psi, Psikolog dari piON Clinician, Cilandak, Jakarta
Selatan tertanggal 15 Mei 2019 yang antara lain berisi rekomendasi
terhadap pengadilan dalam memutus hak asuh atas anak dengan inisial F.

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan fakta-fakta yang
terungkap dalam berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama yang
bersumber dari keterangan 7 orang saksi yang diajukan Tergugat, yang masing-
masing bernama 1) (nama saksi), 2) (hama saksi), 3) (nama saksi), 4) (nama
saksi), 5) (nama saksi), 6) (nama saksi) dan 7) (nama saksi), tidak ada satu
keteranganpun yang menunjukkan adanya perilaku negatif dari Penggugat yang
dapat dipertimbangkan untuk menyatakan bahwa Penggugat sebagai seorang
ibu yang tidak layak dan tidak patut untuk diberikan hak asuh atas anak, karena
keterangan masing-masing saksi tersebut pada pokoknya hanya menyatakan
bahwa SMF dan SA sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu tinggal bersama
Tergugat di rumah Tergugat sendiri dan kedua orang anak tersebut dalam
keadaan sehat wal afiat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat dengan
alat-alat bukti yang diajukan tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya
bahwa Penggugat sebagai seorang ibu yang tidak layak untuk diberikan hak
hadhanah terhadap anaknya karena berperilaku buruk atau mempunyai

moralitas yang tidak baik.
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Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata kedua orang anak yang
masing-masing bernama 1. SMF, lahir 25 Maret 2013 dan 2. SA, lahir 27 Juni
2015, belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) yang menurut ketentuan Pasal
156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz berhak
mendapatkan hadhanah dari ibunya, sebaliknya  Tergugat tidak dapat
membuktikan kebenaran dalil-daliinya bahwa Penggugat sebagai ibu yang tidak
layak secara hukum untuk diberikan hak asuh (hadhanah) terhadap anak anak,
maka dapat dinyatakan tidak ada alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar
untuk memisahkan Penggugat dengan kedua orang anaknya, atau tidak cukup
alasan untuk memindahkan hak asuh atas kedua orang anak tersebut dari
Penggugat kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa selain tidak ada alasan yang cukup yang dapat
dijadikan dasar untuk memisahkan Penggugat dengan kedua orang anaknya
yang masing-masing masih berusia 6 (enam) tahun dan 4 (empat) tahun
sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, menurut Bowlby dalam The Nature
Of Child Tie To His Mother bahwa sikap ketergantungan anak-anak pada ibu
terbentuk karena ibu peka menanggapi setiap aktifitas anak sejak bayi seperti
menangis, senyum, menyusui dan manja. Ibu adalah orang yang pertama dan
utama yang menjalin ikatan batin dan emosional dengan anak. Hanya ibulah
yang dapat dengan cepat mengerti dan mampu menanggapi setiap gerak gerik
anak sejak masih bayi. Ibu segera tahu apa yang dibutuhkan oleh anaknya.
Pandangan Bowlby tersebut disepakati oleh beberapa ahli psikologi lain seperti
Rene Spitz dan Margaret Ribble tentang hak asuh ibu atas anak. Pendapat para
ahli tersebut sesuai dengan sebuah hadits yang berbunyi:
slin al iy ele g al il S 13 uley) alll] gaa sl clla g 8 al 4 alus agle alll Lo adll Jsuy o

S5 alle 4y Gl il Al J g Led JUS8 e de 55 o) ) g il ol g el Al (s s
‘Bahwasannya Rasulullah s.a.w. telah didatangi oleh seorang wanita dan
berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang
mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan

sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia
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